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Tesis ini membahas mengenai pembangunan Apartemen Semanan Indah. Dalam 
rangka melaksanakan pembangunan, tanah adalah salah satu sarana yang 
terpenting dimana pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan perlu 
diperhatikan. Pengadaan tanah ialah rangkaian kegiatan yang diawali dari 
perolehan, ijin — ijin yang diperlukan sampai dengan perolehan tanah secara legal. 
Asas — asas umum pengadaan tanah merupakan dasar berlakunya penguasaan 
tanah dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Tanah Nasional kita 
kepada para pemegang hak atas tanah. Dalam Apartemen Semanan Indah asas -  
asas umum pengadaan tanah telah diperhatikan dengan baik oleh pihak 
penyelenggara. PT. X dalam memperoleh tanah untuk pembangunan Apartemen 
Semanan Indah sudah mematuhi peraturan yang berlaku dalam Hukum Tanah 
Nasional kita yaitu dengan menggunakan alas hak guna bangunan dalam 
pembangunan tersebut. PT. X berusaha mendirikan apartemen sesuai dengan 
peruntukkannya dan kegunaannya sesuai dengan Undang -  Undang nomor 16 
tahun 1985 tentang Rumah Susun, hanya saja pelaksanaan penjualan terhadap 
satuan atas rumah susun mengacu pada Surat Keputusan Mentri Negara 
Perumahan Rakyat nomor ll/KPTS/1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentang 
Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, yaitu sebelum bangunan 
selesai satuan rumah susun pada Apartemen Semanan Indah sudah dapat 
dipasarkan kepada calon pembeli dengan menggunakan pemasaran ojf Plan, yaitu 
pemasaran atas satuan rumah susun yang dilakukan dalam keadaan rumah susun 
belum selesai dibangun, PT. X mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara 
Perumahan Rakyat tersebut.
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In order to ruin and develop a projcct, land is one of the most important things 
where land procurement supports for the development of the project need to be 
concerned. Land procurement sequence begin with concessions process up to 
legalizing land concession. The laws foundation of land procurement is one of 
primary principal to get land authorization and laws/legal protection given by the 
Badan Pertahanan Nasional Land Law. Semanan Indah Apartment project has 
given the laws foundation of land procurement through their developer, PT. X. 
PT. X have fulfilled their primary obligation, bidding the primary principal which 
cause to be effective in the Badan Pertanahan Nasional Land Law, by utilize the 
structure authorization right coaster (alas hak guna bangunan). Neverthless, the 
development of Apartment Semanan Indah held by PT. X and the apartment unit 
ownership by the purchaser have been finalized. PT. X acting as the apartment 
developer attempt to develop the apartment structure according to it’s purpose and 
utility based on Government regulation no. 16 year 1985 regarding the apartment 
details, however the sluggishness process headed to the minister of public housing 
judgment No. 1 l/KPTS/1994 dated 17 November 1994 regarding the Pedoman 
Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (apartment sluggishness regulation), 
where the developer able/authorized to sale the unit of the apartment Semanan 
Indah with off plan marketing process based on the minister of public housing 
judgment as mentioned in above.
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PENDAHULUAN
B A B I

1.1 Latar Belakang
Negara Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang, yang salah satu 

cirinya adalah pembangunan disegala bidang. Dalam bidang pertanahan dan 
pembangunan pada umumnya, perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan 
dasar manusia dan pembentukkan kepribadian bangsa, baik secara perorangan 
maupun dalam satu kesatuan dan kebersamaan dalam lingkungannya. 
Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan unsur penting dalam 
strategi pengembangan wilayah yang menyangkut aspek-aspek yang luas dibidang 
kependudukan sehingga perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan 
peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pertambahan jumlah penduduk, kelangkaan tanah dan kemunduran 
kualitasnya, alih fungsi tanah dan semakin tajamnya konflik dalam penggunaan 
tanah antar berbagai sektor pembangunan dalam berbagai tingkatan : kemiskinan, 
sempitnya lapangan pekeijaan dan akses yang timpang dalam perolehan dan 
pemanfaatan tanah, serta semakin terdesaknya hak-hak masyarakat hukum adat, 
hanyalah beberapa contoh kenyataan yang harus dihadapi saat ini.1 Pembangunan 
perumahan dan pemukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan 
tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitas dalam lingkungan yang layak 
dan sehat dan layak huni serta memenuhi kebutuhan akan suasana yang 
memberikan rasa aman, damai, nyaman, tentram dan sejahtera.

Seiring berjalannya waktu, maka kebutuhan manusiapun kian kompleks 
sehingga yang mendasari manusia untuk mendirikan rumah makin beraneka 
ragam sesuai dengan kebutuhan. Rumah yang dapat memberikan rasa nyaman 
serta keamanan yang teijamin juga menjadi salah satu kriteria yang diinginkan 
masyarakat. Mengingat tanah semakin penting artinya bagi pelaksanaan 

pembangunan, baik dilihat dari aspek sosial, ekonomis maupun politis, maka 
pemerintah harus mampu menjamin tersedianya tanah untuk membangun 
prasarana dan sarana pembangunan. Undang-Undang Pokok Agraria memberikan

1 Maria S. W. Sumardjono, Kebiiakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi (Jakarta: 
Buku Kompas, 2001), hal. 45.

1 Universitas IndonesiaPengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH UI, 2009
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wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia 

untuk pada tingkatan yang tertinggi2:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaaan 

dan pemeliharaannya;

2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air dan 

ruang angkasa;

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara perbuatan- 

perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Di dalam kehidupan ini, setiap orang memerlukan sebidang tanah untuk 

membangun rumah maupun melakukan kegiatan lain dalam rangka memenuhi 

kebutuhan seperti pertanian, perkebunan dan lain-lain. Tanah yang diperlukan 

untuk keperluan tersebut meliputi tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta
* 3ruangan yang ada diatasnya. Mengingat kebutuhan akan pemukiman semakin 

meningkat setiap tahunnya, maka erat kaitannya dengan kependudukkan seperti 

jumlah penduduk, laju pertumbuhan dan rata-rata jumlah jiwa perkeluarga di 

Indonesia, karena pesatnya pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan 

penyediaan tanah yang terbatas untuk perumahan dan pemukiman.

Hal ini menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintah dalam 

pembangunan perumahan dan pemukiman, terutama di daerah padat penduduk. 

Salah satunya, kepadatan penduduk yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, maka 

pemerintah memerlukan konsep perumahan yang efisien dan efektif dalam 

pemanfaatan lahan.

Pemerintah juga harus tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang dan 

keterkaitan serta keterpaduan dengan lingkungan sosial sekitarnya. Sehingga 

pembangunan perumahan dan pemukiman perlu dilaksanakan secara terpadu dan 

untuk itu perlu ditingkatkan kerjasama antara pemerintah baik pusat maupun 

daerah, juga pihak swasta, koperasi dan masyarakat luas. Penyediaan tanah untuk 

kegiatan pembangunan, didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

1945 (untuk selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) bahwa “Bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan

2 1 Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta 1991), hal. 2.
3 Boedi Harsono, Hukum Agraaria Indonesia: Sejarah Pembentukkan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 18.

U n i v e r s i t a s  I n d o n e s i aPengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH UI, 2009
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dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Tujuan yang 
hendak dicapai, tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dipergunakan 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar bagi peningkatan kualitas 

hidup manusia, sehingga pengembangan perumahan yang sehat dan layak bagi 
masyarakat Indonesia merupakan wadah untuk pengembangan sumber daya 
masyarakat. Program pengembangan perumahan ini bertujuan memantapkan 
sistem hunian bagi masyarakat melalui upaya menyempurnakan peraturan 
pengembangan perumahan dan sistem pembiayaan perumahan, mengembangkan 
pola subsidi yang efisien bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, 
meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan 
perumahan.

Sasaran program adalah penyediaan rumah sehat dan menghindarkan 
spekulasi tanah untuk perumahan dan pemukiman, meningkatkan ketersediaan 
dana bagi pembiayaan perumahan yang berasal dari dana masyarakat, terciptanya 
pasar primer dan pasar hipotik sekunder yang berkualitas, terciptanya mekanisme 
subsidi perumahan yang efisien dan tepat sasaran sesuai dengan kemampuan 
keuangan pemerintah, meningkatkan kemudahan bagi masyarakat miskin dan 
berpendapatan rendah dalam mendapatkan hunian yang layak, meningkatkan 
investasi dibidang perumahan, serta terciptanya BUMN/ BUMD yang efisien, 
efektif, dan akuntable serta terfokusnya kegiatan BUMN/ BUMD pada 
pembangunan atau penyediaan, pengelolaan hunian murah, dan rumah susun sewa 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.4 Garis Besar Haluan Negara 
menyebutkan bahwa pembangunan perumahan dan pemukiman perlu lebih 
ditingkatkan dan diperluas sehingga dapat meratakan dan menjangkau kehidupan 
masyarakat yang berpenghasilan rendah, dengan senantiasa memperhatikan 
rencana tata ruang dan keterkaitan serta keterpaduan dengan lingkungan sosial 

disekitamya.5

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Program Pembangunan 
Nasional (PROPENAS  ̂Tahun 2000-2004. Penerbit C.V Eko Jaya, Jakarta 2001.
5 Arie S Hutagalung, Condominium Dan Permasalahannya, (Jakarta: badan Penerbit Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal.l.

Universitas Indonesia
L ___  _______  ____  __________________

Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH UI, 2009
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Dalam rangka peningkatan hasil guna tanah, seiring dengan pesatnya 
pertumbuhan penduduk, maka perlu adanya pemanfaatan dan penataan atas tanah, 
sehingga dapat terasa manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya. Meningkatnya 
pembangunan sektor perumahan dan pemukiman, maka secara otomatis makin 
berkurangnya lahan di kota terutama di kota-kota besar yang sarat penduduk 
seperti di DKI Jakarta. Dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal selain 
pembangunan perumahan dan pemukiman telah dikembangkan pembangunan 
perumahan seperti pada pembangunan Apartemen atau Rumah Susun, karena 
dengan adanya pembangunan Apartemen atau Rumah Susun dapat mengurangi 
penggunaan tanah agar lebih bermanfaat.

Untuk menghindari permasalahan yang akan timbul dalam pembangunan 
Apartemen atau Rumah Susun, maka perusahaan yang mengadakan pembangunan 
tersebut harus menyediakan tanah yang relatif luas tergantung dengan rencana 
pembangunannya. Pengertian Apartemen dalam hal ini Rumah Susun, menurut 
Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, yang dimaksud 
dengan “Rumah Susun” adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam 
suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara 
fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan 
yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk 
tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah 
bersama.

Menurut pendapat Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN tahun 1994, 
menyatakan bahwa “Rumah Susun” merupakan teijemahan dari kata-kata 
condominium, flat, atau apartment. Kondominium berasal dari kata condominium, 
co berarti bersama-sama, dominium berarti pemilikan. Walaupun di Negara 
Indonesia dipergunakan istilah seperti rumah susun, apartemen, flat, 
kondominium, namun dalam bahasa hukum semuanya disebut rumah susun, 
karena mengacu pada Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah 

Susun.6

6 Oloan Sitorus, Balans Sebayang, Kondominium Dan Permasalahannya, (Yogyakarta: Mitra 
Kebijakan Tanah Indonesia, 1998), hal. 7-8.

Universitas Indonesia
Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH UI, 2009
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Rumali susun apabila ditinjau dari sudut penggunaannya dapat dibagi 
menjadi tiga golongan, yaitu:7

1. Rumah susun hunian, yakni rumah susun yang seluruhnya berfungsi 
sebagai tempat tinggal;

2. Rumah susun bukan hunian, yakni rumah susun yang seluruhnya tidak 
berfungsi sebagai tempat tinggal, yakni berfungsi sebagai tempat usaha, 
pertokoan, perbelanjaan, perkantoran, dan lain-lain sepanjang di dalamnya 
mengandung sistem pemilikan perseorangan yang terpisah pada unit- 
unitnya yang diikuti dengan pemilikan bersama atas benda bersama, 
bagian bersama, dan tanah bersama, yang semuanya mengacu pada 
Undang-Undang Rumah Susun;

3. Rumah susun campuran, yakni rumah susun yang sebagian berfungsi 
sebagai tempat tinggal dan sebagian lagi berfungsi sebagai tempat usaha. 
Sebelum dilakukan penyediaan tanah, perusahaan pembangunan harus

menetapkan lokasi dan luas tanah. Penyediaan tanah adalah setiap kegiatan untuk 
mendapatkan tanah bagi keperluan perusahaan pembangunan dengan memberikan 
imbalan kepada yang berhak. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (untuk 
selanjutnya cukup disingkat UUPA) serta peraturan pelaksanaannya menyediakan 
berbagai cara untuk memperoleh tanah yang diperlukan. Tata cara memperoleh 
tanah tersebut, dapat digunakan sesuai dengan status tanah yang tersedia dengan 
mengingat pula status calon pemegangang haknya. Karena status subyeknya 
menentukan status tanah yang boleh dikuasainya, sekaligus menentukan pula tata 
cara memperoleh tanah yang dapat digunakan.

Perusahaan yang mengadakan pembangunan Apartemen atau Rumah 
Susun tersebut juga harus memperhatikan asas-asas umum yang berlaku dalam 
pengadaan tanah. Asas-Asas yang berlaku mengenai penguasaan tanah dan
perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Tanah Nasional (untuk

* 8 selanjutnya disingkat HTN) kita kepada para pemegang hak atas tanah adalah:
1. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk 

keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh 
HTN;

7 Imam Kuswahyono, Hukum Rumah Susun, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hal. 13-14.
8 Boedi Harsono, Op.Cit.. hal. 345.
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2. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya 

(“ILLEGAL”), tidak dibenarkan bahkan diancam dengan sanksi pidana 

(UU 51 Prp 1960);

3. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang dilandaskan hak yang 

disediakan oleh HTN, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari 

pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak 

penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya;

4. bahwa oleh hukum disediakan berbagai sarana hukum untuk 

menanggulangi gangguan yang ada:

a. gangguan oleh sesama anggota masyarakat: Gugatan perdata melalui 

pengadilan negeri atau meminta perlindungan hukum kepada Bupati/ 

Walikotamadya menurut UU 51 Prp 1960 diatas;

b. gangguan oleh penguasa: Gugatan melalui pengadilan umum atau 

Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk 

keperluan apapun (juga untuk proyek-proyek kepentingan umum) 

perolehan tanah yang dihaki seseorang, harus melalui musyawarah untuk 

mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak 

yang memerlukan maupun mengenai imbalannya yang merupakan hak 

pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya;

6. bahwa sehubungan dengan apa yang tersebut diatas, dalam keadaan biasa 

untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya 

paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pemegang 

haknya untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima 

imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga 

penawar pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi pada Pengadilan 

Negeri, seperti yang diatur dalam Pasal 1404 KUHPdt;

7. bahwa dalam keadaan memaksa, jika tanah yang bersangkutan diperlukan 

untuk menyelenggarakan kepentingan umum, dan tidak mungkin 

menggunakan tanah yang lain, sedangkan musyawarah yang diadakan 

tidak berhasil memperoleh kesepakatan, dapat dilakukan pengambilan 

secara paksa, dalam arti tidak memerlukan persetujuan pemegang haknya,

U n i v e r s i t a s  I n d o n e s i aPengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH UI, 2009



7

dengan menggunakan acara pencabutan hak, yang diatur dalam UU 

20/1961;

8. bahwa dalam perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar 

kesepakatan bersama maupun melalui pencabutan hak, pemegang haknya 

berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian, yang bukan hanya 

meliputi tanahnya, bangunan dan tanaman milik pemegang hak, melainkan 

juga kerugian-kerugian lain yang dideritanya sebagai akibat penyerahan 

tanah yang bersangkutan;

9. bahwa bentuk dan jumlah imbalan atau ganti kerugian tersebut, juga jika 

tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum dan dilakukan pencabutan 

hak, haruslah sedemikian rupa sehingga bekas pemegang haknya tidak 

mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun tingkat 

ekonominya.

Karena ada kemungkinan tanah yang akan dibangun perumahan dan pemukiman 

oleh perusahaan tersebut adalah tanah yang dilekati hak-hak atas tanah yang telah 

dihaki oleh seseorang maupun sekelompok masyarakat, sehingga diperlukan 

upaya pelepasan tanah atau dengan upaya jual beli maupun dengan tukar 

menukar, sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.
Dalam rangkaian kegiatan pengadaan tanah, diperlukan pula suatu 

pengaturan, dengan tujuan:
1. Agar pengadaan tanahnya dilaksanakan secara tertib:
a. Kegiatan perolehan tanahnya di lokasi yang ditetapkan dalam ijin lokasi;
b. Perolehan tanahnya tidak dengan cara paksaan atau penipuan;
c. Harus bermusyawarah dan disepakati bersama besarnya imbalan atau harga 
tanahnya, dan harus layak.
2. Mencegah teijadinya sengketa dikemudian hari:
a. Dicegah teijadinya cacat hukum;
b. Harga tanah atau imbalan benar-benar di bayar lunas;
c. Tidak dibenarkan pemilik tanah menandatangani kertas materai kosong.
3. Melindungi yang empunya tanah:
a. Bahwa tanah yang dipunyai dengan hak yang diakui dan dilindungi oleh 
hukum (apabila surat bukti kepemilikannya lengkap atau telah bersertipikat);
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b. Bahwa sebagian besar belum ada surat tanda bukti haknya (bekas Hak Milik 
Adat yang belum bersertipikat).9

Dalam pembangunan terhadap Rumah Susun selain memperhatikan asas- 
asas umum dalam pengadaan tanah juga harus menerapkan pembangunan tersebut 
sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, salah satunya adalah Undang- 
Undang nomor 16 tahun 1985 mengenai Rumah Susun. Berdasarkan uraian 
tersebut di atas maka, penulis hendak mengemukakan tentang pembangunan 
Apartemen Semanan Indah, apakah telah sesuai dengan asas-asas umum 
pengadaan tanah yang diberikan oleh HTN dan penerapan Undang-Undang nomor 
16 tahun 1985 mengenai Rumah Susun.

1.2 Pokok Permasalahan

Adapun yang ingin penulis rumuskan sebagai permasalahan dalam 
penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pembangunan Apartemen Semanan Indah yang telah 
dilekati oleh hak atas tanah oleh sekelompok masyarakat, menurut 
asas-asas umum dalam pengadaan tanah?

2. Bagaimanakah pembangunan Apartemen Semanan Indah dan 
kepemilikan hak atas apartemen oleh pembeli, menurut Undang- 
Undang nomor 16 tahun 1985?

13 Metode Penelitian
Penelitian hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan secara normatif, 

yaitu melalui sumber dari studi kepustakaan dan yang digunakan adalah bahan- 
bahan yang oleh penulis di dapat melalui buku-buku, peraturan Perundang- 
imdangan yang berhubungan dengan pengadaan tanah terhadap pelaksanaan 
pembangunan Rumah Susun, teori yang berlaku, maupun artikel dari para pakar 
hukum dan lain sebagainya. Bertujuan untuk meneliti tentang asas-asas umum di 
dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan asas-asas hukum menurut Undang- 
Undang nomor 16 tahun 1985 dalam pembangunan Apartemen Semanan Indah.

9 Irene Eka Sihombing, Diktat Mata Kuliah Pengadaan Tanah, (Jakarta: Fakultas Hukum 
Universitas Trisakti, 2002), hal. 1.
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Penulis menggunakan dua jenis data. Pertama, data primer yaitu dengan 
melakukan wawancara kepada beberapa pegawai kantor PT. X yang mendirikan 
Apartemen Semanan Indah. Kedua, data sekunder yang terdiri dari sumber hukum 
primer berupa peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang- 
Undang nomor 16 tahun 1985 Tentang Rumah Susun. Serta Sumber hukum 
sekunder lainnya berupa buku, artikel ilmiah, tesis dan lainnya yang merupakan 
bahan-bahan yang berkaitan dengan sumber primer diperoleh dari kepustakaan. 
Sumber hukum tersier berupa buku panduan yang dapat memberi petunjuk berupa 
buku petunjuk untuk melakukan suatu penelitian. Data Metode analisis data yang 
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu tata 
cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.10

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ilmiah ini akan diuraikan secara 

garis besar, dimana bab-bab tersebut saling berkaitan menjadi satu kesatuan yang 
tidak dapat dipisahkan.

Bab I Pendahuluan, berisi sub-bab sub-bab yakni latar belakang berupa 
masalah, pokok permasalahan, metode penelitian yakni mengenai metode-metode 
apa yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini dan 
mengenai sistematika penulisan.

Bab II Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Apartemen Semanan Indah 
memaparkan lebih lanjut mengenai beberapa sub bab, yakni:

a. Landasan Teori: mengenai pengertian tanah, hak atas tanah, tata cara 
perolehan tanah: Jika yang tersedia Tanah Negara, harus ditempuh dengan 
cara Permohonan hak; Jika yang tersedia tanah hak, ditempuh dengan cara 
Pemindahan hak seperti jual beli, tukar menukar, hibah; Pembebasan hak 

seperti yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 
55 tahun 1993 telah dicabut namun tata cara pelaksanaannya masih 
berlaku dan diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 
36 tahun 2005; Pencabutan hak seperti yang diatur dalam Undang-Undang

10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet III, (Jakarta: Universitas Indonesia 1986), 
hal. 32

L.
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nomor 20 tahun 1961. Serta teori mengenai pengertian pengadaan tanah 
dan penerapan Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah 
Susun.

b. 1. Bagaimana cara PT. X memperoleh tanah untuk pembangunan 
Apartemen Semanan Indah, apakah sudah sesuai dengan asas-asas umum 
pengadaan tanah;
2. Cara pembangunan dan pemilikan satuan atas rumah susun menurut 
Undang-Undang nomor 16 tahun 1985;
3. Analisa terhadap pokok permasalahan.
Bab III Penutup berisi kesimpulan yang merupakan simpulan dari tesis ini 

dan saran penulis bagi pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan Apartemen 
Semanan Indah ini untuk lebih memahami dan menerapkan Peraturan yang 
berlaku.

Universitas IndonesiaPengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH UI, 2009



PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN APARTEMEN
SEMANAN INDAH

B A B  2

2.1 Landasan Teon
2.1.1 Pengertian Tanah Dan Pengadaan Tanah

Sebutan Tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam beberapa arti, maka

dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah 

tersebut digunakan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1994) Tanah 

adalah:11

a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.

b. Keadaan bumi di suatu tempat.

c. Permukaan bumi yang diberi batas.

d. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal 

dan sebagainya).

Pengertian “tanah” itu sendiri dimana dalam hukum tanah kata sebutan 

“tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi 

batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (yang selanjutnya disingkat 

UUPA). Dalam Pasal 4 UUPA Dinyatakan bahwa:

“ Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah. 

Yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri 

maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”. Dengan 

demikian tanah menurut pengertian yuridis adalah permukaan bumi, dan hak atas 

tanah adalah hak atas permukaan bumi, yaitu bagian tertentu dari permukaan bumi

11 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Seiarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria. Isi Dan Pelaksanaannya. (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 19.

11 Universitas IndonesiaPengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH UI, 2009
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yang menurut satuan-satuan yang terbatas dan berdimensi dua dengan ukuran 

panjang dan lebar tertentu.12

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, 

merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan 

bangsa sepanjang masa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

yang terbagi secara adil dan merata, sehingga tanah adalah untuk diusahakan atau 

digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata. Sehubungan dengan itu 

penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaannya perlu 

diatur, agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatanya serta 

sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak terutama 

golongan petani, dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam 

mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.13

Kaitannya dengan pembangunan tersebut adalah tanah yang memberikan 

peranan penting dalam mendorong laju pertumbuhan masyarakat dan memberikan 

peranan yang cukup potensial yang dapat mengembangkan ruang dan penggunaan 

suatu kebutuhan yang tepat dengan pembangunan Nasional. Pengadaan tanah 

(penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan) menurut Irene Eka Sihombing 

adalah rangkaian kegiatan yang diawali dari perolehan ijin-ijin yang diperlukan 

sampai dengan perolehan tanah secara legal.14

Penyediaan tanah untuk kegiatan pembangunan, didasarkan pada Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945 dimana tujuan yang hendak dicapai: Tanah diseluruh wilayah 

Republik Indonesia (RI) dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

12 Boedi Harsono, Oo.cit. hal. 449.
13 Boedi Harsono, Menuiu Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. (Jakarta: Badan Penerbit 
Universitas Trisakti, 2002), hal. 4.
14 Irene Eka Sihombing, Diktat Mata Kuliah Pengadaan Tanah, (Jakarta : 2002), hal. 1.
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rakyat Indonesia terpenuhi apabila kebutuhan primer rakyat Indonesia terhadap 

tanah dapat terpenuhi.

Adapun kebutuhan rakyat Indonesia yang Primer adalah:15

a. Penyediaan tanah untuk perumahan (WISMA).

b. Penyediaan tanah untuk kegiatan usaha (KARYA), baik dikota maupun 

didesa, baik yang dipergunakan pemerintah maupun swasta.

c. Penyediaan tanah untuk sarana perhubungan (MARGA).

d. Penyediaan tanah untuk sarana rekreasi (SUKA).

e. Penyediaan tanah untuk pertahanan dan keamanan, Kegiatan keagamaan, 

Pendidikan, Kesenian, Kebudayaan, Ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya 

(PENYEMPURNA).

Pendapat Sunaryo Basuki, Pengadaan tanah adalah menguasai dan 

menggunakan tanah yang dilandasi salah satu hak atas tanah tersebut merupakan 

apa yang disebut penguasaan dan pengunaan tanah yang legal yang dilindungi 

oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik dari pihak warga 

masyarakat, maupun dari pihak penguasa sekalipun, oleh karena itu jika 

diperlukan tanah yang telah dikuasai secara legal oleh suatu pihak, baik bidang 

tanah tersebut hanya dapat diperoleh dengan persetujuan pemegang haknya 

(secara musyawarah), baik dengan cara pemindahan hak ataupun pembebasan 

tanah.16 Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan 

apapun haru& ada landasan yuridis/ landasan haknya, dengan demikian akan 

tercipta suatu hubungan hukum yang konkrit antara pemegang hak atas tanah 

yaitu pemilik tanah dengan tanah yang dikuasainya.

15 Ibid. hal. 1-2.
16 Sunaryo Basuki, Diktat Tata Cara Memperoleh Tanah, (Jakarta :2001), hal.l.
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2.1.2 Asas-Asas Umum Dan Dasar Hukum Pengadaan Tanah
Asas-asas dasar hukum agraria dewasa ini tersebar dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 dan UUPA. Asas-asas tersebut akan tetap mendasari Hukum Tanah 
Nasional (yang selanjutnya disingkat HTN), yaitu :17

1. Asas religiositas yang memperhatikan unsur-unsur yang berdasar pada 

hukum agama (konsiderans berpendapat, Pasal 1 dan 49 UUPA);

2. Asas kebangsaan, yang mendahulukan kepentingan nasional, dengan 

memberi kesempatan kepada pihak asing menguasai dan menggunakan 

tanah untuk keperluan usahanya, yang bermanfaat bagi kemajuan dan 

kemakmuran bangsa dan Negara (Pasal 9,20 dan 55 UUPA);

3. Asas demokrasi, dengan tidak mengadakan perbedaan antar gender, suku, 

agama dan wilayah (Pasal 4 dan 9 UUPA);

4. Asas Pemerataan, pembatasan dan keadilan dalam penguasaan dan 

pemanfaatan tanah yang tersedia (Pasal 7,11 dan 17 UUPA);

5. Asas kebersamaan dan kemitraan dalam penguasaan dan penggunaan 

tanah dengan memberdayakan golongan ekonomi lemah, terutama para 

petani (Pasal 11 dan 12 UUPA);

6. Asas kepastian hukum dan keterbukaan dalam penguasaan dan 

penggunaan tanah serta perlindungan hukum bagi golongan ekonomi 

lemah, terutama para petani (Pasal 11,13 dan 19 UUPA);

7. Asas penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya alam yang 

strategis secara, berencana, optimal, efisien, dan berkelanjutan, dalam 

rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama dengan 

menjaga kelestarian dan lingkungannya (Pasal 13 dan 14 UUPA);

17 Ibid. hal. 34-35.
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8. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penyelesaian masalah-

masalah pertanahan sesuai dengan sila kedua Pancasila.

Adapun Asas-asas yang berlaku mengenai penguasaan tanah dan 
perlindungan hukum yang diberikan oleh HTN kita kepada para pemegang hak 
atas tanah adalah:18

1. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk 
keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh 
HTN;

2. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya 
(“ILLEGAL”), tidak dibenarkan bahkan diancam dengan sanksi pidana 
(UU 51 Prp 1960);

3. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang dilandaskan hak yang 
disediakan oleh HTN, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari 
pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak 
penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya;

4. bahwa oleh hukum disediakan berbagai sarana hukum untuk 
menanggulangi gangguan yang ada:

a. gangguan oleh sesama anggota masyarakat: Gugatan perdata 
melalui pengadilan negeri atau meminta perlindungan hukum 
kepada Bupati/ Walikotamadya menurut UU 51 Prp 1960 diatas;

b. gangguan oleh penguasa: Gugatan melalui pengadilan umum atau 
Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk 
keperluan apapun (juga untuk proyek-proyek kepentingan umum) 
perolehan tanah yang dihaki seseorang, harus melalui musyawarah untuk 
mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak 
yang memerlukan maupun mengenai imbalannya yang merupakan hak 
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya;

6. bahwa sehubungan dengan apa yang tersebut diatas, dalam keadaan biasa 
untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya

18 Boedi Harsono, Op.Cit. hal. 345.

i
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paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pemegang 
haknya untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima 
imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga 
penawar pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi pada Pengadilan 
Negeri, seperti yang diatur dalam Pasal 1404 KUHPdt;

7. bahwa dalam keadaan memaksa, jika tanah yang bersangkutan diperlukan 
untuk menyelenggarakan kepentingan umum, dan tidak mungkin 
menggunakan tanah yang lain, sedangkan musyawarah yang diadakan 
tidak berhasil memperoleh kesepakatan, dapat dilakukan pengambilan 
secara paksa, dalam arti tidak memerlukan persetujuan pemegang haknya, 
dengan menggunakan acara pencabutan hak, yang diatur dalam UU 
20/1961;

8. bahwa dalam perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar 
kesepakatan bersama maupun melalui pencabutan hak, pemegang haknya 
berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian, yang bukan hanya 
meliputi tanahnya, bangunan dan tanaman milik pemegang hak, melainkan 
juga kerugian-kerugian lain yang dideritanya sebagai akibat penyerahan 
tanah yang bersangkutan;

9. bahwa bentuk dan jumlah imbalan atau ganti kerugian tersebut, juga jika 
tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum dan dilakukan pencabutan 
hak, haruslah sedemikian rupa sehingga bekas pemegang haknya tidak 
mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun tingkat 

ekonominya.
Dalam rangkaian kegiatan Pengadaan Tanah, dilakukan berdasarkan 

peraturan yang berlaku. Pada Tanggal 17 Juni 1993 diterbitkan Keputusan 
Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang “Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 
1993 ini telah dicabut namun tata cara pelaksanaannya masih berlaku dan diganti 
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 2005 yang 
mengatur mengenai “Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum”, menimbang:
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1. bahwa dengan meningkatnya pembangunan untuk kepentingan umum 
yang memerlukan tanah maka pengadaannya perlu dilakukan secara tepat 
dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan 
terhadap hak-hak yang sah atas tanah;

2. bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum sebagimana telah ditetapkan dengan keputusan 
Presiden nomor 55 tahun 1993 sudah tidak sesuai sebagai landasan hukum 
dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pengertian pengadaan tanah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa:

“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara

memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah,

bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan

pencabutan hak atas tanah”.

Prosedur yang harus ditempuh dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 disebutkan bahwa Pengadaan Tanah 
bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau 
pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara:

1. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau
2. Pencabutan hak atas tanah.

Persoalan mengenai kepentingan umum secara konsepsional memang sulit

sekali untuk dirumuskan dan lebih-lebih kalau kita lihat secara operasional. 

Dalam rangka pengambilan tanah masyarakat penegasan tentang kepentingan 

umum yang akan menjadi dasar dan kriterianya perlu ditentukan secara tegas
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sehingga pengambilan tanah-tanah dimaksud benar-benar sesuai dengan landasan 

hukum yang berlaku.19

2.13 Tata Cara Perolehan Tanah Untuk Pembangunan
Berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang nomor 16 tahun 1985 Tentang 

Rumah Susun, rumah susun hanya dapat dibangun diatas tanah yang berstatus 
Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara atau Hak 
Pengelolaan. Apabila tanah yang digunakan berstatus Hak Milik maka 
penyelenggara pembangunan wajib menyelesaikan Hak Guna Bangunan diatas 
Hak Milik yang bersangkutan sebelum menjual satuan - satuan rumah susun yang 
dibangunnya dalam rangka melindungi konsumen.

Jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan menginginkan 
seseorang menguasai tanah secara aman dan mantap, penguasaan yang mantap 

ditinjau dari aspek waktu/ lamanya seseorang dapat mempunyai/ menguasai 
tanahnya dan isi kewenangan dari hak atas tanah tersebut sedangkan penguasaan 
secara aman dimana berarti bebas/ dilindungi dari/ terhadap gangguan - gangguan 
ada upaya untuk menanggulanginya. Gangguan-gangguan tersebut dapat berasal 
dari sesama masyarakat yang menguasai tanah secara ilegal dan para penguasa 
pembangunan.

Dalam rangka melindungi hak-hak rakyat dari penguasa, bersumber dari 
UUPA telah dibuat perangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang 
bagaimana penguasa dapat menguasai tanah yang diperlukannya apabila tanah 
tersebut dikuasai rakyat. Ketentuan-ketentuan itu adalah ketentuan-ketentuan 
tentang pembebasan hak atas tanah atau yang lebih dikenal dengan pembebasan 
tanah dan ketentuan-ketentuan tentang pencabutan hak yang diatur dalam 
Undang-Undang nomor 20 tahun 1961 berdasarkan Pasal 18 UUPA. Pada asasnya 
apabila penguasa ataupun pengusaha memerlukan tanah untuk keperluan apapun 
maka cara untuk memperoleh tanah yang diperlukan harus melalui jalan

19 H. Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah. Pembebasan Tanah dan 
Pftnprariaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia (Edisi 
Revisi). (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 123.
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musywarah antara pihak yang memerlukan tanah hingga dicapai suatu kata 
sepakat antara kedua belah pihak.

Di dalam pengadaan tanah untuk keperluan usaha dan keperluan pribadi
n  i

terlebih dahulu harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut:
1. Proyeknya

Apa yang akan dibangun diatas sebidang tanah dalam hal ini perlu dibedakan 

proyek untuk kepentingan:

a. Pribadi calon pemegang hak yang bersangkutan.

b. Kegiatan usaha/ bisnis

c. Pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak mencari keuntungan 

sebagaimana yang ditetapkan dalam Keppres nomor 55 tahun 1993.

2. Lokasinya

Dalam rangka penetapan lokasi untuk pembangunan perumahan untuk 

kepentingan pribadi dan rumah tinggal harus memperhatikan peruntukkan dan 

penggunaan tanahnya di daerah tersebut, juga kesesuaiannya dengan Rencana 

Tata Ruang Kota daerah setempat. Rencana Tata Ruang Kota berkaitan dengan 

Rencana Tata Guna Tanah, dasar hukum Rencana Tata Guna Tanah terdapat 

dalam:

a. Undang - Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960:

1). Pasal 2 ayat 1,2,3 UUPA;

2). Pasal 13 ayat 1 UUPA;

3). Pasal 14 ayat 1 UUPA;

4). Pasal 15 UUPA.

20 Arie S. Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan 
Karangan! (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999), hal. 95-96.
21 Sunaryo Basuki, o p .c ithal.5-6.

L
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b. Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Yang dimaksud dengan Tata Guna Tanah ialah rangkaian kegiatan-kegiatan 

penataan, peruntukkan, penggunaan dan penyediaan tanah secara berencana dan 

teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Negara. Pembangunan 

perumahan untuk kepentingan usaha dan bisnis harus diperlukan izin untuk 

pelaksanaan pembangunan, dimana untuk pembangunan perumahan didaerah luar 

DKI Jakarta sebelum mengajukan permohonan izin hak diajukan kepada Kepala 

Kantor Pertanahan setempat, terlebih dahulu dimohonkan Izin Prinsip kepada 

Pemerintah Daerah setempat atau Izin Prinsip diberikan oleh Bupati/ Walikota.

3. Status tanah yang tersedia

a. Tanah Negara

1). Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

2). Belum pernah sama sekali dikuasai oleh pemegang hak.

3). Tanah garap atau tanah yang dikuasai bukan oleh pemegang haknya tapi 

adanya suatu peijanjian.

4). Berasal dari tanah hak yang sudah dibebaskan namun belum diajukan 

permohonan hak baru.

Dengan berkembangnya Hukum Tanah Nasional lingkup pengertian tanah-tanah 

yang di dalam UUPA disebut dengan tanah Negara juga mengalami 

perkembangan. Semula pengertiannya mencakup semua tanah yang dikuasai oleh 

Negara, diluar apa yang disebut tanah-tanah hak dan apa yang telah disebutkan
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diatas. Sekarang ini ditinjau dari segi kewenangan penguasaannya, ada 

kecenderungan untuk lebih memperinci status tanah-tanah negara itu, menjadi:22

1) Tanah-tanah Wakaf, yaitu tanah-tanah Hak Milik yang sudah

diwakafkan.

2) Tanah-tanah Hak Pengelolaan, yaitu tanah-tanah yang dikuasai dengan 

Hak Pengelolaan, yang merupakan pelimpahan pelaksanaan sebagian 

kewenangan Hak Menguasai dari Negara kepada pemegang haknya.

3) Tanah-tanah Hak Ulayat, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh

masyarakat-masyarakat hukum adat teritorial dengan Hak Ulayat.

4) Tanah-tanah Kaum, yaitu tanah bersama masyarakat-masyarakat

hukum adat genealogis.

5) Tanah-tanah kawasan hutan yang dikuasai oleh Departemen

Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Pokok Kehutanan. Hak 

penguasaan ini hakekatnya juga merupakan pelimpahan sebagian 

kewenangan Hak Menguasai dari Negara.

b. Tanah Hak, adalah tanah yang sudah dihaki dengan salah satu hak atas 

tanah. Tanah Hak dibagi menjadi:

1) Tanah Hak Primer, jenis-jenis tanah haknya berupa: Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai.

2) Tanah Hak Sekunder, jenis-jenis tanah haknya berupa: Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Gadai 

atas Tanah, Hak Menumpang.

Berdasarkan uraian hak-hak atas tanah diatas, diadakan pengelompokkan 
hak-hak atas tanah dalam 2 kelompok yaitu:

22 Boedi Harsono, o p .c ithal. 274-275.
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1. Hak-hak atas tanah yang primer adalah hak-hak atas tanah yang diberikan oleh 
negara. Hak-hak atas tanah primer meliputi:

A. Hak Milik
a) Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah.
b) Subyek pemegang hak
1. Warga Negara Indonesia (tanpa membedakan asal keturunan).
2. Badan-badan hukum yang ditunjuk khusus oleh pemerintah, yaitu:

a. Bank-bank Negara;
b. Koperasi Pertanian;
c. Badan Keagamaan;
d. Badan-badan Sosial.

c) Peruntukannya
Memenuhi keperluan pribadi pemegang haknya.
d) Jangka waktunya 
Tidak terbatas.
e) Kewenangan Subyek Pemegang Hak, yaitu:
1. Menggunakan tanah Hak Miliknya untuk memenuhi keperluan 

pribadinya.

2. Tanah Hak Milik juga dapat dialihkan kepada pihak lain, melalui 
perbuatan hukum jual beli, tukar menukar, hibah, dan hibah wasiat.

3. Pemegang tanah Hak Milik juga dapat menyewakan tanah Hak 
Miliknya kepada orang lain dengan dibebani Hak Sewa.

4. Tanah Hak Milik dapat dijadikan jaminan kredit dengan dibebani Hak 
Tanggungan.

5. Tanah Hak Milik dapat diwariskan kepada ahli warisnya.
6. Tanah Hak Milik dapat diwakafkan

f) Hak Milik hapus bila:
1. Tanahnya jatuh pada Negara:
a. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA.
b. Karena penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya.

c. Karena ditelantarkan.
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d. Karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.
2. Tanahnya musnah.

B. Hak Guna Usaha23
a) Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara.
b) Subyek Pemegang Haknya
1. Warga Negara Indonesia;
2. Badan Hukum Indonesia ( Perseroan Terbatas, Koperasi).
c) Peruntukannya
Pengembangan perusahan pertanian dalam arti luas (perkebunan, 
perikanan dan peternakan).
d) Jangka Waktunya
1. Untuk mengembangkan tanaman biasa, jangka waktunya 25 tahun dan 

dapat diperpanjang lagi 25 tahun.
2. Untuk mengembangkan tanaman keras, jangka waktunya 35 tahun dan 

dapat diperpanjang lagi 25 tahun.
e) Kewenangan Subyek Pemegang Haknya
1. Mempunyai kewenangan untuk menggunakan sendiri tanahnya.
2. Tanahnya dapat dipindahkan pula kepada pihak lain melalui perbuatan 

hukum jual beli, tukar menukar, hibah, ataupun hibah wasiat.
3. Pemegang tanah Hak Guna Usaha dapat menjadikan tanah Hak Guna 

Usahanya sebagai jaminan kredit dengan dibebani Hak Tanggungan.
4. Tanah Hak Guna Usaha dapat diwariskan kepada ahli warisnya.
f) Hak Guna Usaha hapus bila:
1. J angka waktunya berakhir;
2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat 

tidak dipenuhi;
3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
4. Dicabut untuk kepentingan umum;
5. Ditelantarkan;
6. Tanahnya musnah;

23 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 20.
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7. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2.
C. Hak Guna Bangunan

a) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri.

b) Subyek Pemegang Haknya
1. Warga Negara Indonesia.
2. Badan Hukum Indonesia.
c) Peruntukkannya
Dapat digunakan untuk membangun rumah tinggal, akan tetapi sebagian 
besar digunakan sebagai sarana kegiatan bisnis.
d) Jangka Waktunya
Jangka Waktu HGB adalah 30 tahun dan diperpanjang 20 tahun.
e) Kewenangan Subyek Pemegang Haknya
1. Pemegang tanah HGB mempunyai kewenangan untuk menggunakan 

sendiri tanahnya.

2. Tanah HGB dapat dipindahkan pula kepada pihak lain melalui 
perbuatan hukum jual beli, tukar menukar, hibah, dan hibah wasiat.

3. Pemegang tanah HGB dapat menjadikan tanahnya sebagai jaminan 
kredit dengan dibebani Hak Tanggungan.

4. Tanah HGB dapat diwariskan kepada ahli warisnya.
0  Hak Guna Bangunan hapus bila:
1. Jangka waktunya berakhir.
2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat 

tidak dipenuhi.
3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.
4. Dicabut untuk kepentingan umum.

5. Ditelantarkan.
6. Tanahnya musnah.
7. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2 UUPA.

24 Ibid, Pasal 35-40.
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D. Hak Pakai25
a) Hak Pakai adalah hak yang memberikan kewenangan untuk 

menggunakan tanah kepunyaan pihak lain.
b) Subyek Pemegang Haknya
1. Warga Negara Indonesia.
2. Badan Hukum Indonesia.
3. Warga Negara Asing.
4. Badan Hukum Asing.
c) Peruntukkannya
Untuk membangun rumah tinggal, akan tetapi sebagian besar digunakan 
sebagai sarana kegiatan bisnis. Disamping itu tanah Hak Pakai 
diperuntukkan bagi kegiatan khusus, seperti pembangunan rumah ibadah, 
instansi pemerintah, departemen dan penyediaan sarana untuk kedutaan 
besar.
d) Jangka Waktunya
1. Tanah Hak pakai yang digunakan untuk keperluan khusus jangka 

waktunya selama diperlukan.
2. Untuk keperluan pribadi dan kegiatan usaha jangka waktunya 25 tahun 

dan dapat diperpanjang lagi 20 tahun.
e) Kewenangan Subyek Pemegang Haknya
1. Mempunyai kewenangan untuk menggunakan sendiri tanahnya.
2. Tanahnya daipat dipindahkan pula kepada pihak lain melalui perbuatan 

hukum jual beli, tukar menukar, hibah, ataupun hibah wasiat.
3. Pemegang tanah Hak Pakai dapat menjadikan tanah Hak Pakainya 

sebagai jaminan kredit dengan dibebani Hak Tanggungan.
4. Tanah Hak Pakai dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

2. Hak-hak atas tanah sekunder adalah yang bersumber pada hak pihak lain.
A. Hak Guna Bangunan yang sekunder;
B. Hak Pakai yang sekunder;
C. Hak Gadai;
D. Hak Usaha Bagi Hasil;

25 Ibid, Pasal 41-43,
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E. Hak Menumpang;

F. Hak Sewa.

4. Tata cara memperolehnya

Undang - Undang dan peraturan pelaksananya menyediakan berbagai cara untuk 

memperoleh tanah yang diperlukan. Tata cara memperoleh tanah tersebut dapat 

digunakan sesuai dengan status tanah yang tersedia dan dengan mengingat pula 

status calon pemegang haknya, karena status subyeknya menentukan pula tata 

cara memperoleh tanah yang dapat digunakan. Dalam rangka menggunakan tata 

cara memperoleh tanah perlu diperhatikan hal - hal yang disebut di bawah ini, 

mengingat penggunaan tata cara yang disediakan dalam Hukum Tanah Nasional 

tergantung pada:26

a. Status hukum tanah yang diperlukan.

b. Status hukum yang memerlukan atau calon penerima haknya.

c. Ada atau tidaknya kesediaan yang empunya tanah untuk menyerahkan 

tanah yang bersangkutan kepada pihak yang memerlukan.

d. Cara memperoleh tanah yang diperlukan wajib dilaksanakan dengan 

musyawarah secara langsung dengan pemegang haknya.

Berdasarkan kriteria tersebut, disusun sistem perolehan tanah baik untuk 

keperluan pribadi, usaha, ataupun kepentingan umum sebagai berikut:27

1. Jika tanah yang tersedia Tanah Negara, harus di tempuh cara permohonan hak 

baru. Permohonan hak, dapat digunakan apabila tanah yang tersedia berstatus 

tanah Negara, termasuk tanah yang berasal dari pembebasan atau pelepasan hak

26 Sunaryo Basuki, Hal.2.
27 Rangkuman Hasil Kebiiakan Pertanahan Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 
Di Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas 
Trisakti, 2002.
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untuk kepentingan pihak lain. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk 

memberikan hak atas tanah adalah:

a. Menteri Dalam Negeri atau Kepala Badan Pertanahan Nasional;

b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap Provinsi;

c. Kepala Kantor Pertanahan di tiap-tiap Kabupaten atau Kota.

Hak-hak atas tanah yang dapat diperoleh melalui permohonan hak adalah Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.

2. Jika tanah yang tersedia tanah hak:

(1). Jika ada persetujuan bersama serta kata sepakat mengenai penyerahan tanah 

yang bersangkutan berikut imbalannya:

a. ditempuh acara pemindahan hak, jika yang memerlukan tanah 

memenuhi syarat sebagai pemegang haknya. Tujuannya adalah 

memindahkan hak atas tanah kepada subyek pemegang hukumnya 

memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Pengertian pemindahan 

hak yang didahului perubahan hak adalah penetapan Pemerintah 

mengenai penegasan bahwa sebidang tanah awalnya dimiliki 

dengan sesuatu hak, atas permohonan pemegang haknya menjadi 

tanah Negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya 

dengan hak yang lain jenisnya dari semula.

b. Ditempuh acara pelepasan hak, diikuti pemberian hak baru yang 

sesuai, jika pihak yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat. 

Yang dimaksud dengan penyerahan atau pelepasan hak ini adalah 

kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas
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tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan pemberian imbalan 

yang layak atas dasar musyawarah.

(2). 3ika musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan, ditempuh acara 

pencabutan hak, jika tanah diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan umum 

dan tidak dapat digunakan tanah yang lain (diikuti dengan pemberian hak baru 

yang sesuai). Pasal 18 UUPA menyebutkan untuk kepentingan umum, termasuk 

kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas 

tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian dan menurut cara yang 

diatur dengan Undang-Undang. Sebagaimana ketentuan Pasal 18 UUPA maka 

diterbitkan Undang-Undang nomor 20 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 

nomor 288, Tambahan Lembaran Negara nomor 2324) tentang Pencabutan Hak.28 

Dalam melakukan Pencabutan Hak, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah29:

a. Wewenang untuk melakukan pencabutan hak atas tanah ada pada 

Presiden Republik Indonesia.

b. Acara Pencabutan Hak atas tanah hanya diperkenankan:

1) Benar-benar untuk kepentingan umum;

2) Proyeknya tidak dapat dipindahkan lokasinya;

3) Proyeknya semata-mata tidak mencari keuntungan.

Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum adalah “cara yang terakhir” 

untuk memperoleh tanah-tanah yang sangat diperlukan guna keperluan tertentu 

untuk kepentingan umum setelah berbagai cara lain melalui jalan musyawarah 

dengan yang empunya tanah menemui jalan buntu dan tidak membawa hasil

28 Boedi Harsono, Hukum agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, 
(Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 438.
29 Ali Achmad, Hukum Pertanahan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003), hal. 113.
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sebagaimana yang diharapkan sedang keperluan untuk penggunaan tanah 

dimaksud sangat mendesak sekali.

(3). Dimungkinkan pula, apabila tanah yang tersedia adalah tanah Hak Milik, 

membebaninya dengan hak-hak sekunder (Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, 

maupun Hak Sewa).

2.1.4 Penerapan Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 Tentang Rumah
Susun
Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Pemda DKI adalah 

penyediaan tanah dan peruntukannya baik untuk pembangunan, perumahan, 
perdagangan, jasa, fasilitas umum dan kebutuhan lainnya yang terus meningkat 
setiap tahunnya. Peningkatan kebutuhan akan tanah tersebut dihadapkan pada 
sempitnya tanah yang tersedia, sehingga hal ini perlu diantisipasi dengan 
pengendalian harga tanah dan pengawasan terhadap penggunaan lahan yang 
didasarkan pada kebijakan tanah kota. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, 
upaya yang diambil Pemda DKI Jakarta adalah dengan pemberian ijin Surat 
Persetujuan Pembebasan Tanah (SP3L) dan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan 

Tanah (SIPPT).31
Undang-undang perumahan dan pemukiman mendefinisikan rumah 

sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana 
pembinaan keluarga. Wujud dan bentuk sebuah rumah bukan menjadi masalah 
pokok, karena sebuah rumah dilihat dari fungsinya. Rumah dapat dibangun atas 
tanah sebagai satuan yang berdiri sendiri atau dibuat secara vertikal dan horizontal 
sesuai dengan bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, yang dapat 
dihuni dan dimiliki secara terpisah yaitu yang dikenal sebagai rumah susun.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 Tentang 
Rumah Susun, yang dimaksud dengan “Rumah Susun” adalah bangunan gedung 
bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-

30 H. Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah. Pembebasan Tanah dan 
Pengadaan Tanah Basi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia (Edisi 
RevisiV (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 75.
31 Arie S. Hutaealune. Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan 
Karanganl (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999), hal. 150.
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bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan vertikal 

dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan dihuni 

secara terpisah, terutama bentuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian 

bersama, benda bersama dan tanah bersama. Menurut Undang-undang Rumah 

Susun istilah “Rumah Susun” memberikan pengertian hukum bahwa bangunan 

gedung bertingkat mengandung sistem pemilikan perorangan dan hak bersama 

baik untuk hunian maupun bukan hunian, secara mandiri atau terpadu sehingga 

satu kesatuan sistem pembangunan.

Dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 

1988 tentang Rumah Susun menentukan mengenai lokasi yang perlu diperhatikan 

untuk pembangunan bagi Rumah Susun:32

1. Rumah susun harus dibangun dilokasi yang sesuai dengan peruntukan dan

keserasian lingkungan dengan memperhatikan rencana tata ruang dan tata 

guna tanah yang ada.

2. Rumah susun harus dibangun pada lokasi yang memungkinkan 

berfungsinya dengan baik saluran-saluran pembuangan dalam lingkungan 

ke sistem jaringan pembuangan air hujan dan jaringan air limbah kota.

3. Lokasi rumah susun harus mudah dicapai angkutan yang diperlukan baik 

langsung maupun tidak langsung pada waktu pembangunan maupun 

penghunian serta perkembangan dimasa mendatang, dengan 

memperhatikan keamanan, ketertiban dan gangguan pada lokasi 

sekitarnya.

4. Lokasi rumah susun harus dijangkau oleh pelayanan jaringan air bersih 

dan listrik.

5. Dalam hal lokasi rumah susun belum dapat dijangkau oleh pelayanan 

jaringan air bersih dan listrik, penyelenggara pembangunan wajib

32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun, Pasal
22 Ayat 1 -5.
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menyediakan secara tersendiri sarana air bersih dan listrik sesuai dengan 

tingkat keperluannya, dan dikelola berdasarkan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku.

Penyelenggara pembangunan rumah susun berdasarkan Peraturan Menteri 
Negara Agraria nomor 2 tahun 1999 mengajukan permohonan untuk 
menggunakan lokasi tanah yang dipilihnya kepada pemerintah daerah setempat. 
Jika permohonan tersebut disetujui maka penyelenggara pembangunan rumah 
susun dapat melakukan serangkaian kegiatan pengadaan tanah untuk mendapatkan 
tanah tersebut, jika tanah tersebut bukan milik penyelenggara pembangunan 
rumah susun.

Kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan oleh penyelenggara 
pembangunan rumah susun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan 
Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 dilakukan dengan cara jual 
beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara suka rela oleh pihak - 
pihak yang bersangkutan dalam hal ini antara pihak penyelenggara pembangunan 
rumah susun dengan pemilik tanah yang tanahnya hendak dijadikan lokasi untuk 
pembangunan rumah susun.

2.2 Pembahasan Pokok Permasalahan
2.2.1 Bagaimana cara PT. X memperoleh tanah untuk pembangunan 

Apartemen Semanan Indah, apakah sesuai dengan asas-asas umum 
pengadaan tanah?

Pembangunan Apartemen Semanan Indah mulai dilaksanakan sejak tahun 
2003 sampai sekarang, oleh PT. X selaku penyelenggara pembangunan 
Apartemen, dimana PT. X telah mendapatkan bidang tanah yang dipakai untuk 
pembangunan Apartemen Semanan Indah, maka pelaksanaan pengadaan tanah 
terhadap bidang tanah tersebut dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan isi dalam 
Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005, 
tentang pengadaan tanah menyebutkan bahwa “Pengadaan tanah adalah setiap 
kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada
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yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda 
yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah”.

Status tanah yang tersedia untuk pembangunan Apartemen Semanan Indah 
adalah tanah Hak Milik dengan luas tanah tersebut adalah 4.290 m2. Cara yang 
harus ditempuh oleh Badan Hukum yaitu PT. X selaku penyelenggara 
pembangunan Apartemen Semanan Indah untuk mendapatkan tanah yang 
diperlukan adalah dengan cara pembebasan hak karena PT. X adalah Badan 
Hukum, yang tidak memenuhi syarat menjadi subyek Hak Milik. Selaku Badan 
Hukum, PT. X hanya diperbolehkan mendapatkan tanah dengan status tanah Hak 
Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai.

Pengertian pembebasan hak/ pelepasan hak itu sendiri adalah setiap 
perbuatan untuk melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah 
haknya dengan disertai pemberian ganti kerugian yang disepakati bersama atas 
dasar musyawarah secara langsung antara PT dengan pemilik tanahnya mengenai 
berapa besarnya ganti kerugian atas bidang tanah berikut dengan bangunan/ 
tanaman dan benda-benda lain yang melengkapinya. Apabila besarnya ganti 
kerugian sudah disepakati, maka pemilik tanah bersedia untuk mengosongkan 
tanahnya. Dengan demikian pembebasan hak atau pelepasan hak pada dasarnya 
merupakan suatu perjanjian atau perikatan, oleh karenanya termasuk perbuatan 
hukum seperti halnya Jual Beli. Besarnya ganti kerugian pada pembebasan hak 
atau pelepasan hak pada hakekatnya sama besarnya dengan harga bidang tanah 
Hak Milik, jika dijual pada pihak lain. Apabila kegiatan memperoleh tanah datang 
dari pihak yang memerlukan tanah, disebut dengan pembebasan hak atau 
pembebasan tanah.

Dalam rangkaian pengadaan tanah untuk pembangunan Apartemen 
Semanan Indah juga mengalami hambatan, yaitu: pemilik hak atas tanahnya tidak 
bersedia melepaskan tanahnya dengan ganti rugi yang diberikan oleh PT. X. 
Kesediaan pemilik hak atas tanah untuk melepaskan haknya atas tanah tersebut 
merupakan salah satu faktor penting dalam hal penyediaan untuk melaksanakan 
pembangunan Apartemen Semanan Indah, maka PT. X melakukan musyawarah 
untuk menyelesaikan permasalahannya. Dalam menetapkan bentuk dan besarnya 
ganti rugi, PT. X melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh kedua belah pihak
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yaitu antara PT. X dengan pemegang hak atas tanah. Didalam melaksanakan 
musyawarah tersebut PT. X memberikan penjelasan kepada pemegang hak atas 
tanah tentang rencana pembangunan Apartemen Semanan Indah yang akan 
dilaksanakan serta tata cara jalannya musyawarah, dimana dalam hal ini pemilik 
hak atas tanah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keinginannya 
mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, agar mendapatkan hasil yang dapat 
disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila musyawarah dapat menghasilkan 
kesepakatan harga, maka PT. X mengeluarkan keputusan tentang bentuk dan 
besarnya ganti kerugian, namun PT. X mengalami hambatan mengenai harga yang 
disepakati, hal ini dikarenakan harga atas tanah yang diminta oleh pemilik hak 
atas tanah diatas harga yang diberikan oleh PT. X dan pemilik tanah 
mempertahankan tanahnya dengan tujuan dapat menjual tanahnya dengan harga 
yang lebih tinggi. Apabila pemilik hak atas tanah tetap bertahan dengan harga 
yang diinginkan, maka PT. X tidak akan memaksa untuk membebaskan tanah 
tersebut, karena pembebasan tanah dilakukan secara musyawarah, tanpa ada 
paksaan/ tekanan dari pihak manapun.33

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005, 
Pasal 15 Ayat 1 “Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas:

a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenamya dengan 
memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga/ Tim 
Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;

b. Nilai Jual Bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang 
bertanggung jawab dibidang bangunan;

c. Nilai Jual Tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung 
jawab dibidang pertanian.”

Dalam pemberian ganti rugi terhadap tanah yang dibebaskan, PT. X mengacu 
kepada hasil kelayakan harga dasar, harga pasar, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) 
pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian harga tanah sangat menentukan 
kelancaran pengadaan tanah untuk pembangunan Apartemen Semanan Indah.

Sebelum tanah yang dikuasai oleh PT. X. Tanah yang tersedia adalah 
tanah Hak Milik, untuk tanah Hak Milik tersebut PT. X memperoleh tanah

33 Diar, Wawancara dengan penulis, Apartemen Semanan Indah, Jakarta, 27 Mei 2008
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melalui pembebasan hak/pelepasan hak seperti yang telah diuraikan sebelumnya 
dan dengan pemberian ganti rugi yang ditetapkan secara musyawarah antara 
pemilik tanah dengan pelaksana pembangunan Apartemen yaitu PT. X, Kemudian 
pemilik tanah membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH), lalu PT. X agar 
dapat menguasai tanah tersebut secara legal maka mengajukan permohonan hak 
baru sesuai dengan keperluannya yaitu Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 
30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, untuk kemudian dapat diperbaharui 
haknya. Permohonan Hak Guna Bangunan tersebut diajukan oleh PT.X kepada 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta. Setelah melaksanakan 
pembebasan tanah dengan telah menguasai minimal 25 persen dari keseluruhan 
tanah yang akan dibebaskan, maka PT. X melakukan permohonan Surat Ijin 
Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) kepada Gubernur Kepala Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. Pada tanggal 24-9-1982 oleh Gubernur Kepala Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta diterbitkan Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah 
No. 6700/1X71982 seluas 4.290 m2 yang terletak di Komplek Semanan Indah 
Blok A, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. Permohonan pengesahan Rencana Tapak /Site plan 
proyek pembangunan Apartemen Semanan Indah, PT. X telah disahkan oleh 
Bappeda Daerah Tingkat II, Jakarta Barat atas nama Walikota Madya Jakarta 
Barat.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan kepada PT. X berdasarkan 
Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. Penerbitan IMB ini, dengan telah memenuhi syarat adanya kelengkapan 
surat-surat sebagai berikut: Keterangan Rencana Tapak, Sertifikat HGB No. 4490- 
4491/HGB/Duri Kosambi dan Sertifikat HGB No. 4784/HGB/Duri* Kosambi, 
Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta/ Surat Ijin 
Penunjukkan Penggunaan Tanah (SBPPT), serta IMB.

Penerapan antara asas-asas umum yang berlaku mengenai penguasaan 
tanah dan perlindungan hukum yang diberikan oleh HTN dengan cara PT. X 
memperoleh tanah untuk pembangunan Apartemen Semanan Indah:

1. Asas bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk 

keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh HTN;
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Dalam hal ini tanah tempat berdirinya Apartemen Semanan Indah semula adalah 

Hak Milik. Namun berdasarkan HTN, Hak Milik hanya dapat dimiliki oleh Warga 

Negara Indonesia dan Badan-badan hukum yang ditunjuk khusus oleh 

pemerintah, maka berdasarkan hal tersebut PT. X mengalihkan hak-hak atas tanah 

tersebut, semula berstatus tanah Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan, karena 

Hak Guna Bangunan dapat dimiliki oleh PT. X.

2. Asas bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya 

(“ILLEGAL”), tidak dibenarkan bahkan diancam dengan sanksi pidana (UU 51 

Prp 1960);

Karena penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan hak yang sesuai 

dengan subyeknya tidak dibenarkan bahkan diancam dengan sanksi pidana, oleh 

karenanya PT. X mengubah status hak atas tanahnya dari Hak Milik menjadi Hak 

Guna Bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Asas bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang dilandaskan hak yang 

disediakan oleh HTN, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak 

manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa 

sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya;

Karena penguasan dan penggunaan tanah oleh PT. X telah sesuai dengan landasan 

hak yang disediakan oleh HTN, oleh karenanya penguasaan tanah oleh PT. X 

dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun baik oleh sesama 

anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa sekalipun, selama gangguan 

tersebut tidak ada landasan hukumnya.

4. Asas bahwa oleh hukum disediakan berbagai sarana hukum untuk 

menanggulangi gangguan yang ada:
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a. gangguan oleh sesama anggota masyarakat: Gugatan perdata melalui 

pengadilan negeri atau meminta perlindungan hukum kepada Bupati/ 

Walikotamadya menurut UU 51 Prp 1960 diatas;

b. gangguan oleh penguasa: Gugatan melalui pengadilan umum atau Pengadilan 

Tata Usaha Negara;

Dalam hal ini PT. X, mengenai gangguan yang ada dalam asas pengadaan tanah, 

dimana:

a. gangguan oleh sesama masyarakat belum pemah diterima oleh PT. X maka PT. 

X tidak perlu melakukan Gugatan perdata melalui pengadilan negeri atau meminta 

perlindungan hukum kepada Bupati/ Walikotamadya.

b. karena PT. X belum pemah mendapatkan gugatan oleh penguasa, maka PT. X 

tidak perlu menggunakan sarana hukum melalui pengadilan umum atau 

Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Asas bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk 

keperluan apapun (juga untuk proyek-proyek kepentingan umum) perolehan tanah 

yang dihaki seseorang, harus melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, 

baik mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun 

mengenai imbalannya yang merupakan hak pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan untuk menerimanya;

Karena PT. X memperoleh tanah dalam keadaan biasa, maka perolehan tanah 

tersebut didapatkan sudah melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, baik 

mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun 

mengenai imbalannya yang merupakan hak pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan untuk menerimanya, yang mana telah sesuai dengan asas yang ada.
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6. Asas bahwa sehubungan dengan apa yang tersebut diatas, dalam keadaan biasa 

untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam 

bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pemegang haknya untuk 

menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima imbalan yang tidak 

disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga penawar pembayaran yang 

diikuti dengan konsinyasi pada Pengadilan Negeri, seperti yang diatur dalam 

Pasal 1404 KUHPdt;

Karena PT. X telah mengadakan musyawarah mufakat mengenai penyerahan 

tanahnya maupun imbalan ganti kerugian, maka tidak perlu adanya lembaga 

penawar.

7. Asas bahwa dalam keadaan memaksa, jika tanah yang bersangkutan diperlukan 

untuk menyelenggarakan kepentingan umum, dan tidak mungkin menggunakan 

tanah yang lain, sedangkan musyawarah yang diadakan tidak berhasil 

memperoleh kesepakatan, dapat dilakukan pengambilan secara paksa, dalam arti 

tidak memerlukan persetujuan pemegang haknya, dengan menggunakan acara 

pencabutan hak, yang diatur dalam UU 20/1961;

Karena tujuan PT. X tersebut mendirikan Apartemen Semanan Indah bukanlah 

untuk kepentingan umum maka asas ini tidak perlu dipakai.

8. Asas bahwa dalam perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar 

kesepakatan bersama maupun melalui pencabutan hak, pemegang haknya berhak 

memperoleh imbalan atau ganti kerugian, yang bukan hanya meliputi tanahnya, 

bangunan dan tanaman milik pemegang hak, melainkan juga kerugian-kerugian 

lain yang dideritanya sebagai akibat penyerahan tanah yang bersangkutan;
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Bahwa PT. X dalam hal perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar 

kesepakatan bersama pemegang hak sebelumnya sudah memperoleh imbalan atau 

ganti kerugian yang bukan hanya meliputi tanahnya, bangunan dan tanaman milik 

pemegang hak, melainkan juga kerugian-kerugian lain yang dideritanya sebagai 

akibat penyerahan tanah yang, bersangkutan.

9. Asas bahwa bentuk dan jumlah imbalan atau ganti kerugian tersebut, juga jika 

tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum dan dilakukan pencabutan hak, 

haruslah sedemikian rupa sehingga bekas pemegang haknya tidak mengalami 

kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun tingkat ekonominya;

Bahwa bentuk dan jumlah imbalan atau ganti kerugian yang diberikan oleh PT. X 

kepada pemegang hak atas tanah sebelumnya telah sesuai dengan kesepakatan 

para pihak, dimana harga tanah per meternya bervariasi antara Rp. 500.000 / m2 

sampai dengan Rp. 800.000 / m2 dan harga ini sesuai dengan nilai jual obyek 

pajak pada saat itu.

2 . 2 . 2  C a r a  p e m b a n g u n a n  d a n  p e m i l i k a n  s a t u a n  r u m a h  s u s u n  m e n u r u t

U n d a n g - U n d a n g  n o m o r  1 6  t a h u n  1 9 8 5 ?

Setelah memperoleh Hak Guna Bangunan kemudian PT. X memulai 

kegiatan pembangunan Apartemen Semanan Indah dengan melakukan 

pematangan areal tanah, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Diperlukan 

grading, yaitu kegiatan membentuk permukaan tanah sehingga hasilnya sesuai 

dengan yang dibutuhkan atau direncanakan berdasarkan site plan dan pemasangan 

bouw plan serta melengkapi ijin-ijin yang diperlukan yang harus dipunyai PT. X 

untuk melakukan kegiatan membangun Apartemen.

Pengertian Apartemen dalam hal ini Rumah Susun menurut Undang- 

Undang nomor 16 tahun 1985, yang dimaksud Rumah Susun adalah bangunan 

gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam 

bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal
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maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki 
dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi 
dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Maksud dari bagian 
bersama, benda bersama, dan tanah bersama yaitu:

1. “Bagian bersama” adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak 
terpisah untuk pemakaian bersama dalam satu kesatuan fungsi dengan satuan 
rumah susun seperti: ruang umum, tuang tangga, lift, pondasi, balok, dinding, 
lantai, atap, tangga, saluran-saluran, pipa-pipa, jaringan listrik, telekomunikasi, 
dan ruang air condition (Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 16 tahun 1985).
2. “Benda bersama” adalah benda-benda yang bukan merupakan bagian rumah 
susun tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama 
(jika ada) seperti: tanaman, bangunan, pertamanan, bangunan sarana sosial, 
tempat ibadah termasuk tempat parkir (Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang nomor 16 
tahun 1985).
3. “Tanah bersama” adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak 
bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan 
batasnya dalam persyaratan ijin bangunan (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor
16 tahun 1985).

Dalam membangun suatu Rumah Susun, terdapat 2 macam syarat yang 
harus dipenuhi, yaitu persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Kedua 
persyaratan itu tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 
juncto Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1988 Tentang Rumah Susun.

Membangun rumah susun diperlukan persyaratan teknis dan administratif 
yang berbeda dari perumahan biasa, hal ini disebabkan karena Rumah Susun 
merupakan gedung bertingkat yang akan dihuni banyak orang, sehingga perlu 
dijamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan didalam rumah susun tersebut 
Persyaratan teknis tersebut berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang nomor 16 tahun

j
I  1985 Tentang Rumah Susun, mengatur mengenai :

| 1. Ruang;
| 2. Struktur, kompenen dan bahan bangunan;

3. kelengkapan rumah susun;
4. Satuan rumah susun;

i
i
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5. Bagian dan benda bersama;
6. Kepadatan dan tata letak bangunan;
7. Prasarana dan fasilitas umum.

Dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1988 Tentang Rumah 
Susun, ditetapkan bahwa ketentuan teknis tersebut diatur oleh Menteri Pekerjaan 
Umum dan harus sesuai dengan rencana tata kota. Persyaratan administratif yang 
dimaksud adalah mengatur mengenai:
1. Izin lokasi (SP3L dan SIPPT) khusus wilayah DKI Jakarta;
2. Advice Planning;
3. Izin Mendirikan Bangunan;
4. Izin Layak Huni;
5. Sertipikat Tanah.

Apartemen Semanan Indah, bangunannya terdiri dari 2 (dua) tower 
(menara), untuk bangunan pertama disebut dengan tower alamanda dan untuk 
bangunan yang kedua disebut dengan tower anggrek. Harga per unit satuan rumah 
susun pada Apartemen Semanan Indah dipengaruhi oleh luas satuan rumah susun 
tersebut dan dilantai berapa letak tempat satuan rumah susun tersebut berada, 
dimana semakin tinggi lantai tempat satuan rumah susun tersebut berada m a k a  

harganya semakin tinggi juga karena bisa melihat pemandangan lebih luas, a n ta r a  

tower alamanda dan tower anggrek keduanya tidak ada perbedaan baik dari se g i 

bentuk, luas, jumlah unit-unit satuan rumah susunnya juga harganya.34
Tipe satuan rumah susun pada lantai 2 sampai dengan lantai 8 y a n g  

dipengaruhi oleh luas satuan rumah susun tersebut beserta jumlah kamar tidur 
yang ada. Dalam p e m a sa ra n  unit-unit satuan rumah susun pada A p a r te m e n  

Semanan. Indah maka PT. X menamakan keempat tipe satuan rumah susun 
tersebut yaitu:
1. Tipe Studio

Luas perunitnya 15 meter persegi. Pada tipe studio ini tidak ada kamar tidurnya.
2. Tipe 1 kamar

Luas perunitnya 31 meter persegi. Jumlah kamar tidurnya ada 1
3. Tipe 2 kamar

34 Diar, Wawancara dengan penulis, Apartemen Semanan Indah, Jakarta 27 Mei 2008

l i n i * * ------s*Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH UI, 2009



41

Luas perunitnya 49 meter persegi. Jumlah kamar tidurnya ada 2.
4. Tipe 3 kamar
Luas perunitnya 60 meter persegi. Jumlah kamar tidurnya ada 3.

Lantai paling atas dari Apartemen Semanan Indah terdapat tipe yang 
paling mewah dinamakan Pent house dimana terdiri dari 12 unit dan dibedakan 
lagi menjadi 2 yaitu :
1. Tipe 1 kamar sudut
Luas perunitnya 35 meter persegi. Jumlah kamar tidurnya ada 1 dan hanya ada 2 
unit satuan rumah susun.
2. Tipe 2 kamar sudut
Luas perunitnya 49 meter persegi. Jumlah kamar tidurnya ada 2 dan jumlah unit 
pada tipe ini ada 10 unit satuan rumah susun.35
Lantai ini dinamakan tipe Pent house karena letak lantainya ada dipaling atas 
rumah susun sehingga bisa melihat pemandangan jauh lebih luas dibandingkan 
tipe-tipe yang terdapat dilantai bawah tipe ini.

Harga per unit satuan rumah susun pada Apartemen Semanan Indah 
bervariasi, tergantung dari luas, isi dan letak luas satuan rumah susunnya. 
Apartemen Semanan Indah merupakan apartemen modem dengan desain 
minimalis karya arsitek ternama Indonesia. Suasana kehidupan modem pun 
terlihat dalam interior dan eksterior apartemen ini. Apartemen Semanan Indah 
hadir dilokasi paling ideal dalam pemukiman Taman Semanan Indah. Selain 
Desain dan Suasana yang mengikuti perkembangan pembangunan apartemen 
sekarang ini, lokasi dimana Apartemen Semanan Indah ini dibangun dalam satu 
kawasan yang sangat strategis dan dekat dengan jalan raya serta Tol menuju 
Bandara maupun Tol menuju kota. Sehingga untuk menuju lokasi dimana 
Apartemen Semanan Indah ini berdiri, sangat mudah di datangi. Dan juga harga 
yang sangat kompetitif.

Fasilitas yang terdapat pada Apartemen Semanan Indah itu sendiri yaitu :36
1. Ruang security yang terdapat pada lantai 1;

35 Brosur Apartemen Semanan Indah, Mei 2008.

36 Diar, Wawancara dengan penulis, Apartemen Semanan Indah, Jakarta, 27 Mei 2008.
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2. Ruko yang terdiri dari 18 unit terdapat pada lantai 1;
3. Tempat parkiran baik untuk kendaraan beroda empat juga untuk kendaraan 

roda dua yang terdapat pada lantai 1;
4. Fear alarm dan smoke detector pada setiap unit-unit satuan rumah susun 

Apartemen Semanan Indah.
Selain fasilitas yang disediakan apartemen, penghuni apartemen juga dapat 
menikmati fasilitas Taman Semanan Indah seperti:
1. Bank serta ATM Center;
2. Minimarket,
3. Sarana Ibadah;
4. Sekolah TK-SD-SMP-SMU Tiara Kasih;
5. Sports Club lengkap dengan lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang 

bernuansa Bali plus papan luncur, fitness center dan café.
Disamping fasilitas yang ada juga terdapat prasarana lingkungan dan 

utilitas umum yang disediakan yaitu:
1. Prasarana lingkungan meliputi:
a. Jalan: Jalan masuk, jalan utama, jalan lingkungan.
b. Saluran pembuangan: Air limbah, air hujan.
2. Utilitas umum yang disediakan meliputi:
a. Jaringan listrik yang dikelola oleh perusahaan listrik negara/PLN,
b. Jaringan telpon yang dikelola oleh PT. Telkom,
c. Jaringan air bersih yang dikelola oleh PDAM dan Gas,
d. Saluran TV parabola dan kabelvision,
e. Tempat pembuangan sampah.

Spesifikasi dan desain pembangunan Apartemen Semanan Indah 
disesuaikan dengan gaya modem dan dari bahan atau material bangunan yang 
berkualitas. Spesifikasi bangunan apartemen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Area lantai:

• Lantai : Keramik 30x30

• Dinding : Bata diplester dan di cat
2. Unit:

• Lantai : Keramik 30x30
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S a n i t a i r

D a p u r

J e n d e l a

Dinding

Plafond

Pintu

K a m a r  m a n d i : Keramik 20x20, PVC untuk pintu 

: Bata diplester dan di cat 

: Beton Exposed di cat dan gypsum 

: Double teak wood dicat, allumunium 

: Alumunium 
: Toto / setara 

: Meja beton lapis keramik

• Fasilitas lainnya:
- Listrik 1.300 watt (tipe studio dan tipe 1 kamar tidur);
- Listrik 2.200 watt ( tipe 2 kamar tidur);
- Sparing water heater di kamar mandi pada setiap tipe satuan unit 
Apartemen Semanan Indah;
- Kabel power AC di kamar tidur.
Dengan dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku maka suatu rumah susun (dalam hal 
ini Apartemen Semanan Indah) dapat melangsungkan penjualan satuan rumah 
susunnya kepada calon pembeli berikut hak bersamanya yaitu benda bersama, 
bagian bersama dan tanah bersama, sesuai dengan nilai perbandingan 
proporsionalnya masing-masing. Umumnya, penjualan itu diawali dengan adanya 
pemasaran. Pemasaran meliputi:37

a. Aspek ekonomi adalah jenis pemasaran, ada 3 jenis pemasaran yaitu:
1. Pemasaran dalam keadaan off plan
Jenis pemasaran ini sangat menguntungkan perusahaan pembangunan perumahan, 
karena perusahaan tersebut menerima pembayaran terlebih dahulu dari calon 
pemesan/ pembeli, serta dapat mendirikan bangunannya dengan biaya dari 
pemesan/ pembeli tersebut.
2. Pemasaran dengan fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (untuk selanjutnya 
disingkat dengan KP A), terdiri dari:
a). KPA Developer
Jangka waktu pembayaran relatif singkat.
b). KPA Bank

37 Sunaryo Basuki, catatan kuliah tentang pemasaran rumah tunggal/ Apartemen, Hal. 1-4.
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Jangka waktu angsuran relatif lama dan jumlah angsuran disesuaikan dengan 

penghasilan calon pembeli.

Jika menggunakan fasilitas KPA, maka yang harus dilakukan oleh pembeli 

adalah:

(1). Membayar uang tanda jadi;

(2). Pembeli melunasi uang muka atau downpayment (untuk selanjutnya disingkat 

DP);
(3). Pemindahan Hak Jual Beli dihadapan Pejabat yang berwenang;

(4). Menandatangani perjanjian KPA;

(5). Pendaftaran Jual Beli di kantor pertanahan.

3. Pemasaran secara tunai

Bangunan telah selesai dibangun dan calon pembeli membayar secara tunai harga 

satuan apartemen yang akan dibelinya,

b. Aspek hukum

Melalui pemesanan/ booking, terjadilah suatu perjanjian antara developer yang 

bersedia memenuhi kewajibannya dengan pihak pembeli yang bersedia 

melaksanakan pesanan/ booking dengan membayar angsuran yang ditetapkan. 

Jika pesanan tidak dibatalkan maka dipertegas perjanjian tersebut melalui 

pengikatan jual beli, yang isinya mengatur hak dan kewajiban serta kewenangan 

para pihak berikut sanksinya jika salah satu ingkar janji.

Pengikatan jual beli tersebut memberikan kepastian hukum kepada developer 

bahwa unit satuan rumah susun yang dibangunnya telah ada calon pembelinya, 

dan kepada calon pembeli bahwa ia bersedia memenuhi kewajibannya dan akan 

memperoleh hak atas satuan rumah susun melalui jual beli.

Pelaksanaan Jual Beli satuan rumah susun dalam hal ini Apartemen 

Semanan Indah dilakukan sebelum Apartemen Semanan Indah selesai dibangun. 

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 yang menyebutkan 

“bahwa satuan rumah susun yang telah selesai dibangun baru dapat dijual untuk 

dihuni setelah mendapat Izin Layak Huni dari Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan”. Dalam kenyataannya sebelum bangunan selesai, satuan rumah 

susun Apartemen Semanan Indah sudah dapat dipasarkan kepada calon pembeli
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dengan menggunakan pemasaran off plan, yaitu pemasaran atas satuan rumah 
susun yang dilakukan dalam keadaan rumah susun belum selesai dibangun.

Hal ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara 
Perumahan Rakyat Nomor 11/ KPTS/ 1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentang 
Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, yang menyebutkan bahwa 
dalam pemasaran off plan terdapat Peijanjian Pengikatan akan Jual Beli, guna 
mengamankan calon pembeli satuan rumah susun dari kemungkinan pihak 
penyelenggara pembangunan rumah susun ingkar janji. Sebelum melakukan 
pemasaran o ff plan, maka PT. X selaku penyelenggara pembangunan Apartemen 
Semanan Indah, terlebih dahulu menyelenggarakan Pemasaran dengan jalan 
melalui iklan-iklan di media massa, pameran-pameran di pusat perbelanjaan / mall 
mengenai tipe dan bentuk unit satuan rumah susun pada Apartemen Semanan 
Indah. Jika ada calon pembeli yang berminat maka dapat langsung dilakukan 
pemesanan terlebih dahulu atas unit satuan rumah susun yang diminatinya.

Prosedur yang dilakukan, dengan mengisi dan menandatangani formulir 
pemesanan (booking form) atas unit satuan rumah susun disertai lampiran 
fotocopy Kartu Tanda Penduduk (untuk selanjutnya disingkat KTP) calon 
pembeli, serta membayar biaya pemesanan (booking fee) yang telah ditetapkan. 
Pada hari pemesanan (booking fee), yang berminat memesan dapat menerima dan 
menandatangani surat pesanan yang disiapkan oleh perusahaan pembangunan 
perumahan dan pemukiman yang berisi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai 
berikut:

1. Nama dan/ atau nomor bangunan dan satuan rumah susun yang
dipesan;

2. Nomor lantai dan tipe satuan rumah susun;
3. Luas satuan rumah susun;

4. Harga jual satuan rumah susun;
5. Ketentuan pembayaran uang muka;

6. Spesifikasi bangunan;
7. Tanggal selesainya pembangunan rumah susun;
8. Ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima

persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, serta
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menandatangani dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh

perusahaan penyelenggara pembangunan.

Surat pesanan dilampiri dengan gambar yang menunjukkan letak pasti satuan

rumah susun yang dipesan, disertai ketentuan tentang tahapan pembayaran.

PT. X selaku penyelenggara pembangunan Apartemen Semanan Indah,

menawarkan 3 (tiga) macam pilihan cara pembayaran harga jual atas unit satuan
• 38rumah susun Apartemen Semanan Indah, yaitu:

1. Tunai Bertahap

Tunai bertahap maksudnya pembayarannya dilakukan secara kredit atau bertahap 

yaitu sisa pembayaran dilakukan setelah pembayaran uang muka (down payment), 

dilakukan melalui cicilan perbulan, sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah 

diatur oleh penyelenggara pembangunan Apartemen Semanan Indah. Cara 

pembayaran tunai bertahap yaitu diawali dengan melakukan pembayaran biaya 

pemesanan (bookingfee) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas 1 (satu) 

unit satuan rumah susun yang dipesan oleh calon pembeli. Biaya pemesanan 

(bookingfee) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran harga jual atas 

unit satuan rumah susun pada Apartemen Semanan Indah, apabila calon pembeli 

memenuhi setiap kewajibannya berdasarkan formulir pemesanan (booking forrri) 

yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli yang juga disertai fotocopy 

KTP calon pembeli unit satuan rumah susun Apartemen Semanan Indah. Dengan 

telah diterimanya biaya pemesanan (booking fee), maka PT. X selaku 

penyelenggara pembangunan Apartemen Semanan Indah setuju untuk 

mencadangkan unit satuan Apartemen untuk kepentingan yang dibeli oleh calon 

pembeli dengan data yang tercantum dalam formulir pemesanan (booking form). 

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembayaran biaya pemesanan (booking 

fee), calon pembeli membayar uang muka pertama (down payment) sebesar 

16,67% (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari harga jual atas unit 

satuan rumah susun yang telah dipesan, dikurangi dengan uang pemesanan 

(booking fee) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada saat dilakukan 

pembayaran uang muka pertama (down payment) maka dalam waktu bersamaan 

akan dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Bagi calon

38 Diar, Wawancara dengan penulis, Apartemen Semanan Indah, Jakarta 30 Mei 2008.
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pembeli harus melampirkan surat-surat identitas yang lebih lengkap diantaranya 
fotocopy KTP calon pembeli, jika sudah beristeri/ bersuami, harus melampirkan 
juga fotocopy KTP suami dan isteri dan surat nikah serta kartu keluarga. Pada 
waktu pembayaran uang muka (down payment) calon pembeli juga 
menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Untuk pembayaran selanjutnya 
yang merupakan sisa pembayaran sebesar 83,33% (delapan puluh tiga koma tiga 
puluh tiga persen) dari harga jual unit satuan rumah susun yang sudah termasuk 
PPN 10% (sepuluh persen) akan dibayar secara teratur/ bertahap perbulannya 
sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh penyelenggara pembangunan 
Apartemen Semanan Indah.

2. Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)
Cara pembayaran harga jual atas unit satuan rumah susun Apartemen Semanan 
Indah melalui KPA yaitu calon pembeli melakukan sisa pelunasan pembayaran 
setelah membayar uang muka (down payment) melalui kredit dengan Bank yang 
telah bekeijasama dengan PT. X. Cara pembayaran melalui KPA diawali dengan 
melakukan pembayaran biaya pemesanan (booking fee) sebesar Rp. 2.000.000,00 
(dua juta rupiah), dengan mengisi formulir pemesanan (booking form) yang telah 
terisi dan ditandatangani oleh calon pembeli dan juga disertai fotocopy KTP calon 
pembeli. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembayaran biaya pemesanan 
(booking fee), calon pembeli membayar uang muka pertama (down payment) 
sebesar 5% (lima persen) dari harga jual atas unit satuan rumah susun yang telah 
dipesan, dikurangi dengan uang pemesanan (booking fee) sebesar Rp. 
2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan calon pembeli melampirkan surat-surat 
identitas yang lebih lengkap. Pada pembayaran uang muka (down payment), calon 
pembeli juga menandatangani peijanjian pengikatan jual beli. Paling lambat 1 
(satu) minggu setelah pembayaran uang muka (down payment), calon pembeli 
menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk meminta fasilitas kredit 
pada Bank yang dipilih oleh calon pembeli. Jika kredit tersebut disetujui oleh 

bank yang bersangkutan, sisa pembayaran nilai satuan rumah susun pada 
Apartemen Semanan Indah menjadi urusan antara bank yang bersangkutan 
dengan calon pembeli. Tata cara dan besarnya pembayaran sisa nilai satuan rumah
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susun selanjutnya tergantung pada peijanjian kredit antara calon pembeli dengan 
bank yang bersangkutan.

3. Tunai Keras
Pembayaran tunai keras adalah calon pembeli melakukan pelunasan pembayaran 
harga jual atas satuan rumah susun secara cash atau tunai. Dalam jangka waktu 7 
(tujuh) hari sejak pembayaran biaya pemesanan {booking fe e \  calon pembeli 
membayar uang muka pertama {down payment) sebesar 50% (lima puluh persen) 
dari harga jual atas unit satuan rumah susun yang telah dipesan, dikurangi dengan 
uang pemesanan (booking fee) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
Pelunasan Sisa Pembayaran penuh atas harga jual atas unit satuan rumah susun 
yang ingin dibeli, dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah pembayaran uang muka 
pertama {down payment).

Harga jual Apartemen tersebut diatas sudah termasuk biaya-biaya:
a. pembuatan sertipikat induk;
b. Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
d. Pemasangan instalasi listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar 
1300 watt/ 2200 watt;

e. Pemasangan 1 (satu) line telepon Perusahaan Telekomunikasi 
(PT.Telkom);
f. Pemasangan jaringan air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Air Minum 
(PT.PAM) dan Gas;
g. Pembuatan Izin Penggunaan Bangunan (IPB), yang berlaku selama 5 
(lima) tahun sejak tanggal IPB tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Adapun biaya-biaya lain yang diluar dari harga jual atas satuan unit 
Apartemen tersebut diatas yang menjadi beban pembeli adalah:
a. Biaya Peijanjian Pengikatan Jual beli;
b. Biaya Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama sertipikat;

c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
d. Biaya pemakaian listrik, air PAM dan telpon, dimana perhitungannya secara 

per bulan;
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e. Biaya service charge, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan biaya 

sinking ju n d . 10% (sepuluh persen) dari biaya Service charge yaitu sebesar 

Rp. 1 50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

f. Pajak Bumi dan Bangunan.

Apabila pemesanan satuan rumah susun tersebut tidak dibatalkan maka 

akan dipertegas dengan membuat suatu perjanjian yang disebut Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli. Di atur dalam Surat keputusan nomor 11/ KPTS/ 1994 

tanggal 1 7 Nopember 1994 tentang Pedoman pengikatan jual Beli Satuan Rumah 

Susun, yang dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan para calon pembeli 

satuan rumah susun dari kemungkinan teijadinya ingkar janji dari para pihak 

penyelenggara pembangunan rumah susun, sehingga diperlukan adanya Pedoman 

Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun yang bersangkutan.

PT. X selaku penyelenggara pembangunan rumah susun pada Apartemen 

Semanan Indah, mengundang para pemesan satuan rumah susun Apartemen 

Semanan Indah untuk menghadiri acara penandatanganan Akta Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun yang dilakukan  setelah 7 (tujuh) hari 

kalender sejak penandatanganan surat pemesanan, dan selanjurnya kedua belah 

pihak harus memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Apabila 

satuan Apartemen telah dimiliki oleh pembeli sehingga dalam hal ini disebut 

pemilik satuan rumah susun, maka para pemilik satuan rumah susun memiliki hak 

dan kewajiban atas satuan rumah susun yang telah dimilikinya. Hak dan 

kewajiban tersebut antara lain :

1. Hak pemilik satuan rumah susun:

Berikut ini adalah hak pemilik satuan rumah , yaitu:

a. Menghuni satuan rumah susun yang dimilikinya, serta menggunakan bagian- 

bagian bersama, benda-benda bersama, dan tanah bersama, masing-masing 

sesuai dengan peruntukkannya;

b. Menyewakan satuan rumah susun yang dimilikinya kepada pihak lain yang 

akan menjadi penghuni, asal tidak melebihi jangka waktu hak atas tanah 

bersamanya;
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c. Menunjuk Hak Milik Satuan Rumah Susun (untuk selanjutnya dapat disebut 

HMSRS) yang dimilikinya sebagai jaminan kredit, dengan dibebani Hak 

Tanggungan (Hipotik) atau fidusia;

d. Memindahkan HMSRS tersebut kepada pihak lain melalui jua! beli, tukar 

menukar atau hibah;

e. Mengalihkan kepada ahli warisnya, karena HMSRS dapat beralih karena 

pewarisan.

2. Kewajiban pemilik satuan rumah susun 

Dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah (untuk selanjutnya disebut PP) nomor 4 

tahun 1988 tentang Rumah Susun, dinyatakan bahwa pemilik satuan rumah susun 

atau penghuninya wajib membentuk perhimpunan penghuni. Perhimpunan 

penghuni merupakan suatu badan hukum yang bertugas untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan bersama para pemilik satuan rumah susun dan 
penghuninya, serta mengelola rumah susun dan lingkungannya, agar terselenggara 

kehidupan bersama yang tertib dan aman dalam lingkungan yang sehat, serasi dan 
seimbang. Kewajiban lain dari para pemilik satuan rumah susun adalah dalam 
jangka waktu hak atas tanah bersamanya berakhir, maka para pemilik satuan 

rumah susun berkewajiban untuk bersama-sama mengajukan permohonan 

perpanjangan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang bersangkutan.
Menurut Pasal 61 ayat 2, PP nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun, setiap 

penghuni atau pemilik satuan rumah susun, mempunyai kewajiban sebagai 

berikut:
a. Mematuhi dan melaksanakan peraturan tata tertib dalam rumah susun dan 
lingkungannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b. Membayar iuran pengelolaan dan premi asuransi kebakaran;
c. M em elihara rumah susun dan lingkungannya termasuk bagian bersama, benda 

bersama, dan tanah bersama.

2.3 Analisa Terhadap Pokok Permasalahan
2.3.1 Analisa terhadap upaya yang dilakukan terhadap perusahaan dalam 
memperoleh tanah untuk pembangunan Apartemen Semanan Indah

Status tanah yang akan didirikan Apartemen Semanan Indah oleh PT. X
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semula adalah tanah yang berstatus Hak Milik, karena Hak Milik hanya bisa 
dikuasai oleh WNI dan Badan-badan hukum yang ditunjuk khusus oleh 
pemerintah, maka PT. X hanya dapat menggunakan alas status tanah Hak Guna 
Bangunan, dengan cara pembebasan hak karena PT. X adalah Badan Hukum. 
Pengertian pembebasan hak/ pelepasan hak itu sendiri adalah setiap perbuatan 
untuk melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah haknya 
dengan disertai pemberian ganti kerugian yang disepakati bersama atas dasar 
musyawarah secara langsung antara PT dengan pemilik tanahnya mengenai 
berapa besarnya ganti kerugian atas bidang tanah berikut dengan 
bangunan/tanaman dan benda-benda lain yang melengkapinya. Apabila besarnya 
ganti kerugian sudah disepakati, maka pemilik tanah bersedia untuk 
mengosongkan tanahnya. Dengan demikian pembebasan hak atau pelepasan hak 
pada dasarnya merupakan suatu peijanjian atau perikatan, oleh karenanya 
termasuk perbuatan hukum seperti halnya Jual Beli.

Besarnya ganti kerugian pada pembebasan hak atau pelepasan hak pada 
hakekatnya sama besarnya dengan harga bidang tanah Hak Milik, jika dijual pada 
pihak lain. Dengan pemberian ganti rugi yang ditetapkan secara musyawarah 
antara pemilik tanah dengan pelaksana pembangunan Apartemen yaitu PT. X, 
Kemudian pemilik tanah membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH), lalu 
PT. X agar dapat menguasai tanah tersebut secara legal harus mengajukan 
permohonan hak baru sesuai dengan keperluannya yaitu Hak Guna Bangunan 
dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, untuk kemudian 
dapat diperbaharui haknya. Permohonan Hak Guna Bangunan tersebut diajukan 
oleh PT.X kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta. 
Setelah melaksanakan pembebasan tanah dengan telah menguasai minimal 25 
persen dari keseluruhan tanah yang akan dibebaskan, maka PT. X melakukan 
permohonan Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SDPPT) kepada 
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada tanggal 24-9-1982 oleh 
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta diterbitkan Surat Ijin 
Penunjukkan Penggunaan Tanah No. 6700/DC/1982 seluas 4.290 m2 yang terletak 
di Komplek Semanan Indah Blok A, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan 
Cengkareng, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan alas hak
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tersebut PT. X dapat menjadi pemegang haknya. Sebelumnya PT. X dipungut 

uang administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pemberian hak 

atas tanah dan biaya pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

tercantum dalam Pasal 4 ayat 3 Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 1994. Oleh karenanya sekarang alas hak 

dimana Apartemen Semanan Indah berdiri adalah tanah yang berstatus Hak Guna 

Bangunan (HGB).

Perolehan Tanah dalam pembangunan Apartemen Semanan Indah, PT. X 

selaku pengembang atau developer berusaha mendirikan Apartemen Semanan 

Indah sesuai dengan peruntukkannya terutama mengenai status tanahnya, dimana 

dapat dilihat berdasarkan uraian pada sub 2 nomor 2 tersebut diatas mengenai 

penerapan asas-asas umum dalam pengadaan tanah, PT. X selaku pengembang 

atau developer telah melaksanakan pembangunan Apartemen Semanan Indah 

sesuai dengan asas-asas dalam pengadaan tanah.

Daerah DKI Jakarta nomor 6 tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah DKI Jakarta merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 

26 tahun 2007 untuk wilayah provinsi DKI Jakarta. Peraturan Daerah ini 

mencakup Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kotamadya. Oleh karena luasnya cakupan dari Peraturan Daerah tersebut 

diperlukan peraturan yang lebih rinci mengatur rencana tata ruang wilayah. 

Apartemen Semanan Indah terletak di Komplek Taman Semanan Indah Blok A 

Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Wilayah Jakarta Barat, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta.

2 . 3 . 2  A n a l i s a  t e r h a d a p  p e m b a n g u n a n  d a n  k e p e m i l i k a n  h a k  a t a s  s a t u a n

A p a r t e m e n  S e m a n a n  I n d a h  o l e h  p e m b e l i  t e l a h  s e s u a i  d e n g a n  U n d a n g -

U n d a n g  n o m o r  1 6  t a h u n  1 9 8 5

Dengan berpedoman pada Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang 

Rumah Susun, untuk membangun suatu rumah susun dalam hal ini Apartemen 

Semanan Indah, terdapat 2 (dua) macam syarat yang harus dipenuhi, yaitu 

persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Kedua persyaratan tersebut

39 Diar, wawancara dengan penulis, Apartemen Semanan Indah, Jakarta, 30 Mei 2008
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tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 juncto Peraturan 
Pemerintah nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun.

Dalam pembangunan rumah susun diperlukan persyaratan teknis dan 
persyaratan administratif yang berbeda dari perumahan biasa, hal ini disebabkan 
karena rumah susun merupakan gedung bertingkat yang akan dihuni oleh banyak 
orang, sehingga perlu dijamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam 
penghuniannya.

Persyaratan teknis tersebut berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang nomor 16 
tahun 1985, mengatur mengenai :
a. Ruang;
b. Struktur, komponen dan bahan bangunan;
c. Kelengkapan rumah susun;
d. Satuan rumah susun;
e. Bagian dan benda bersama;
f. Kepadatan dan tata letak bangunan;
g. Prasarana dan fasilitas lingkungan.
Dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun, 
ditetapkan bahwa ketentuan-ketentuan teknis tersebut diatur oleh Menteri Pekeija 
Umum dan harus sesuai dengan rencana tata kota.

Persyaratan administratif yang dimaksud adalah mengatur mengenai:
a. Izin lokasi (SP3L dan SIPPT) khusus wilayah DKI Jakarta;
b. Advice planning;
c. Izin Mendirikan Bangunan;
d. Izin Layak Huni;
e. Sertipikat tanahnya.
Dengan dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka suatu rumah susun dalam hal 
ini' Apartemen Semanan Indah, dapat melangsungkan penjualan satuan rumah 
susunnya kepada para calon pembeli berikut dengan hak bersamanya, benda 
bersama dan tanah bersama, sesuai dengan nilai perbandingan proporsionalnya 
masing-masing.
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Umumnya penjualan itu diawali dengan adanya pemasaran. Dalam 
pemasaran satuan rumah susun meliputi 2 (dua) aspek, yaitu:40

a. Aspek Ekonomi
Dalam aspek ekonomi ini terdapat beberapa jenis pemasaran, yaitu:
1. Pemasaran dalam keadaan off plan, yaitu pemasaran atas satuan rumah susun 
yang dilakukan dalam keadaan rumah susun belum dibangun;
2. Pemasaran dalam fasilitas KP A (Kredit Pemilikan Apartemen), cara pemasaran 
dengan fasilitas KP A ini dapat dipasarkan dalam keadaan rumah susun sudah 
selesai dibangun, namun dalam hal ini mendapat kesulitan pada objek yang 
dijadikan jaminan KP A, jika rumah susun belum selesai dibangun;
3. Pemasaran secara tunai, pada pemasaran secara tunai ini, biasanya 
pembangunan rumah susun sudah selesai dibangun.

b. Aspek hukum
Dalam melalui pemesanan (booking) maka teijadilah suatu perjanjian antara 
developer, dimana si pembeli bersedia memenuhi kewajibannya dan 
melaksanakan pesanan dengan membayar sejumlah uang dan membayar angsuran 
yang telah ditetapkan. Jika pemesanan tersebut tidak dibatalkan maka peijanjian 
tersebut dipertegas dengan membuat suatu peijanjian yang disebut peijanjian 
pengikatan jual beli yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat 
dalam Surat Keputusan nomor 11/ KPTS/ 1994 tanggal 17 Nopember 1994 
tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun. Dalam pengikatan 
jual beli ini berisikan mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan para pihak 
(developer dan calon pembeli), serta terdapat transaksinya diperuntukkan jika 
salah satu pihak ada yang ingkar janji/ wanprestasi.

Perjanjian itu sendiri adalah suatu peristiwa dimana seorang beijanji 
kepada seorang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari pristiwa ini maka 
timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. 
Peijanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.41

Penjualan satuan-satuan rumah susun baru boleh dilakukan setelah 
dipenuhinya 3 syarat administrasi yaitu:

40 A. Ridwan Halim, Hukum Kondominium Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: 1988), Hal. 85.
41 Subekti, Hukum Peijanjian, Cet. XII, (Jakarta: Intermasa, 1990), Hal. 6.
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1. Penyelenggara pembangunan wajib mengajukan permohonan dan 
memperoleh Izin layak huni atau izin penggunaan bangunan;

2. Penyelenggara pembangunan wajib mengadakan pemisahan dalam 
suatu satuan rumah susun yang meliputi bagian bersama, dalam 
pertelaan yang jelas, dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya;

3. Penyelenggara pembangunan wajib mengusahakan agar setiap satuan 
rumah susun bersertipikat.

Penjualan yang dilakukan di Apartemen Semanan Indah adalah dengan 
sistem o ff plan> sehingga perlu adanya suatu pameran terlebih dahulu untuk 
memasarkannya, dilakukan dengan menunjukkan miniatur-miniatur dari satuan 
rumah susun serta gedung Apartemen Semanan Indah, juga memperlihatkan 
brosur dengan melampirkan lokasi, harga, tipe dan fasilitas-fasilitas yang 
developer berikan. Para calon pembeli yang berminat harus membayar uang tanda 
jadi terlebih dahulu, yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak 
dengan ketentuan yang berlaku.

Developer dalam melaksanakan pemasaran Apartemen Semanan Indah 
seperti disebutkan diatas, dengan menggunakan pemasaran off plan, yaitu 
pemasaran atas satuan rumah susun yang dilakukan dalam keadaan rumah susun 
belum selesai dibangun, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan 
Rakyat nomor 11/ KPTS/ 1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentang Pedoman 
Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, yang menyebutkan bahwa dalam 
pemasaran o ff plan terdapat Peijanjian Pengikatan akan Jual Beli, guna 
mengamankan calon pembeli satuan rumah susun dari kemungkinan pihak 
penyelenggara pembangunan rumah susun ingkar janji. Akta Peijanjian 
Pengikatan Jual Beli memberikan kepastian hukum kepada PT. X selaku 
penyelenggara pembangunan Apartemen, bahwa satuan rumah susun pada 

Apartemen Semanan Indah telah ada calon pembelinya dan bagi calon pembeli 
akan memenuhi kewajibannya dan memperoleh Hak Milik atas satuan rumah 

susun (untuk selanjutnya cukup disingkat HMSRS) melalui Jual Beli. Dengan 
telah ditandatanganinya Akta Peijanjian Pengikatan Jual Beli, maka selaku calon 
pembeli satuan rumah susun pada Apartemen Semanan Indah, diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran terhadap unit satuan rumah susun yang dibelinya dan
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menunggu sampai pembangunan Apartemen Semanan Indah selesai dibangun, 

sebaliknya penyelenggara pembangunan berkewajiban untuk menyelesaikan 

pembangunan Apartemen Semanan Indah tersebut.

Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 1 1/ KPTS/ 

1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan 

Rumah Susun seperti diuraikan diatas, bertentangan dengan yang diatur dalam 

Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. Dimana 

berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 menyebutkan 

“bahwa satuan rumah susun yang telah selesai dibangun baru dapat dijual untuk 

dihuni setelah mendapat Izin Layak Huni dari pemerintah daerah yang 

bersangkutan”. Dalam kenyataannya sebelum bangunan selesai, satuan rumah 

susun pada Apartemen Semanan Indah sudah dapat dipasarkan kepada calon 

pembeli dengan menggunakan pemasaran o ff plan, yaitu pemasaran atas satuan 

rumah susun yang dilakukan dalam keadaan rumah susun belum selesai dibangun, 

dimana developer mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan 

Rakyat tersebut.

Perusahaan sebagai pembangun seharusnya dapat memikirkan perihal 

yang diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 1985, karena Undang- 

Ltodang mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan surat keputusan dalam 

hal ini adalah Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 11/ 

KPTS/ 1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli 

Satuan Rumah Susun. Sehingga haruslah developer mengacu atau berpedoman 

pada Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun dalam hal 

proses Jual Beli terhadap satuan rumah susun pada Apartemen Semanan Indah.

Dalam kenyataannya banyak para pengembang pembangunan rumah 

tinggal baik rumah susun maupun perumahan, dalam hal ini termasuk PT. X 

selaku pengembang atau developer pembangunan Apartemen Semanan Indah 

mengacu atau berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan 

Rakyat nomor 11/ KPTS/ 1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentang Pedoman 

Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, dalam melakukan penjualan atas satuan 

rumah susun yang bersangkutan. Dimana pengikatan Jual Beli tersebut dilakukan 

dengan tujuan:
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1. Agar satuan unit pada Apartemen Semanan Indah cepat terjual, hanya dengan 

membayar DP (Down Payment) serta memberikan persyaratan yang harus 

dilakukan oleh pembeli, hal tersebut bagi pihak developer menjadi jaminan 

bahwa satuan unit Apartemen Semanan Indah telah terjual;

2. Untuk laju perputaran ekonomi, Dimana uang DP (down Payment) dan cicilan 

selanjutnya yang telah dibayar oleh calon pembeli, dapat dijadikan modal bagi 

PT. X selaku developer, untuk digunakan sebagai biaya-biaya dalam 

menyelesaikan pembangunan Apartemen Semanan Indah yang belum 

rampung. Sehingga PT. X tidak perlu menambah pinjaman kepada Bank 

maupun mengeluarkan uang lebih untuk modal dalam menyelesaikan 

pembangunan Apartemen Semanan Indah tersebut.

Terhadap pembangunan Apartemen Semanan Indah masih terdapat 

kekurangan dalam konstruksi pendirian pembangunan, dalam prakteknya dalam 

mendirikan Apartemen Semanan Indah memerlukan waktu yang relatif lama serta 

kurangnya sarana utilitas umum yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan 

lingkungan sekitar seperti sarana transportasi umum untuk menuju Apartemen 

Semanan Indah. Pengertian utilitas umum sendiri adalah sarana penunjang untuk 
pelayanan lingkungan42.

Pemenuhan kebutuhan pemukiman diwujudkan melalui pembangunan 

kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu 

dengan pelaksanaan yang bertahap, ditujukan untuk:

a. menciplakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan-satuan 

lingkungan permukiman;

b. mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan 

perumahan yang telah ada di dalam atau di sekitarnya;

Satuan-satuan lingkungan permukiman satu dengan yang lain saling dihubungkan 

oleh jaringan transportasi sesuai dengan kebutuhan kawasan lain yang 

memberikan berbagai pelayanan43.

42 U ndang-U ndang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1W2, tentang Perumahan dan Pemukiman, 
Pasal 1 butir 7.
43 Idem, Pasal 18 ayat 1-3.
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P E N U T U P

1 .  K e s i m p u l a n

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1 . 1  P e l a k s a n a a n  P e m b a n g u n a n  A p a r t e m e n  S e m a n a n  I n d a h  M e n u r u t

A s a s - A s a s  U m u m  D a l a m  P e n g a d a a n  T a n a h

Kegiatan perolehan tanah untuk membangun Apartemen Semanan Indah, 

sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan asas-asas umum dalam 

pengadaan tanah. Besarnya ganti kerugian pada pembebasan hak atau pelepasan 

hak pada hakekatnya sama besarnya dengan harga bidang tanah Hak Milik, jika 

dijual pada pihak lain. Dengan pemberian ganti rugi yang ditetapkan secara 

musyawarah antara pemilik tanah dengan pelaksana pembangunan Apartemen 

yaitu PT. X, Kemudian pemilik tanah membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak 

(SPPH), lalu PT. X agar dapat menguasai tanah tersebut secara legal harus 

mengajukan permohonan hak baru sesuai dengan keperluannya yaitu Hak Guna 

Bangunan dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, untuk 

kemudian dapat diperbaharui haknya. Permohonan Hak Guna Bangunan tersebut 

diajukan oleh PT.X kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI 

Jakarta. Setelah melaksanakan pembebasan tanah dengan telah menguasai 

minimal 25 persen dari keseluruhan tanah yang akan dibebaskan, maka PT. X 

melakukan permohonan Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) 

kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada tanggal 24-9-1982 

oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta diterbitkan Surat Ijin 

Penunjukkan Penggunaan Tanah No. 6700/IX/1982 seluas 4.290 m2 yang terletak 

di Komplek Semanan Indah Blok A, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan 

Cengkareng, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan alas hak 

tersebut PT. X dapat menjadi pemegang haknya. Sebelumnya PT. X dipungut 

uang administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pemberian hak 

atas tanah dan biaya pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

tercantum dalam Pasal 4 ayat 3 Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
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Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 1994. Oleh karenanya sekarang alas hak 

dimana Apartemen Semanan Indah berdiri adalah tanah yang berstatus Hak Guna 

Bangunan (HGB).

Dalam memberikan ganti rugi, PT. X mengacu kepada hasil kelayakan 

harga dasar, harga pasar, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada tahun yang 

bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 36 

tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksananaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum.

1.2 Pelaksanaan Pembangunan Apartemen Semanan Indah m enurut 

Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun 

Pembangunan Apartemen Semanan Indah yang dilakukan oleh PT. X serta 

kepemilikan hak atas Apartemen oleh pembeli telah dilaksanakan dimana dalam 

pembangunan Apartemen Semanan Indah. PT. X selaku pengembang atau 

developer berusaha mendirikan Apartemen Semanan Indah sesuai dengan 

peruntukkannya dan kegunaannya sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 

1985 tentang Rumah Susun,.
Dengan berpedoman pada Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang 

Rumah Susun, untuk membangun suatu rumah susun dalam hal ini Apartemen 

Semanan Indah, terdapat 2 (dua) macam syarat yang harus dipenuhi, yaitu 

persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Kedua persyaratan tersebut 
tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 juncto Peraturan 
Pemerintah nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun. Dalam pembangunan 
rumah susun diperlukan persyaratan teknis dan persyaratan administratif yang 
berbeda dari perumahan biasa, hal ini disebabkan karena rumah susun merupakan 
gedung bertingkat yang akan dihuni oleh banyak orang, sehingga perlu dijamin 
keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam penghuniannya.

Mengenai pelaksanaan penjualan terhadap satuan atas rumah susun dalam 
hal ini Apartemen Semanan Indah, Developer dalam melaksanakan pemasaran 
Apartemen Semanan Indah menggunakan pemasaran o ff plan, yaitu pemasaran 
atas satuan rumah susun yang dilakukan dalam keadaan rumah susun belum 
selesai dibangun, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan

Universitas Indonesia
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Rakyat nomor 11/ KPTS/ 1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentang Pedoman 
Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, yang menyebutkan bahwa dalam 
pemasaran off plan terdapat Peijanjian Pengikatan akan Jual Beli, guna 
mengamankan calon pembeli satuan rumah susun dari kemungkinan pihak 
penyelenggara pembangunan rumah susun ingkar janji.

2. Saran
Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin 

menyampaikan dan mencoba memberikan saran, yakni:
1. Diharapkan kepada PT. X selaku developer Apartemen Semanan Indah, 

agar menyediakan sarana fasilitas sosial dan umum yang lengkap bagi 
penghuni satuan Apartemen Semanan Indah serta sarana lainnya pada 
lingkungan sekitar harus menunjang.

2. PT. X selaku penyelenggara pembangunan rumah susun Apartemen 
Semanan Indah, harus lebih memperhatikan pendapat atau keinginan dari 
pemilik hak atas tanah sebelumnya agar tidak terjadi kesepakatan yang 
berbeda dan harus lebih meneliti kebenaran hak atas tanah tersebut dari 
kepemilikan tanahnya, status tanahnya dan riwayat tanahnya agar tidak 
teijadi sengketa dikemudian hari atau permasalahan lainnya yang akan 

timbul.
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P E N G A D A A N  T A N A H  B A G I  PE LAK SANAAN P E M B A N G U N A N  U N T U K  K E P E N T I N G A N  U M U M  
(P 2 .*aturon Presiden Reput.vik indonesia Nomor 36 Taliun 2005 tanggal 3 Mei 2005)

d e n g a n  r a h m a t  t u h a n  y a n g  m aha ;-;sa

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :
a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan untuk kepentingan 

umum yang memerlukan tanah, maka pengadaannya perlu dilakukan 
secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip 
penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas urv.h. 

n. bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pempangum-n untuk 
kepcntmo.tn umur.i sebagaimana telah ditetapkan «lengan k>ixitusan 
Presider, n o. 55 Tahun 1993 sudah lidak sesuai sebagai Undasan 
hukum dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk 
kepentingan umum; 

c. bahwa berdasakan pertimbangan huruf a dan !"uruf b. perlu 
menetapkan Pemturan Presiden tentang Pengacic- Tan?' l-ooi ?’ii£k- 
sanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Mengingat :
1. Pasai 4 ayat ( 1 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 19‘lS (L 'A' Wo. 7 1 3 7 hal. 1 B -7 B );
2. Undang-undang No. S Tahun 1960 (B N  Ko. 523 hal. 13A-14A  

d s t); tentang Peiaturan Dasar Pokok-pokok Agrtrja (U I Kf Tahun 
1960 Nc. 10*1, T iN  No. 2043);

3. Undang undang No. 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan (''smakalan 
Tanah Tanpa Izin Yang Oerhak Atau Kuasanya (i N lil Tahun 1960 
No. 158, T iN  No. 2106);

4. Undang-undang No. 20 Tahun 1961 (B N N o . 6 79hal. 7 A )tentang 
Pencatutan Hal.-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di 
Atasnya (LN RI Tjhun 1961 No. 288, TIN No. 73'**};

5. Undang-undang No. 24 Tahun J 992 (B N  No. X32R hal. 7.B-SB
^  tentang Penataan Ruang (LN RI Tahm 19?!! No. 115, TLN No. 

3501);

M E M U T U S K A N  :
Menetapkan :
PERATURAN P R E f. ID E N TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI 
PFLAK5ANAAN PEMIIANGUNAN UNTUK KEPENT1NG\N UMUM

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pus;'l yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 
Presiden Rep i blik Indonesia  yang memegang kekuasaan 
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-urdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pengadaan tànal- adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah 
dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang meiepaskan atau 
menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang 
berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak Citas tanah.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil peren:?naan tata ruam 
wilayah.

5. Kepentingan um im  adalah kepentingan sebagian besar lapisar 
masyarakat.

6. Pelepasan atau penyerahan hak alas tanah sdalah kegiatan 
melepaskan hub-jngan hukum antara pemegarg hak atas tanah 
dengan tanah yang dikuasainya dengan membelikan ganti rugi atas 
dasar musyawarah.

’f. Pihak yang melep3sk3n atau menyerahkan tanah, bangunan, tana­
man, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah 
perseorangan, br-dan hukum, lembaga, unit usaha yang mempunyai 
hak penguasaan .nas tanah dan/atau bangunan serta tanaman yang 
ada di atas tanah.

3. Hak atas tanah adalah hak atas bidang tanah sebjgaimana diatur 
dalam Undai.g-undann no. 5 Tanun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria.

'J. Panitia Pengadaan Tanah adalah panitia yang riibentuk untuk 
membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan’ untuk 

kepentingan umum.
)0. Musyawarah adaiah keciat-m yang mengandung proses saling 

mendengar, saling menv/eu dan saling mener ma pendapat, serta 
keinginan untuk mcKapai kesepakatan mengenai bentuk dan 
besarnya ganti mnidait nusalah lain yang berkaitan dengan kegiatan 
pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara 
pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda 
lain yang berkai'sn dengan tanah dengan pihak yang memerlukan 

tanah.
11. Ganti rugi adalan penggantian terhadap kenjgian oaik bersifat f:sik 

dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang 
mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain 
yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsun­
gan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi 
sebelum terkena pengadaan tanah.

12. Lembaga/Tim Penilai llarga Tanah adalah lembaga/tim yang 

profesional dan indcc-^nden untuk menentukan nilai/harga tanah yang 
akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas 
jumlah/besarnya ganti rugi.

BAB II 
f’CNGAO.AAN TANAH

Pasal 2
(1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentin­

gan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan 
dengar c'ra:
a. pelepasan al.au penyerahan hak atas tanah; atau
b. pencabutan hak atas tanah.

.(2) Pengadaan .tanah seiam baci ceiaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah 
dilakukan dengan cara ju3i be;i, tukar menukar, a'au cara lain yang 
disepakati secara sukarela o1 eh pihak-pihak yar.g bersangkutan.

Pasal ?•
(1) Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat ( l )  dilakukan berdasarkan prinsip penghorma­

tan terhadap hak atas tanah.
(2) Pencabutan hak atas tanah sebaoaima: a dimaksud dalam Pasal 2 

huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Mo. 20 
Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda- 

benda Yang Ada Di Atasnya.

Pasal 4
(1) Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlu­

kan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya 
dapat d iakukan aoabiia berdasarkan p3da Kencana Tata Ruang 
Wilayah yang tela!; ditetapkan lebih dahulu.

(2) Bagi daerah yang belum menetapkan Rencana Tala Ruang Wilayah, 
pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.

(3) Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat 
keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupatl/Walikcta 
atau Gubernur, nnka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian 
tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat 
persetujuan tertulis dai i Oupatv/W.ihkota atau Gubernur sesuai 
dengan Kewenangannya.
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Pasol S

Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan 
Pemerintah «Mau pc .icrtniah daerah meliputi:
a. jalan umum, -iian tol, rel kereta api (di atas tan-A di 01311« aW3 

tanah, ataupun ;jt ruang bawah tanah), saluran air minum/air l>»rsih, 
saluran Drmbui.ngan air dan sanitasi;

b. wodyk, bendurgan, bendung, irigasi, clan baiuiunan p;-:>.qau.in 
lainnya;

C rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
d. pe^buhan. bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
c. penbadaiaiv
f. pendidikan ata j  sekolah;
g. paser umum;
h. fasilitas pemakjman umum;
•. fasi'itas keselamatan umum;
|. pos dan tel »keuunikasi,
k. sarana olah raga;
I. stasiun Dcnyia-an radio, te!evis: dan sarana penduktmsny,?; 
m. kantor PcmcriuMh, pemerintah daerah, perwakilan nsoara asing, 

P«rsc«ikaian O-ingsa-Bargsa, dan atau lembaga-lembaga «niemasfon- 
al di bawah naungan Perserikatan Oangsa-Bangsa; 

n. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 

o. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan; 
p. luinah sur.un sc'ierhan»'; 
q. Icmpat pembuangan sampah; 
r. cagar alam dan cagar budaya; 
s. pertamanan; 
t. panti sosial;
u. pembangkit, transmisi distribusi tenaga listrik.

BAB III
PAM HA. MUSYAWARAH, DAN GANTI RIKW 

Bagian Pertama 
Panitia Pengadaan Tenah

Pasal 6
(1) Peng3daan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/ 

kola dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabepaten/ 
kota yang dibr ntuk oleh 8upatlAValikota.

(2) Panitia pcnga-.taan tanah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jan-rta 
dihentuk oleh Gubernur.

(3) Pengadaan tai<ahyang terietak cJI dua wilayah kahu|Mloi>/Viia alau 
Jebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan lanah provinsi 
yanj dibentuk oieh Gubernur.

(<1) Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah provins* atau lebih, 
dilakukan dengan bantuan panitia pergadaan tanah ysng dibentuk 
oteli Menteri Ualam Negeri yang terdiri atas unsur Pemerintah dan 
uns jr pemerintah daerah ter&ait.

(5) Susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah sebagaimana 
dimaksud padJ ayat (1). ayat (2), dan ayat (3) terdiri atas unsur 
unsur pcrangka; daerah terkait.

Pasal /
Panitia pengadaan tanah bertugas:

a. mengadakan penelitian dan inventarisasi alas tanah, bangunan, 
tanaman dan bonda-benda lain yang ada kaitannya dengsn tanah 
yang haknya ?kan dilepaskan atau diserahkan;

b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yano haknya 
akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;

c. menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanan yang 
haknya akan ¿¡lepaskan atau diserahkan;

d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang 
terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah 
mengenai ren:ana dan tujuan pengadaan tanah t?-sebut d3lam 
bentuk konsultasi pubflk baik melalui tatap muka, media cetak 
maupun mediii elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh 
masyarakat yavi terkena rencana pembangunan dan/aftu ramegarg 
hSk atas tanal.;

e. mengadakan musyawarah dongan para pemegang hak atas »-.nah 
dan Instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang 
memerlukan tan3h dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau 
bcsamya ganti rugi;

Y. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para 
pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda 
lain yang ada di alas tanah;

g. membuat berita acara pclouasan alau penyerahan hak atas tanah;
h. mcngadministiTiskan dan mendokumentasikan semua berkas pongn- 

daan tanah dan menyerahkan kcoada pihak yang beritompeien.

Bagian Kedua 
Musyawarah 

Pasal 6
(1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentin­

gan umum ditahukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh 
kesepakatan mengenal:
a. pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi 

tersebut;
b. bentuk dan besarnya ganti rugi.

(2) Musyawarah dilafcuken di tempat yang ditentukan dalam surat 
undangan.

Pasal 9
(1 )* Musyawarah dilakukan sccara langsung antara pemegang hak atas 

tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan 
dengan tanah bersama panitia pengadian tanah, dan instansi Pemer­
intah ataU pemerintah daerah yang memerlukan tanah.

(2) Oalam hal jumlah pemagang hak atas tanah tidak memungkinkan 
terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah 
sebagaimana dinaksud pada ayat (i) dilaksanakan oleh panitia 
pengadaan tanah dan instansi Pemerintah alau pemerintah daerah 
yang memerfufcan tanah ttengan wakil-wakil yang ditunjuk di antar* 
dan oleh para pemegang hak atas, tanah, yang sekaligus bertindak 
selaku kuasa merek').

.(3) Penunjukan wakil alau kuasa dari para pemegang hak sebagaimana 
dimaksud p? da ayat (2) harus dilakukan secara tertulis, bermateri».« 
cukup yang diketahui ol-Ji Kepala Desa/lurah atau surat penunjukan/ 
kuasa yang dibuat di hadapan pejabat vang berwenang.

(4) Musyawarah sclv»aaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
. dipimpin oleh ketua pai ;iua pengadaan lanah.

Pasa! 10
(1) Oalam hal kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang 

tidak dapat diaiihkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang ke 
tempat atau lokasi lain, maka musyawarah dilakikan dalam jangka 
waktu pattng tama00 hari kalender terhitung sejak tanggal undangan 
pertama.

(2) Apabila setelah diadakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan tanah 
menetapkan tante* dar. besarnya ganti njtjj sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan 
negeri yang wSayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersang­
kutan.

(3) Apabila terjadi sengketa kepemilikan seteiah peretapan ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka panitia menitipkan uang 
ganti rugi kepada pcng&Stan negeri yang wilayah hukumnya meliputi 
lokasi tanah yano bersangkutan.

rasai 1.1
Apabila datam musyawarah lelah dicapai kesepakatan antara 

pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemer­
intah daerah yang memerlukan tanah, panitia pengadaan tanah 
mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan bcsamya ganti rugi sesuai 
dengan kesepakatan tersebut.
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Bagian Ketiga 
Ganti Rupl
toH lpL

Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah dib<irikon untuk:
'a. hak atas tanan*

b . b a n g u n a n ;
C. ta n a m a n ;
d. benda benda i ).n vang berkaitan dengan tansh.

Pasal 13
.  ( 1 )  B e n t u k  g a n ti ru g i d a p a t  b e r u p a :

a. uang; dan/Jtau
b. tanah pengganti; dan/atau 
r. pnnukiman kcmtuil.

(2) Dalam hal perrsgang hak atas tanah tidak menohindaki bentuk ganti 
rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diberikan 
kompensasi berupa penyertaan modal (saham) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundaryjan.

Pasal H
Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak 

ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk 
lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Pasal 15
(1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas;

a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan 
memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdisarkan 
penetctwn lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yinorfitunjuk deh 
panitia;

b. nilai Jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat caecah yang 
J bertanggur.q jaw.ib di blc!-?ng bangunan;

c  nilai jua? tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang 
be-tanggung jawab dl Udang pertanian.

(2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga/
Tim Penilai H?rga Tanah ditetapkan oleh Bupati Walikota atau 
Gubernur bagi crovlnsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 16
(1) Ganti rugi diserahkan langsung kepada:

a. pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peratu­
ran perundang-undangan; atau

b. nadzir bagi tanah wakaf.
(2) Dalar.i hal tanah, bangunan, tanaman, atau benda yanij beifcaitan 

dengan tanah di.nflikl bersama-sama oleh beberapa orang, sedangkan 
sat-j atau beberapa orang pemegang hak atas tanah tidak dapat 
ditemukan, maki, ganti rugi yang menjadi hak orang yang tidak dapat 
ditemukan tersebut dititipkan dl pengadilan negeri yang wilayah 
hukumnya meli|Miti lokasi tanah yang bersangkutan.

Pasa! 17
(1) Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan panitia 

pengadaan tanah dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/ 
Walikota atau Gubernur alau Menteri Dalam Negeri sesuai 
kewenangan disertai dengan penjelasan mengenal sebab-sebab dan 
atasan keberatan tersebut.

(2) 8upatiAVaiikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai 
kewenangan mengupayakan penyelesaian mengenai bentuk dan • 
besernya ganti rugi tersebut dengan mempertimbangkan pendapat 
dan keinginan d?ri pemegang hak atas tanah atau kuasanya.

(3) Setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan 
pemegang hak atas tanah serta pertimbangan panitia pengadaan 
tanah. Bupati,Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam flegeri 
sesuai kewenangan mengeluarkan keputusan yang dapat 
mengukuhkan atau mengubah keputusan panitia pengadaan tanah 
ntonycnai bentuk dan/at? u besarnya ganti rugi yang akan diberikan.
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Pasal 18
(1) Apabila uoava Mnyatesalan ynnd ditempuh ByftdlVWflllkat* Atau

4tAU Hmitcri Dtlam fiepen (etnp tidak diterima oleh 
pemegang hak atas tanah dan lokotl pembangunan yang 
bersangkutan tidak dapat dipindahkan, moka Bupati/Walikota atau 
Gubernur atau Menten Dalam Neoeri sesuai kewenangan mengajukan 
usul penyelesaian dsngan C3ra pencabutan hak atas tanah 
berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang 
Pencabutan Hak-hak /»tos Tanah Dan Benda-benda Ynng Ada Di 
Atasnya.

(2) Usul penyelesaian sebagaimana dimaksud p3da ayat (1) diajukan 
.oleh Bupati/V/aiikota/Gubernur/Menteri Dalam Negeri sesuai kewe­
nangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan tembusan 
kepada menteri dari, instansi varc memerlukan tanah dan Menteri 
Hukum rian llak Acni M.sntnta.

( j) Setelah mcncrin‘5 usul penyelesaian sebagaimana dimaksud pado 
ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Pcrtan3han Nasional berkon­
sultasi dengan menteri dan instansi yang memerlukan tanah dan 
Menteri Hukum dan H3k Asasi Manusia.

H) Permintaan untuk melakukan pencabutan hai: atas tanah tersebut 
disampaikan kepada Presiden oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional 
yang ditandatangani oleh menteri dari instansi yang memerlukan 
tanah, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pas3l 19
Teihadap tanah yang digarap tanpa izin yrng berhak atau 

kuasanya, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang 
' Nomor SI Prp. Tahun i960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa 
Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. .

PAOIV
PEiJGAOA*« TANAH SKALA KECIL

Pasal 20
Pelaksanaan pembongunan untuk kepentingan umum yang 

memetlukan tanah yang luasnya tidal Jebfli dari 1 (satu) hektar, dapat 
dilakukan langsung oleh instänsi pemerintah yang memerlukan tanah 
dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual bdi atau tukar 
menukar atau cara lain vang disepakati kedua belah pihak.

BA8V
KETENTUAN PERAUHAN

Pasal 21
Dengan betlakiniya Peraturan Presiden W, peraturan pelaksa­

naan dari Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Penga­
daan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
tetap beriaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden 
Ini.

OABVI 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Ketentuan iebih lanjut mengenai prosedur dan lata cara 

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 23
Pada saat bsriakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan 

êsiden Nomor 55 Tcsi’-un 1993 teniang Pengadaan tanah 8agi Pelak­
sanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dicabut dan diny?takan 
t’-Jök berlaku.

Pasal 2*1
Peraturan Presiden irtt mulai berlaku oada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Mei 200S 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ud.

Dr. H. SUSILG BAMEANG YUDHOYONO

(Pl)

!
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG 
PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 5 Juni 2006)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatan 

terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam 
pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 
2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum;

Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (BN  No. 7137ha i. lB -7B )r,
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (BNNo. 523hal. 13A-14A 

d st) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN RI Tahun 
1960 Nomor 1C4, TLN RI Nomor 2043);

’r  Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemak- 
▼ aian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (LN RI Tahun 

1960 Nomor 1S8, TLN RI Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 (BN  No. 679 hal. 7A) 

tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang 
Ada di Atasnya (LN RI Tahun 1961 Nomor 288, TLN RI Nomor 2324);

5. Undang-Undang Nomor 24Tahun 1992 (BNNo. 5328h a l 2B-SB 
d st) tentang Penataan Ruang (LN RI Tahun 1992 Nomor 115, TLN 
RI Nomor 3501);

6. . Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 (BNNo. 7208hal. 9D-
11B ) tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum;

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG FERUBAHAN ATAS PERATURAN 
PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI 
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 

2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum diubah sebagai berikut:

i l  Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
y  berikut:

“Pasal 1
3. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan 

tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang 
melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan 
benda-benda yang berkaitan dengan tanah."

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 2

(11 Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentin­
gan i uni im nipft p°morin^h fM̂ -1 ̂ rnenntah uaeran OiiaksanaKan
ripnnan rara pf»tppa«;an atau penyerahan hak alas tanan.------

(2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain 
yang disepakati secara sukarela oleh pitiak-pihak yang 
bersangkutan"

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 3

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasat 2 dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan 
terhadap hak atas tanah."
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4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
"Pasal S

Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah, meliputi:
a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang 

^  atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/ 
air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; 
waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan 
lainnya;

£  pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal; 
d  fasiiitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan 

bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
e. tempat pembuangan sampah;
T. cagar alam dan cagar budaya;
*q. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik."✓

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut:

"Pasal 6
(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/ 

kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah 
kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

(2) Panitia Pengadaan Tanah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakar­
ta dibentuk oleh Gubernur.

(3) Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota 
atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah 
provinsi yang dibentuk olph Gubernur.

(4) Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah provinsi atau lebih, 
dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk 
oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas unsur Pemerintah 
dan unsur Pemerintah Daerah terkait.

(5) Susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdiri atas unsur 
perangkat daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional."

6. Ketentuan Pasai 7 huruf c diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 
berikut:

"Pasal 7
Panitia pengadaan tanah bertugas:

a. mengadakan npnplitian rian Invpntarkasi atas tanafr hannunan. 
tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya ripnnan tanah 
yang haknya akan diieoaskan atau diserahkan:

b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang 
haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang 
mendukungnya;

c  menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan
f | j j f . p a s k n n a ^ . . r t . e a r a n ^ .

d. memberikan Pentpla<an atai i npnyi rti rhan kp âria maeyarakat vang
terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas 
tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut 
dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media 
cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh 
masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau 
pemegang hak atas tanah; '

e. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah 
dan Instansi pemerintah darr/atau pemerintah daerah yang 
memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau 
hpsamvaoanti ruoi:

f. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para 
pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda 
lain yang ada di atas tanah;

g. membuat ..........
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g. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas 
tanah-

h. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas 
pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak vano 
berkonipeten?

Menambah Pasal 7 A yanci berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 7A

Biaya Panitia Pengadaan Tanah diatur lebih lanjut oleh Menteri
Keuangan setelah berkonsultasi dengan Kepala Badan Pertanahan
Nasional.”

. Ketentuan Pasal 10 ayat (1 j dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10
(1) Dalam hal kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang 

tidak dapat dialinkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang 
ketempat atau lokasi lain, maka musyawarah dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender 
terhitung sejak tanggal undangan pertama.

(2) Apabila setelah diadakan musyawarah sebagamuna dimaksud 
pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan tanah 
menetapkan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf a dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan 
negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang 
bersangkutan.

(3) Apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah'penetapan ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka panitia menitipkan 
uang ganti rugi kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya 
meliputi lokasi tanah yang bersangkutan."

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagal berikut:
"Pasal 13 

Bentuk ganti rugi dapat berupa:
a. Uang; dan/atau
b. Tanah pengganti; dan/atau
c. Pemukiman kembali; dan/atau
d. Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana 

dimaksud dalam, huruf a, huruf b, dan huruf C;
e. Bentuk lain yang disetujui oteh pihak-pihak yang bersangkutan."

lO.Ketentuan Pasal 15 ayat(l) huruf a diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi 
sebagal berikut:

"Pasat 15.
(1) OasflLoerhitungan besarnya ganti ruai didasarkan atas:

Q )  Nilai Jual Obvek PaiakTNJ6P)~a~tau nilai nyata/sebenarnya 
/tongan r̂ pnnpeitiatikan Nilai Jual ObveK PaiaLtahun-be-rjalao 
httrrtagarirar» ppnilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang 

/'S riftvnft* nlph panitia:
(b ) fclilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang 

bertangguna lawao drbiddriy bia|»gUnan;
Nilai jiial tanaman vapoditeksiroleh-BeranokaLdaerah yano 

^ 'oertanggungiawab dlfafrtang pprtgnian^
(2) Dalam rangka menetapkaKjastpperhitungan ganti rugi, Lemba­

ga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau 
Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta."

1 l.Menambah Pasal baru antara Pasal 18 dan Pasal 719 menjadi Pasal 
ISA, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18A
Apabila yang berhak atas tanah atau benda-benda yang ada 

di atasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti rugi 
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden, karena dianggap 
jumlahnya kurang layak, maka yang bersangkutan dapat meminta 
banding kepada Pengadilan Tinggi agar menetapkan ganti nuoi sg»<a fai 
Unfonp-Hndang WftrnOf ¿U UhUn i% i tentang Pencabutan 
Atas Tfrnah dan Bend^-Rpnda vano Ada rii Atacnya rian Peraturan 
Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti
Ifan ifjian ftteh Ppnf|aHa?n Tinggi <frhnhlrnrpn rfongan Panz-aht . ^ n  H PtK~
Hak Atas Tanah dan Rpnria-Benda yano ada di Atasnya.**

Pasal II
Peraturan Presiden Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Juni 2006 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

( F )

KLARIFIKASI BERITA DALAM MEDIA MASSA 
(Surat Dirjen Pajak No. S-297/PJ.313/2005 tanggal 4 April 2005)

Sehubungan dengan pemberitaan dalam beberapa media massa 
yang terbit pada hari Jumat tanggal 1 Apri! 2005, yang memuat berita bahwa 
pada tanggal 31 Maret 2005 telah digelar Seminar Perpajakan di Jakarta 
dengan tema “Penyelewengan Pajak dan Akibatnya terhadap Keuangan 
Negara", antara lain memuat pernyataan Saudara sebagai berikut:

Penyelewengan dana hasil pungutan pajak pada tahun 2004 
^perkirakan mencapai Rp 40 triliun dan diperkirakan akan terulang 
tembali pada tahun 2005 Ini. Dana yang seharusnya dimasukkan ke 
dalam kas negara itu diduga kuat telah hilang selama proses penagihan 
Ptfak, oleh oknum aparat pajak terhadap Wajib Pajak.

Angka Ini tidak masuk dalam kas negara tetapi tercecer dan 
Sambil oleh aparat pajak, dinikmati pengusaha dan akhirnya menguap. 
Artinya ada debt weight loss.

Dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas Informasi 
Ĵ ng Saudara sampaikan. Selanjutnya agar kami dapat melakukan 
tindakan tegas terhadap aparat pajak yang tidak melaksanakan tugasnya 
dengan baik, kami meminta bantuan Saudara untuk memberikan klari- 
fikasi mengenal;

Kebenaran pernyataan Saudara yang dikutip dalam berita tersebut 
tentang adanya penyelewengan dana hasil pungutan pajak pada

tahun 2004 (dan diperkirakan akan terulang kembali pada tahun 
2005);

2. Telah terjadi negosiasi dan kesepakatan antara Wajib Pajak dengan 
aparat pajak yang sangat merugikan negara (agar disebutkan siapa 
aparat pajak dan Wajib Pajak yang menikmati, berkenaan dengan 
kasus apa).

Apabila kutipan tersebut benar, kami mengharapkan kiranya 
Saudara dapat menyampaikan data dimaksud kepada kami untuk dapat 
digunakan sebagai bahan dalam melakukan tindakan lebih lanjut sesuai 
dengan ketentuan petundang-undangan yang berlaku.

t
Oemikian disampaikan, atas bantuan dan kerja sama Saudara 

diucapkan terima kasih.

A.n. DIREKTUR JENDERAL 
DIREKTUR, 

ttd.
HERRY SUMAROJrTO 

(->
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PERSEROAN2 TERBATAS, 
PERSEROAN2 FIRMA ATAU KOMANDITER 

DAN PERKUMPULAN2 KOPERASI

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 14/12 — 1982 No. 100.

# Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari 
Buku Undang-undang Perniagaan:

PERSEROAN TERBATAS.
"P.T. TAMAN HARAPAN INDAH”.

■ Nomor 27.

Pada haii ini, Rabu, tanggal tiga puluh Nopember seribu sembilan 
ratus tujuh puluh tujuh.

Menghadap pada saya, Paul Tamara, Notaris di Jakarta, dengan 
dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini 
dan dikenal oleh saya, notaris, tuan-tuan:

1. Oesman Soedargo, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, 
Jalan Tebet Timur nomor 18;
- menurut keterangannya dalam hal sni) bertindak:
a,- untuk diri sendiri ; .
b. berdasarkan ¿urat kuasa, di bawah tangan bermeterai cukup yang 

tidak diberi tanggal dan dilekatkan pada mlmtfa akta ini, dalam 
kedudukannya selaku kuasa dari- dan selaku demSdan untuk dan 
atas nama tuan-tuan:

L Soebargo Gondokusumo, pengusaha, bertempat tinggal di 
Jakarta, Jalan Hayam Wuruk VB nomor 3;

IL Hutomo Widjojo, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, 
Jalan -Mangga Besar IV A nomor 34;
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ili. Mansjur Tandiono, pengusaha, bertempat tinggal di Su­
rabaya. J3I311 Taman Aksara nomor 14;

IV. i Gede Subrji.L pengusul*;!. bcncnipat tinggal di Surabaya, 
.'.¡i.iii Cifcndui nomor 26:

v. .v.iiiwi. ‘ianiONO Go;idokii5i:n»o. piukclir. bertempat tinggal 
-i J;*.'w»":;. .!vJ;ii W ayam V/israk V15 nomor 3.

Mcr.i'.io Sjiiioso Gondokusun'iC. i^n^usahu, bertempat tinggal 
■•‘i .iuNitrui. Kompleks Taman Harapon indah di Jelambar Kapling 
p.omor 21.

5. Sudjana llalim, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalau 
Taman Sari IV nomor 30.

Pan: penghedap dikenal oleh saya, notaris.
Para per.glsadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri dan 

dalam kedudukannya seperti disebut di atas menerangkan bahwa para 
penghadap bersama dengan orang-orang yang diwakili oleh pengha- 
d;:p Oesman Soedargo tersebut di atas dengan akta ini berdasarkan 
Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negara Republik In­
donesia ieria .dengan tidak mencurangi izin dan pengesahan dari 
instansi Pemerintah yang berwenang; mendirikan, suatu perseroan 
terbatas dengan anggaran dasar sebagai berikut:

N a m a d a n L e m p a t  k e d u d u k a n .

Pasal l.:

Perseroan icrbatas ini bernama ’T. T. T a m a n  H a r a p a n  
T n d a h” berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

Perseroan dapat membuka, dan. menjalankan kantor-kantor cabang 
atau perwakilan di tempat-tempat lain taik di dalam maupun'di luar 
wilayah Negara .Republik Indonesia sebagaimana -akan ditentukan 
oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris perseroan.* terbatas.

...: M a k s u d  d a n  t u j u a n :  - : - .

Pasal 2.
;  ♦ .  .

Maksud dan tujuan perseroan ini yalah berusaha dalam bidang:
a. perdagangan, dalam mana termasuk dagang impor, ekspor, antar 

pulau dan lokal, begitupun berusaha sebagai leveransk/distributor,
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h. perindustrian. icruums dalam jcnis-jcn:> yang dapat membantu 
Pemerintah daton'. tibanya uniuk menghemat pengeluaran devisa 
jicgara:

c. porwnkilan/kwcw’jjarj .ia r: pcruMihaan. dagang. -indusln dan lain- 
lain baik d;ci dai:::;'; r.-aiipun dari luar negeri:

d. pembangunan dengar. ;viJh':ukan >cga)a kegiatan yang lazimnya 
dilakukan oleh suai:.: :2dan ya n c bergerak dalam bidang itu. di 
amara lain:
1. memperoleh tanah-'.anah baik dari Pemerintah maupun dari 

swasta, uniuk d:o:ah menjadi siap untuk dibangun dan di atas> 
tanah-tanah tersebut membangun segala macam bangunan 
sesuai dencan tara kot  ̂dan melakukan segala kegiatan lainnya 
dalam bidang real estaie;

2. berusaha sebagai kontraktor dengan menj'eleneeanJcan segala 
macam bangunan, pembuatan jalan-jalan, jembatan-iembaian. 
saluran-salnran unu»k air leiding. aliran l;strik, irigasi dan lain- 
lain sebagainya. mengadakan pengurukan tanah;

3; -berusaha- sebagai perencana, pclaksar^ dan/atan .peneawas 
untiik proyek-proyek pembangunan sipil dan industri seria 
menjalankan usaha Consulting eiigineering; 

dan bidang-bidana lain yans baik secara langsung maupun secara 
lidak langsung mempunvai hubungan densan yans disebut d’ atas, 
satu dan lain baik untuk perhitungan perseroan scnd'ri maupun atas 
dasar komisi guna atau bersama deaoan oihak lain serta d.engan 
mengindahkan semlia peraturan dari yang berwajib.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, perseroan dapat juga me­
ngadakan kerja sama densan* ikut serta atau mempunyai kepentingan 
dalam suatu bad?.n atau usaha lain baik dari dalam-maupun-dari luar • 
nep.eri yang tujuannya sama atau sejenis dengan tuiuan perseroan ini, 
semua dengan mengindahkan izin dari yang berwajib. >

J a n g k a  w a k t u .

Pasal 3.
Perseroan ini bermulai pada tanggal diberikannya pengesahan oleh 

instansi Pemerintah yang berwenang atas aneearan dasar Ini dengan « 
mengindahkan ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal 51 dari 
Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan dan didirikan untuk lama­
nya tujuh puluh lima tahun.

PERSEHOAK TliRBATAS ] 3^Q
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P e r m o d a l a n .

PERSEROAN TERBATAS

Pasal 4.

Modal dasar perseroan besarnya Rp. 100.000.000.— (seratus juia 
rupiah) terbagi alas 500 (lima ratus) saham masing-masing «charga 
Rp. 200.000,— ¡(dua ratus ribu rupiah) nominal.

Dari modal dasar tersebut oleh para pendiri perseroan lelah diam­
bil bagian/ditempatkan dan akan disetor dengan tunai selambat-lam­
batnya pada tanggal diperolehnya pengesahan instansi Pemerintah 
yang berwenang atas an2garan dasar ini Rp. 40.000.000,— (empat 
puluh juta rupiah) atau 200 (dua ratus) saham, vaitu oleh:
a. pendiri Soehargo Gondokusumo Rp. 5.600.000,— j(lima juta enam 

ratus ribu rupiah) atau 28 (dua puluh delapan) saham.-
b. pendiri Oesman Soedargo Rp. 7.200.000,=— (tujuh juta dua ratus 

ribu rupiah) atau 36 ¡(tiga puluh enam) saham.
c. pendiri Hendro Santoso Gondokusumo Rp. 4.800.000,— (empat 

.juta delaoan ratus ribu Tupiah) atau 24 (dua pu’uh empat) saham.
d. pendte Sudiana Halim Rd. 3.200.000,— (tiga juta dua ratus ribu 

rupiah) atau 16 (enam belas) saham.
c. pendiri Hutomo Widioio Rd. 2.400 000,— (dua juta empat ratus 

ribu rupiah) atau 12 Kdua belas) saham.-
f. pendiri Mansjur Tandiono Rp. 2.400.000,— (dua juta empat ratus 

ribu rupiah) atau 12 (dua belas) saham.
g. pendiri I  Gede Subrata Rd. 2.400.000,— j(dua juta empat ratus 

ribu rupiah) atau 12 (dua belas) saham.-
h. pendiri Slamei Santoso .Gondokusumo Rt>. 12.000.000,— (dua 

belas iuta rupiah)- atau 60 )(enam puluh) saham.
Saham-saham perseroan sisanya akan dikeluarkan menurut kebu­

tuhan modal kerja pada waktu dan dengan syarat-syarat yang dite­
tapkan oleh rapat «mnm para pemegang saham sesuai deaean ke­
tentuan dalam anggaran dasar ini, asal saja penjualan itu tidak dengan 
harga di bawah pari.

Jika hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan 
maka para pemegang saham yang sudah ada diberi kesempatan ter­
lebih dahulu untuk membeli saham-saham yang akan dikeluarkan 
dalam waktu dua bulan setelah direksi memberitahukan keputusannya

4 i
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'.cniang niat pengeluaran itu dan masing-masing daripada para peme- 
«ana saham perseroan berhak membeli saham-saham tersebut mewi­
rui 'perbandingan jumlah saham-saham yang lelah dimilikinya.

»¿¡sman» yang hcn.lak membeli saham-saham ilu bukan pemegang 
•v.̂ .'trn pc;>croan tcrhi-as i r. i. maka pembeli tersebut harus mendapat 
’.••erseiujuan icricbih ¿".ivJu cari rapal umum para pemegang saham 
;.ang diaJuka:: ii!;u:r; m aksud i:u.

Saha;n-.<aha;w seluruhnya iu r  :s sudah dikeluarkan dalam waktu 
v!P ('.sepuluh) sahun terhitung sej-.k tanggal didapatnya pengesahan 
anggaran dasar ini. kecuaii jika jangka waktu itu diperpanjang oleh 
>ang oerv.ajib atas permintaan direksi.

S u r a t - s u r a i s a h a m .  
t

Pasal 5.
i

Saham-«ahani perseroan ini adalah .saham-saham alas nama.
Nama pemiliknya disebut pada setiap surat saham yang bersang­

kutan oleh direksi. " - * .  -
Untuk tiap saham diberi, sehelai surat saham, lengkap dengan tan- 

da-tanda dipiden dan {alon untuk menerima tanda-tanda dipiden baru.
Tiap-tiap saham diberi nomor urut dan ditanda tangani oleh pre­

siden direktur dan presiden- komisaris, sedang tanda-tanda dipiden 
dan talon harus mempunyai nomor yang sama' dengan nemor saham 
yang bersangkutan.

Direksi berhak sewaktu-waktu mengeluarkan surat kolektip sebagai 
bukti pemilikan atas dua saham atau lebih, dalam surat kolektip 
mana hafus disebut juga jumlah 'saham ‘dan nftmor saham-saham 
yang bersangkutan. . ’ -

Saham-saham tidak dapat dibagi-bagi.
Perseroan hanya mengakui satu orang sebagai pemilik dari satu 

saham, yaitu yang namanya terakhir tercantum pada surat saham 
yang bersangkutan.

Jika sehelai saham -beralah, karena .warisan yang belum terbagi atau 
karena sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka 
mereka bersama-sama yang mempunyai saham tersebut wajib dalam 
waktu enam bulan setelah itu menunjuk seorang di antara mereka

l ’KJtSEROAN TERBATAS
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1380 TERSEROAN TERBATAS

atau orang lain sebagai wakil mereka bersaina dan hanya wakil itij 
saja yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh 
Undang-undang kepada para pemilik dari saham tersebut.

Seorang pemegang saham menurut hukum lurus tunduk ):cnac.; 
anggaran dasar ini dan semua keputusan yang sah dari rapal unv.'M» 
para pemegang saham.

D u p l i k a t - d u p l i k a i .

Pasal 6.

Jika surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atau talon rusak dan 
tidak dapat dipakai lagi, maka oleh direksi dapat dibcnl-kan duplikat- 
duplikatnya kepada yang berkepentingan atas permintaannya tertulis.

Surat-surat aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini 
dibuat berita acara oleh direksi dan dilaporkan dalam rapat umum 
para pemegang saham yang berikut.

Jika surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atau talon hilang, maka 
atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepadanya, oleb 
direksi dapat diberikan‘duplikatnya, setelah menurut pertimbangan 
direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan-jaminan 
yang dipandang perlu oleh direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang 
khusus.

Setelah duplikat Hari surat-surat yang hilang tersebut dikeluarkan, 
maka surat-surat aslinya tidak berlaku lagi.

Pengeluaran duplikat karena surat-surat aslinya hilang harus di­
umumkan dalam sebuah surat kabar/harian atau lebih yang terbit 
dalam bahasa Indonesia dai tempat kedudukan perseroan.
' Segila biaya'- yang’ berhubungan dengan'pengeluaran duplikat-du- 

plikat itu harus ditanggung oleh yang i>erkepentingau.

B u k u  d a f t a r  s a h a m .

Pasal 7.

Untuk saham perseroan diadakan buku daftar saham di kantor 
perseroan, dalam mana dicatat nama dan tempat tinggal dari, para 
pemegang saham dan lain-lain keterangan yang dianggap perlu oleh 
direksi.

6
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Tiap-tiap perubahan tempat tinggal pemegang saham wajib diberi­
tahukan dengan surat kepada direksi.

Sciama pemberitahuan ini belum dilakukan maka semua panggilan 
J^n pemberitahuan akan dikirim pada lempat tinggal yang terakhir 
urcaiai dalam buku daftar saham.

B;:)!:: nama saham harus dilakukan berdasarkan surat pemindahan 
diianda. tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima 

pemindahan atau wakil-wakilnya atau berdasarkan surat-surat lain 
yang menurut pertimbangan direksi dipandang cukup sebagai alasan 
sah untuk pemindahan itu.

Balik nama tersebut dicatat dalam buku daftar saham maupun 
pada surat saham yang dipindahkan yang diberi tanggal dan d-itanda 
tangani oleh presiden direktur dan presiden komisaris.

Mereka hanya diperbolehkan membalik nama sualu saham jika 
dan setelah syarat-syarat untuk melakukan balik nama tersebut da­
lam anggaran dasar perseroan dipenuhi.

Terhitung sejak dilakukannya panggilan rapat umum para peme- 
gaug saham sampai dengan tanggal rapat itu. balik nama saham-tidak 
diperbolehkan. /

Direksi wajib memegang buku daftar saham dengan sebaik-baiknya.
Tiap-tiap pemegang saham berhak untuk melihat buku daftar sa­

ham tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka.

P e m c g a a g  s a h a m .

Pasai 8,

. Yang dapat memiliki dan mempergunakan hak-hak atas suatu sa.- 
bam .perseroan ani hanyalah waiganegara Indonesia atau badan yang . 
berkedudukan di Indonesia, dari b&dan mana para anggautanya atau 
para pemegang sahamnya terdiri dari orang-orang yang berkerwarga- 
negaraan Indonesia dan badan tersebut didirikan menurut Undang- 
undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada tiap-tiap surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan terba­
tas dimuat kutipan dari peraturan ini.

Jikalau suatu saham oleh karena warisan, perkawinan atau sebab- 
sebab lain pindah haknya dan jatuh, ke tangan bukan orang atau' ba­
dan yang dimaksudkan «faljmi ayat - pertama dari pasal ini, maka
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dalam jangka waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa itu orang/ 
badan ini wajib menjual saham-saham itu kepada seorang atau badar, 
yang dimaksudkan di atas demikian menurut peraturan-peraturan 
vang ditentukan dalam anggaran dasar ini; seiama ketentuan ini be­
lum terlaksana. maka suara yang dikeluarkan dalam ra::::l untuk 
saham itu dianggap r  cak sah. <cdangkan pembayaran dipider. dari 
saham itu juga dliunda.

P e m i n d a h a n  s a h a m - s a h a m .

Pasal 9.

Apabila suatu saham hendak dijual atau dengan cara lain dialih­
kan, maka pemegang sahamnya wajib menawarkan saham(*saham)nya 
itu terlebih dahulu secara tertulis kepada para pemegang saham laci­
nya. melalui direksi dengan suatu harga vang tidak lebih dari harga 
menurut ncraca perseroan terakhir yang telah disetujui oleh rapal 
umum para pemegang saham, satu dan lain dengan pengertian bahwa 

_ ' masing-masing pemegang saham berhak di* dalam waktu satu 'ouiaii 
selolah tanggal penawarannya membeli saham-saham itu sesuai de­
ngan perbandingan jumlah saham, yang telah dimilikinya.

Apabila tidak ada pemegang saham yang ingin membelinya, maka 
direkss dalam waktu satu bulan setelah itu wajib memanggil dan 
mengadakan rapat.umum para pemegang saham* untuk menentukan 
“pembelinya.

Apabila direksi lalai memanggil dan mengadakan rapat tersebut 
atau orang/badan yang ditentukan oleh zapat tersebut di dalam 
waktu tiga-puluh hari setelah ditentukan. belum membeli saham-sa­
ham itu, maka pemegang saham, yang bersangkutan bebas menjual 
saham-saham tersebut kepada pihak ketega dengan harga yang ia 
pandang cocok dengan ketentuan bahwa orang atau-badan yang ber­
sangkutan harus disetujui lebih dahulu oleh rapat umum para peme­
gang saham.

Persetujuan rapat umum para pemegang saham terlebih dahulu 
juga diperlukan untuk mempertanggungkan atau mengikat suatu 
saham..

Segala tindakan dari yang berkepentingan yang bertentangan de­
ngan apa yang telah ditentukan dalam pasal mi membawa akibar
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bahwa keuntungan atas saham-saham demikian' akan ditahan dan 
udak dibayarkan, sedang pemegang saham demikian walaupun ia 
hsrhak memberikan suara, suara-suaranya dianggap tidak sah.

P e n g u r u s.

Pasal 10.

Perseroan ini dipimpin dan diurus oleh suatu direksi yang terairi 
dari seorang direktur atau lebih di bawah pengawasan seorang ko­
misaris atau lebih, satu dan laki dengan catatan bahwa apabila di­
angkat lebih dari seorang direktur, salah seorang di antaranya dapat 
ditunjuk sebagai presiden direktur, sedang apabila diangkat lebih 
dari seorang komisaris, 'salah seorang di antaranya dapat ditunjuk 
sebagai presiden komisaris.

Yacg dapat diangkat sebagai anggota direksi dan dewan komisaris 
hanya warga negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewar ea n esa raan 
indonesianya. maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya 
lelah meletakkan jabatannya tersebut Sebagai anggauta direka dan 
dewan komisaris dapat pula diangkat badan-badan yang dimaksud­
kan dalam pasal S.

Anggauta direksi dan dewan komisaris diangkat oleh rapat umum 
para pemegang saham, untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan, 
dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum para pemegang saham 
untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Kepada anggauta direksi dan dewan komisaris dapat diberi gaji 
dan/atau tunjangan-tunjangan yang jumlah besarnya ditentukan oleh 
rapat umiim pita pemegang saham.. '

Jcka oleh sesuatu sebab terjadi -lowongan pada jabatan angga ma 
direksi dan/atau dewan komisaris, maka dalam waktu .satu bulan 
sesudah terjadinya lowongan itu harus diselenggarakan rapat umum 
para pemegang saham untuk mengisi lowongan tersebut dengan mem-; 
perhatikan ayat kedua dan ayat ketiga dari pasal ini.

Di mana-mana dalam anggaran dasar <mi disebut perkataan "direk­
si” diartikan salah seorang direktur termasuk presiden direktur; ada­
pun dengan komisaris diartikan baik presiden komisaris maupun 
Komisaris, sedang dengan perkataan-perkataan "dewan komisaris** 
diartikan segenap komisaris. <
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Selama hanya diangkat .«coranj kon)i>aris\ maka segala sc.<uaiu yans 
telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan untuk para komi­
saris atau dewan komisaris* beriak u juga baci i;omisatis umgg?.! -itu.

Prc.sidcn direktur berhak dan berwenang mewakili di rok- ‘ dan ka­
renanya mewakili perseroan di dalam dan di inar Penuadilau icniane 
.'«gala hal dan dalam segala kejadian dan berhak mengikat pcr.scroaj? 
pada pihak lain aiau pihak lain pada perseroan seru menjalankan 
segala tindakan untuk dan atas nama perseroan, baik tindakan-tin­
dakan yang bersifat pengurusan maupun tindakan-tindakan yang 
bersifat pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
a. mengadakan suatu pinjaman uang atas nama peiscronn dalam 

mana tidak termasuk penerimaan uang berdasarkan suatu kredit 
yang telah .dibuka:.

b. menggadaikan atau mempertanggungkan secara ' bagaimanapun 
juga sesuatu milik perseroan;

c. mengikat perseroan sebagai penanggung;
d.- membeli atau memperoleh secara lain atau menjual atau dengan 

cam. laan memindah «?nynlcan sesuatu barang yang tidak berge­
rak dan/atau perusahaan atas nama* perseroan;

c. mendirikan perusahaan lain atau ikut serta dalam perusahaan lain 
atas nama perseroan,

harus dilakukan oleh ptesiden direktur dengan persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan harus ‘juga ditanda 
tangani oleh' presiden komisaris atâu apabila presiden' komisaiis tidak 
ada atau berhalangan dari seorang komisaris ¿ainnya.

Masing-masing direktur membantu presiden direktur dalam pelak­
sanaan tugasnya dan mewakilinya bilamana presiden direktur tidak 
ada atau lantaran sebab apapun berhalangan, hal mana. tidak perlu 
dibuktikan terhadap pihak ketiga, adapun seorang direktur mempu­
nyai wewenang dan kewajiban-kewajiban yang sama seperti dalam 
anggaran dasar ini diberikan kepada dan ditetapkan untuk presiden 
direktur.
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D e w a n  k o m i s a r i s .

Pasal 12.

Dewan komisaris mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan di­
reksi dan b-erhak menentukan cara-cara pelaksanaan kebijaksanaan 
perseroan yang telah disetujui oleh rapat umum para pemegang sa­
ham scrla berhak juga memberi petunjuk-petunjuk kepada direksi.

Dewan komisaris mengawasi serta menjaga agar ketentuan-ketentu- 
an dalam anggaran dasar perseroan dan cara-cara pelaksanaan ke­
bijaksanaan serta petunjuk-petunjuk tersebut di atas dilaksanakan 
oleh direksi.

t

Tiap komisaris pada tiap hari kerja berhak memasuki bangunan- 
bangunan dan halaman-halaman serta tempat-tempat lain yang digu­
nakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa buku- 
buku, surat-surat dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain se- 
bagainya.. serta mengetahui semua tindakan.yang.telah dijalankan oleh, 
perseroan. * • * ' .

Direksi wajib memberi segala keterangan dan ¡'penjelasan tentang 
hal-hal yang ditanya dan yang dianggap perlu untuk pengawasan dan 
pemeriksaan itu.

Dewan komisaris dengan suara- terbanyak sewaktu-waktu berhak 
memberhentikan untuk sementara para anggauta .direksi atau salah 
seorang di antara mereka, jika mereka ini bertindak bertentangan 
dengan anggaran dasar perseroan atau melaiaikan kewajiban mereka 
atau karena hal-hal lain yang penting.

Pemberhentian sementara teisebut harus-disertai .alasan yang me­
nyebabkan tindakan itu.. . . . .

Dalam waktu satu bulan sesudah dilakukan pemberhentian semen­
tara tersebut, dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat umum 
luar biasa para pemegang saham, rapat mana akan menentukan apa­
kah anggauta direksi yang bersangkutan akan diberhentikan/ dipecat 
atau dikembalikan pada kedudukannya semula, sedang yang diber­
hentikan untuk sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dan 
membela diri

Semua dengan mengindahkan apa yang ditentukan dalam pasal 20 
ayat 1 di bawah ini.

11
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Rapat ini dipimpin olcJi ‘seorang komisaris dan jikalau t-:dak ada 
seorang komisarispun yang hadir o!ch seorang yang dipilih oleh dan 
di antara mereka yang hadir.

Jika rapat umum luar biasa para pemegang ciham itu tidak diada­
kan dalam waktu snui bulan seieiah :eri::d:nya pemberhentian semen­
tara tersebut. maka pemberhentian sementara tersebut nvenurut hu­
kum menjadi batal.

Apab:’ i semua anggauta direksi diberhentikan sementara atau bila­
mana perseroan karena sebab-sebab apapun juga tidak mempunyai 
direksi ataupun apabila semua anggauta direksi perseroan karena 
sebab apapun juga berhalangan, .pengurusan perseroan untuk sementara 
;ikan dijalankan oleh dewan komisaris yang berhak memberi kuasa 
sementara kepada salah seorang di antara mekeka aias tanggungan 
mereka.

Pengurusan ini hanya meliputi tindakan-tindakan pengurusan me­
ngenal hal-hal dan pekerjaan-pekerjaan yang .sedang belangsung, ada­
pun untuk dapat melakukan suatu tindakan yang di luar bal-hal dan 
pekerjaan-pekerjaan tersebut harus didapat persetujuan dari rapat 
umum 'luar biasa para pemegang saham lebih dahulu. •

T a h u n  buku.

Pasal 13.

Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal satu Januari sampai 
dengan tanggal tiga puluh satu Desember tiap-tiap tahun.

Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun buku-buku perseroan 
ditutup .. •

Dari penutupan buku tersebui oleh direksi dibuat neraca dan per­
hitungan laba-rugi, yang setelah diperiksa dan disetujui oleh dewan 
komisaris berikut surat-surat pertanggungan jawab tahunan lainnya 
harus sudah disediakan di kantor perseroan selambat-lambatnya em­
pat belas hari sebelum rapat umum tahunan dimulai, untuk dapat 
diperiksa oleh para pemegang saham

Dalam rapat umum tahunan yang dimaksudkan itu direksi mem­
berikan laporan tentang keadaan perseroan dan hasil-hasil yang di­
capai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai pengurus­
annya.

12
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Dalam rs.pai umum itu diajukan ncraca dan perhitungan laba-wigi 
icrsebui untuk disahkan dan ditetapkan pembagian keuntungan dan 
besarnya uipiden.

Pcr.gwNjl.̂ n ncraca dan perhitungan laba-rugi oleh rapal umum pam 
pemegang « ’jam, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan .se*

ulinya ::c-p?.da semua angsa u ta direksi atas lindakan-iindakajmya 
dalam t ih  u n buku yang lalu mengenai pekerjaan-pekerjaan icrsebui 
dalam. *'ur.::-s:jrai tahunan itu dan memberikan pembebasan kepada 
dev.an ki-.nv. r̂is alas pengawasannya selama masa itu.

R a p a l  u m u m  t a h u n a n .

Pasal 14.
t

Rapai umum tahunan para pcmcncnc «aham diadakan ilap-iiap 
tahun selanibii• lambatnya dalam bulan Juni.

Kapar urr.um Juar bia<a para pemegang saham diadakan liap kali 
jika dianggap perlu olea direksi atau seorang komisaris.

Direksi v»ajib memanggil dan'menyelenggarakan tapai umum .luar 
bia.sa atas permintaan dengan surat dan seorang pemegang saham 
2tau lebih yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya 3/i (satu per­
empat) dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan, di dalam 
surat permintaan mana harus disebutkan secara singkat hal-hal yang 
akan dibicarakan.

Jika direks! kiai uutuk menyelenggarakan rapat tersebut dalam wak­
tu satu bulan setelah permintaan itu diterima, maka yang menanda- 
tangani surai permintaan iiu berhak memanggil sendiri rapat itu atas 
biaya perseroan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam 
anggaran dasar ?ni; -dalam rapat -tersebut ketua dipilih oleh dah dari 
antara, mereka yang hadir dan* semua Sceputosan yang, diambil dalam 
rapat itu mengikat perseroan asal saja* tidak diambil bertentangan 
dengan anggaTan dasar im dan mereka yang hadir menyetujui dibi­
carakannya hal-bal tersebut

T e m p a t  d a n  p a n g g i l a n  r a p a t .
Pasal 15.

Rapat-rapat umum para pemegang saham diadakan di tempat ke­
dudukan perseroan.

rJSRSBKOAK TJBRtATAS J3$0
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Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan oleh direksi 
dengan ¡klan dalam suatu surat kabar yang terbit dalam bahasa In­
donesia di tempat kedudukan perseroan dan/atau dengan mengirim 
surat undangan dengan pos tercatat kepada alamat masing-masing 
pemegang saham yang terakhir tercatat dalam buku daftar saham ya* 
ius sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapal diadakan dan 
jika haPhal yang hendak dibicarakan itu menurut pendapat direhri 
Jurus scccra diselesaikan, maka waktu itu dapat dipersingkat sampai 
mjuh hari sebelumnya.

Dalam panggilan/undangan itu harus diberitahukan liari, tanggal, 
'jam dan tempat rapat serta dengan singkat hal-hal yang akan dibi­
carakan.

Jika semua pemegang saham hadir atau diwakili maka panggilan/ 
undangan terlebih dahulu seperti tensebui di atas ini tidak diperlukan 
ur.tuk mengadakan rapat, sedang rapat umum demikian dapat diada­
kan di mana saja di dalam wilayah Negara RepubKk Indonesia.

P i m p i n a n  r a p a t .
Pasal 16

Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara lain maka 
semua, rapat dipimpin oleh presiden, direktur dan apabila presiden 
direktur tidak ada, oleh seorang direktur lainnya dan apabila tidak 
ada seorang direkturpun yang hadir, oleh presiden komisaris atau 
saiah seorang komisaris lainnya dan jikalau tidak ada. seorang komi- 
sarispun yang hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara 
mereka yang hadir.

Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu, dibu­
atlah netulea oleh ketua -yang sebagai - penetapan, datanda . tangani 
olehnya dan oleh, seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh rapat 
dari antara mereka yang hadir dan isinya menjadi bukti yang njyata 
terhadap semua, pemegang saham.

Penanda tenganan ini tidak perlu, jikalau notulen dibuat dengan 
berita acara, notaris.

K e p u t u s a n  r a p a t  d a n  h a k  s u a r a .

Pasal 17.
Kecuali jika dalam anggaran dasar «ni ditentukan lain, maka segala 

keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak biasa.

-14
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Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak­
nya. maka undianlah yang akan menentukan jika mengetnai diri sese­
orang. sedangkan mengenai hal-hal lain dianggap ditolak.

Rapar umum para pemegang saham hanya sah dan dapat mengam­
bil kcpuiusan-kcputusan yang menekat apabila dalam rapat itu ha- 
Jir u ciwakili sccara sah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh 
; dari semua saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

dengan lidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya menge­
nai »"¿pai umum para pemegang saham sebagaimana ditentukan da- 
iam anggaran dasar perseroan.

Dai:* m rapat umum para, pemegang saham tiap saham memberi hak 
untuk mengeluarkan satu suara.

Seorang pemegang saham dapat diwakili oleh seorang pemegang 
saham lainnya atau oraing lain secara tertulis.

Para anggnuta direksi dan para, komisaris perseroan dan pada 
umumnya para pegawai perseroan tidak boleh bertindak sebagai ku- 
¿sa dalam rapat umum para pemegang saham dan terutama dalam 
pemungutan suara, suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka seba- 
cai kuasa dianggap tidak sak-

Keiua rapat berhak minta supaya surat-surat kuasa tersebut ditun­
jukkan kepadanya pada waktu diadakan rapat

Kecuali jika, rapat menentukan lain, maka pemungutan suara ten­
tang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda 
tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan.

Suara blanko dan suara yang tidak berharga dianggap tidak dike­
luarkan.

K e u n t u n g a n .

Pasal 18.

Keuntungan bersih tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam ne­
raca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh rapat umum 
para pemegang saham setelah dikurangi dengan jumlah untuk dana 
cadangan, pajak-pajak, penghapusan-penghapusan dan lain-lain hal, 
dibagi tiap-tiap tahun menurut keputusan rapat umum tahunan para 
pemegang saham.

Jika menurut pendapat direksi dengan pertambangan dewan komi­
saris, jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka atas usulnya 
rapat umum para pemegang saham dapat menentukan agar bagian

l ’EHSEROAN' TERBATAS 1380
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dari keuntungan yang dipisahkan untuk dana cadangan tersebut di­
gunakan untuk keperluan lain.

Jik:: peri i i tungau hiba-rugi suatu tahun menunjukkan kerugian yang 
tidak dapat dituiup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan 
¡i.icgal dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan Jaba-rugi dan 
Jalan’ uliun-uilmn yang akan datang pirseroan dianggap tidak mem­
peroleh laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam 
periramgan Iaba-rugi itu Idum sama sekali ditutup.

Dipiden-dipiden yang tidak diambil daJam waktu Jima tahun sete- 
iuh disediakan untuk dibayar jatuh pada perseroan.

D a n a  c a d a n g a n .

Pasal 19.

Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita 
akan tetap rapat umum para pemegang saham dapat menentukan 
agar dani itu seluruhnya 'atau sebagian, akan: digunakan -uniuk roroda« 
kerja atau keperluan lain.

Direksi mengurus dan menyimpan dana cadangan atau mengusaha­
kan agar dana itu mendapat laba, satu dan lain dengan cara yang 
dipandang baik olehnya dengan persetujuan dewan komisaris.

Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu. dimasukkan dalam 
perhitungan laba-rugi.* ‘ '

P e r u b a h a n  a n g g a r a n  d a .s a r.

• Pasal 20'. ••

Perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar inL ter­
masuk pula merubah nama, tempat kedudukan atau tujuan perseroan, 
membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan atau mem­
perpanjang lama berdirinya perseroan, memperbesar atau memperke­
cil modal perseroan )(usul untuk memperkecil modal wajib diumum­
kan oleh direksi dalam Berita-Negara dan/atau harian yang terbit 
dalam bahasa Indonesia , di tempat kedudukan perseroan untuk ke­
pentingan para kreditur) begitupun pengangkatan dan pemberhentian 
anggauta direksi dan/atau dewan komisaris hanya dapat dilakukan 
atas kekuatan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang sa­
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ham yang'sengaja diadakan untuk maksud itu, daiam rapat mana 
harus diwakili sedikit-dikitnya % (tiga perempat) dari modal yang 
•ciah dikeluarkan dan usul itu disetujui oleh sekurang-kurangnya %
> ¡iga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

Jika dalam rapat termaksud banyaknya modal yang hadir tidak 
'eperti yang ditentukan di atas, maka seccpat-ccpainya tujuh hari se­
sudah rapat iiu dapat diadakan rapat umum luar biasa yang kedua, 
Jengan syarat-syarat yang sama seperti yang ditentukan untuk rapal 
umum pertama, dalam rapat yang kedua mana dapat diambil kepu- 
tusan mengenai hal-hal yang diajukan dalam rapat pertama yang ti­
dak dapat diputuskan, asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya 34 
ftiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

Segala sesuatu itu dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib 
<cbcgitu jauh hal itu diperlukan. .

L i k w i d a s i.

Pasal 21..

Jika perseroan ini dibubarkan, maka harus dilikwidasi oleh di­
reksi di bawah pengawasan dewan komisaris, kecuali jika rapat umum 
para pemegang saham menentukan lain. Dalam rapat itu ditentukan 
juga upah para likwidatur.

Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kantor Kepanitera­
an Pengadilan Negeri di mana perseroan ani berkedudukan dan di­
umumkan dalam Berita-Negara Republik Indonesia dan/atau harian 
yang terbit dalam bahasa Indonesia di tempat kedudukan perseroan 
dengan memanggil juga para kceditur. .

Dari sisa perhkungan iakwidasi terlebih dahulu akan dibagikan 
kepada para pemegang saham jumlah pokok dari besarnya saham 
masing-masing dan sisa terakhir (sebegitu jauh ada) dibagi menurut 
cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang, saham yang 
khusus diadakan untuk keperluan itu.
• Anggaran dasar perseroan sebagaimana tersebut dalang akta ani dan 
perubahannya kalau ada tetap bedaku sampai dengan hari disahkan­
nya perhitungan likwidasi- yang terakhir oleh rapat umum para pe­
megang saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuh­
nya kepada para likwidatur.
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K e t e n t u a n  u m u m .

Pasal 22.

Hal-bal yang tidak aiau lidak cukup diatur dalam anggaran da.sar 
ini. rapat umum para pemegang yaham yans akan memutuskannya.

K e t e n t u a n  k h u s u s.

Pasal 23.

Menyimpang dari peraturan-peraturan yang ditentukan dalam pa­
sal 10 tentang cara pengangkatan para anggauta direksi dan dewan 
komisaris perseroan, maka oleh para pendiri perseroan untuk pertama 
kalinya diangkat sebagal:

Presiden direktur
Direktur :

Presiden komisaris :

Komisaris :
Pengaugkatan-pengangkatan tersebut menurut keterangan pihak-pi- 

hak yang hadir telah diterima oleh masing-masing pihak yang ber­
sangkutan dan akan diperkuat dalam rapat umum para pemegang 
saham yang pertama.

Direksi dan •
j.

baik bersama-sama maupun masing-masing dengan irii diberi kuasa 
depgan hak 'Substitusi, untuk memohon pengesahan dan instansi Pe­
merintah yang berwajib atas pendirian perseroan terbatas ini serta 
dikuasakan juga untuk mengadakan perubahan apapun dalam ang­
garan daskr perseroan terbatas tersebut yang disarankan oleh yang 
berwajib untuk memperoleh pengesahan itu untuk hal-hal terse­
but menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-keterangan, 
membuat, minta dibuatkan dan menanda yang
dianggap -perlu dan berguna „untuk menyelesaikan hal-hal tersebut 
dengan tidak ada yang dikecualikan.

18

penghadap Oesman Soedargo pribadi;
penghadan Hcndro Santoso Gondokusu- 
mo Pribadi;-
tuan Soehargo Gondokusumo tersebut di 
atas;
tuan Hutomo Widjojo tersebut di atas.
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D c m i k i a 11 1 a h a k l a i n i .

Dibuat Jan diresmikan di Jakarta, pada hani dan tanggal tersebut 
pada pemulaan akta in? di hadapan, saksi-saksi nvonya-tiyonya Tinah 
d3n S'i::;a:t:n. kedua-duanva penawai notaris dan bertempat tinggal 
di Jakarta.

Sj.cI;::; ,:k:u -¡ii o!-.v. ia;.:*.. notaris, dibacakan kepada para pengha- 
dap d;m •̂:>i*sai:.v.: icr^bu:, segera akta ini di tanda tangani oleh para 
penghadap, sikskvtks: tersebut dan saya, notaris.

Dilangsungkan dengan sepuluh gantian, lima tambahan dan satu 
coretan.

Minuta akta ini telah dilanda tangani dengan sempurna.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.
Notaris Jakarta.
P. TAMARA.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia tertanggal 9 Januari 1978 No. Y.A. 5/15/4.

Diketahui:
Direktur Jenderal Hukum 
dan Perundang-undangan;

u.b.
Direktur Direktorat7 Perdata;

. u -b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

Ny. SUBANDUAH SUBANDI. 
NIP. 040004445.
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Pada hari ini, Jum’at, tanggai 13 Januari 197$ akta ini telah didaf­
tarkan dalam buku register untuk maksud itu vang berada di Kamor 
Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 126.

Ongkos-ongkos: 
Pembukuan Rp. 1.000,— 
Upah tuJis „ 2,200,—

Jumlah Rp.- 3.200,—

Panitera,
R. SOEWITO.

2 0
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3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik IndonesiaTang- 
gal 21 September 1989Nomor:C2-8983HT.01.04.Th.89 
(Tambahan Berita Negara Nomor 2703 Tahun 1989).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Membe rikan Persetujuan atas perubahan Pasal: 2, Pasal 3 dan

Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas: PT. Taman 
Karapan Indah,NPWP. 1.307,633.1-025,berkedudukan 
di Jakarta, sesuai dengan Data Akta Pembahan Anggaran 
Dasar Perseroan tanggal 13 April 1998, yang dibuat oleh

o, SH.. berkedudukan di Jakarta.
KEDUA : chakiman ini mulai berlaku sejak

Pada tanggal 8 Oktober 1998.
. A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL' * 
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

iLb .

DIREKTUR PERDATA 
Pelaksana Harian

SASANGKA ENDRAWIDJAJA, SH 
NIP. 040028865 -

Ditctlpkandi Jakarta

2
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Tambahan Berita-Negara R.I. Tanggal 28/9 — 1999 No. 78.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 22 

ayat (l) Undang-undang No. 4 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.*

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: C2-I8180 HT.01.04-Th.98 

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan tanggal 1 Juli 1998 Noinor: 228/THI/CL/ 
MA/VII/98 dari Notaris Iniwan Soerodjo. SH yang kami 
terima tanggal 20 Juli 1998. * -

Menimbang : Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris. Akta Perubahan 
Anggaran Oasar yang disampaikan telah memenuhi syarat- 

' . syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada ke­
beratan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian 
Perseroan yang dimaksud.

Mengingat 1. Undang-undangNomor 1 Tahun 1995TentartgPerseroan 
. Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587):
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

. Nomor: M.02-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara 
Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan 
Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

1
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Doktorandus Gatot Widodo, dan Tuan Insinyur Supriadi Arham, keduanya 
. pegawai pada kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta.

Selelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saka, 
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para'saksi dan saya. 
Notaris.

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian.
Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya 
04 Dec 1997 

Notaris Jakarta,

IRAWAN SOERODJO, SH

(Dibmng meoggtfp dan memperbanyak) 
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.
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Pada hari ini Rabu tanggal 13.01.99 Perusahaan dengan akta ini telah 
didaftarkan dalam Dañar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09051802123 di Kantor Pendaf­
taran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor 3455/BH.09.05/I/99.

Kakandep Perindag Kodya Jakarta Pusat 
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan 

Dati II

SUWITO ASKAN. SMI 
NIP. 090012547.
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PERSEROAN TERBATAS 6264

Komisaris : Tuan insinyur Kuning Suria, lahir di Bagan Siapi-
api, pada tanggal duapoluh enam Agustus seribu 
sembilanratus enampuluh empat (26-8-1964), 
swasla, Waiga Negara Indonesia, bertempat tinggal 
di Jakarta Utara, TPI II Blok D nomor 9, Rukun 
Tetangga 011,Rnkun Warga 014, Kelurahan Pcja- 
galan, Kecamatan Penjaringan, Pemegang Kariu 
Tanda Penduduk (KTP) nomor 2202.59421/ 
2608640276.

Komisaris : Tuan Thomas Andri Kustianto, lahir di Bandung
pada tanggal duapuluh delapan April seribu 
sembilanratus limapuluh sembilan (28-4-1959). 
swasta, Warga Negara Indonesia, benempat ting­
gal di Jakarta Utara, Pantai Mutiara Blok A nomor 
33, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005. 
Kelurahan Pluit/Kecamatan Penjaringan. Peme­
gang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 09. 
5102.280459.0063.

11. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Tuan Doktorandus Agus 
April ijanto, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk 
memindahkan kuasa ini kepada'oiang lain yang dikuasakan untuk memohon 
persetujuan dan menyampaikan laporan atas pembahan Anggaran Dasar ini 
pada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau 
lambahan.dalam bentuk yang-bagaimanapun jugayangdiperlukan untuk 
memperoleh persetujuan dan diterimanya laporan tersebut, untuk mengajukan 
dan menandatangani samua permohonan dan dokumen lainnya, untuk me­
milih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diper­
lukan.

Demikian akta inj
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal 

seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi Tuan

Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH UI, 2009



1

6264 PERSEROAN TERBATAS

Dircklur

Kcinisaris Utama

Komisaris

di Jakarta Selatan, Jalan Ridwan 111/46, Rukun 
Tetangga 010, Rukun Warga 007, Kelurahan 
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama. 
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 
4501.16360/1103450165.

: Tuan Insinyur Suhcndro Prabowo, lahir di Madiun, 
pada tanggal sebelas Desember seribu sembilan 
ratus limapuluh dua (11-12-1952), swasta, Warga 
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta 
Barat, Taman Harapan Indah Flat C.4 Rukun 
Tetangga 014, Rukun Warga 007, Kelurahan 
Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan 
Pemegang Kartu Ihnda Penduduk (KTP) nomor 
32.05.8726/11125220147.

: Tuan Hendro Santoso Gondokusurco, lahir di 
Malang, pada tanggal enam September seribu 
sembilaniatus limapuluh (6-9-1950), swasta, Warga 
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta 
Barat, Ibman Harapan Indah Blok A nomor 21, 
Rukun TUangga002, Rukun Waiga007,Kclurahan 
Jelambar Bani, Kecamatan Grogol Petamburan. 
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 
3205.14996/0609500144.

: Tuan Walinan Siahaan, Saijana Hukum, lahir di 
Laguboti, pada tanggal duapuluh tiga Maret seribu 
sembilaniatus empatpuluh delapan <23-3-1948), 
swasta. Warga Negara Indonesia, bertempat ting­
gal di Jakarta Umur; Timan Buaran Indah M-8 
nomor 271, Rukun Ibtangga 003, Rukun Warga 
014, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit.
Pemegang Kartu Tfcnda Penduduk (KTP) nomor: 
09.5407.230348.0152.
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DATA AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN 

(Pasal 15 ayat (2) UU No. 1/1995)

: PT. TAMAN HARAPAN INDAH

PERSEROAN TERBATAS 6264

1. Nama Perseroan

2. Tempat Kedudukan perseroan

3. NPWP Perseroan
a. Nomor
b. Kantor Pelayanan Pajak 

yang mengeluarkan*

4. a. Status Perseroan 
.b. Jenis Perseroan

5. Persetujuan Departemen 
KchakimanTerakhirR.I,Tanggal 
dan Nomor Persetujuan

6. Pengumuman dalam Tambahan 
Berita Negara RI Terakhir Nomor 
danTahunPengumuman

7. Akta Perubahan 
Tanggal dan Nomor Akta

Nama dan Tempat Kedudukan 
Notaris

8. Bentuk Akta Pembahan

: Jakarta.

: 1.307.683.1-025

: Kantor Pelayanan Pajak Jakana 
Pusat Satu.

: Tertutup.
: Nonfasilitas.

: Tanggal 21 September 1989 
Nomor: CZ-8983 HT.01.04.TH.89

: Tanggal 27 Oktober 1989.
Nomor 86. Tambahan Nomor 2703

; Tanggal 4 Desember 1997.
Nomor 34.

: IRAWAN SOERODJO, SR 
di Jakarta.

: Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

rJ
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9. * Perubahan Ketentuan : Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4.

6264 PERSEROAN TERBATAS

Pasal 

Pasal 2

Semula 

Pasal 2

Maksud dan tujuan per­
seroan ini ialah berusaha 
dalam bidang:
a. perdagangan, dalam ma­

na termasuk dagang im­
por, ekspor, antarpulau dan 
lokal, begitupun berusaha 
sebagai leveransir/distri- 
butor,

b. perindustrian, terutama 
dalam jenis-jenisyar.g 
dapat membantu peme­
rintah dalam usahanya 
untuk menghemat devisa 
negara; _

c. perwakUan/keagenandari 
perusahaan dagang, in­
dustri dan lain-lain baik 
dalam maupun luar ne< 
•geri;'

d. pembangunan dengan 
melakukan segala kegiatan 
yang lazimnya dilakukan 
oleh suatu badan yang 
bergerak dalam bidang 
itu, di antara lain: ‘
1. memperoleh tanah* 

. tanah baik dari peme-

Menjadi "

Pasal 2

Perseroan didirikan un­
tuk jangka waktu tidak ter­
batas, terhitung sejak tang« 
gal sembilan Januari seribu 
sembilanratus tujuh puluh 
delapan (9-1-197g).
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PERSEROAN TERBATAS 6264

Pera turan  penutup 
Pasal 28.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar 
ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

Selanjutnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tcrscbui 
diatas menerangkan bahwa:

I. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 10 dan pasal 13 
tentang tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, maka anggota 
Direksi dan Komisaris disusun kembali menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama ItanAlimSutrisno, lalurdiMalang.padatangg.nl
satu Pebruari seribu sembilanratus empatpuluh 
sembilan (1-2*1949), swasta. Warga Negara Indo- 
nesia, bertempat tinggal di Surabaya. Darmo Garu 
Timur 2/25, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04. 
SoitoKwJjenan, Kecamatan Sukomanunggal. 
Pemegang Kaztu Tanda Penduduk (KTP) nomor 
78.14.1002.11114.

Direktur : Tuan Doktorandus Jahja Asikin. tersebut:
Direktur : Tuan Insinyur Michael Atman. lahir di Cirebon,

pada tanggal lima September seribu sembilan ratus 
tigapuluh delapan (5-9-1938). swasta. Warga 
Negara Indonesia, berteihpat tinggal di Jakarta 
Utara,- Pluit Pantai Mutiara Blok- P/37 Rukun - 
Tetangga008, Rukun Warga 05. Kelurahan Pluit. 
Kecamatan Penjaringan. Pemegang Kartu Tanda 
Penduduk- (KPT) nomor : 2204.12483/05093 

*80055.
Direktur :• Itaang Insinyur Richard Stepanus Hartono. lahir

di Purwokerto, padatanggal sebelas Maret seribu 
sembilanratus empatpuluh lims (11-3-1945). 
swasta, V&igaNegara Indonesia, bertempat tinggal
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empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan 
keputusan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh' saham 
yang ditempatkan dalam Perseroan.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar liarían mengenai 
rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lam­
bat 14 (empat belas) liari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembubaran  dan l ikuidas i  
Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan peruridang-undangan 
yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan 
keputusan Rapal Umum Pemegang Saham yang dihadiri pleh pemegang saham 
yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oeh paling sedikit 2/3 (dua per 
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dalam Perseroan.

2. Apabila Perseroan Jibubarkan, baik karena berdasarkan keputusan 
Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar bendasaikan 
penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat - 
Uinuin Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat UmumPemegang Saham 
atau penetapan Pengadilan.

.5; Likuidator wájib meiidbftarican'dslam Wg¡jib Dañar Perusahaan, meng­
umumkan dalam Berita Negara dan 2 (dua) surat kabar frarfyf» yang 
terbit atau beredar di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan 
usaha Perieroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perseroan dibubarkan.

6,- Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta 
pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disah­
kannya perhitungán likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dibe­
rikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

6264 PERSEROAN TERBATAS
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PERSEROAN TERBATAS 6264

Pasal Semula Menjadi

rintah maupun dari 
pengusaha, untuk di­
olah menjadi siap un­
tuk dibangun dan di- 
atas tanah-tanah ter­
sebut membangun se­
gala macam bangunan 
sesuai dengan tata 
kota dan melakukan 
segala kegiatan lain­
nya dalam bidang real 
estate;

2. berusaha sebagai kon­
traktor dengan menye­
lenggarakan segala 
macam bangunan, pem­
buatan jalan-jalan, jem­
batan-jembatan, salu­
ran-saluran untuk air 
leiding, aliran listrik, 
irigasi dan lain-lain 
sebagainya. mengada­
kan penguruksn ta­
nah;

•

3. berusaha sebagai pe­
rencana, pelaksana 
dan/atau pengawas 
untuk proyek-proyek 
pembangunan sipil 
dan industri serta men­
jalankan usaha con­
sulting engineering;

'
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Pasal

Pasa! 3.

Semula

yang baik secara lang­
sung maupun secara 
tidak langsung mem­
punyai hubungan de­
ngan yang disebut di 
atas, satu dan lain 
baik untuk perhitu­
ngan perseroan sen­
diri maupun atas da­
sar komisi guna atau 
bersama dengan pi­
hak lain serta dengan 
mengindahkan se­
mua peraturan dari 
yangbenvajib.

Untuk mencapai maksud 
dan tujuan perseroan dapat 
juga mengadakan kerja 
sama dengan ikut serta atau 
mempunyai kepentingan 
dalam suatu badan atau 
usaha lain baik dari dalam 
maupun dari luar negeri 
yang tujuannya sama atau 
sejenis dengan tujuan'per­
seroan ini, semua dengan 
mengindahkan izin dari 
yang berwajib.

Pasal 3.
Perseroan ini bermulai 

pada tanggal sembilan

Menjadi

Pasal 3.
1. Maksud dan tujuan 

Perseroan ialah:

8
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Pengubahan anggaran dasar tersebut hams dibuat dengan akta notaris 
dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut penguba­
han nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Per* 
seroan,'besamya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan di­
setor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan ter­
buka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia.

3. Pengubahan Anggaran Das3r selain yang menyangkut hal-hal yang 
tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung 
sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan terse­
but serta didaftarkan dalam Ŵ jib Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayal 1 konim yang ditentukan 
tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua 
puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua 
dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat per­
tama, kecuali mengenal jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lam­
bat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pang­
gilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 
seluruh saham yang ditempatkan dalam Perseroan.

5. Keputusan, mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara 
tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dala m 
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara 
luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 
7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

Penggabungan,  peleburan,  dan pengambi l a l i han
. Pasal 26.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan'perundang-undangan 
yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pcngambilalihian, hanya 
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang* 
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit'3/4 (tiga per

PERSEROAN TERBATAS f
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menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh 
Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik 
Perseroan.

Penggunaan dana cadangan  
Pasal 24.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh 
Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang» 
undangan yang berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua* 
puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup 
kerugian yang diderita oleh Perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 
20% (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebul'maka Rapat 
Umum Pemegang Saham 'dapat memutuskah agar jumlah dari dana cadangan, 
yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan 
bagi keperluan perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut 
meroperoldilaba, dengan cara yang dianggap, baik olehnya' dengan persetuju­
an Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

_ Pen.guba.han a n g g a r an d as a r -  *
- Pasal 25.

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang 
Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham, yang mewakili paling sedikit 
2/3 (dua per tiga) bagian dari selunih saham yang telah dikeluarkan yang 
mempunyai hak suara yang sah dan keputusan yang disetujui oleh paling 
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluiuh saham yang ditempatkan 
dalam Perseroan.

6264 PERSEROAN TERBATAS
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Pasal Semula

Januari seribu sembilan 
ratus tujuhpuluh delapan 
(9*1*1978) dengan meng­
indahkan ketentuan-ke­
tentuan tcrmakiub dalam 
pasal 51 Kitab Undang- 
undang Hukum Perniagaan 
dan didirikan untuk lama­
nya tujuh puluh lima tahun.

Menjadi

> Berusaha dalam bidang 
pembangunan;

- Berusaha dalam bidang 
perdagangan:

- Berusaha dalam bidang 
Industri;

- Berusaha dalam bidang 
pertambangan.

- Berusaha dalam bidang 
transportasi darat;

- Berusaha dalam bidang 
pertanian:

-  Berusaha dalam bidang 
percetakan;

-  Berusaha dalam bidang 
jasa, kecuali jasa di bi­
dang hukum dan pajak. 
1 Untuk mencapai mak­

sud dan tujuan tersebut 
diatas Perseroan dapat me­
laksanakan kegiatan usaha 
sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha- 

usaha di bidang pem­
bangunan, bertindak se­
bagai pengembang yang 
meliputi perencanaan, 
pelaksanaan dan pem­
borongan pada umum­
nya (general contrac- 
tor), antara lain pem-

9
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Pasal' Semula Menjadi

• •

bangunan kawasan pe- 
. rumahan (real estat), 

kawasan industri (indus­
trial estat), gedung-ge- 
dung apartemen, kon­
dominium, perkantoran, 
pertokoan, gedung tem­
pat parkir beserta'fa- 
silitas-fasilitasnya ter­
masuk mengegakanpem- 
bebasan, pembukaan, 
pengurugan, pemera­
taan. penyiapan dan pe­
ngembangan area! tanah 
lokasi/wilayah yang akan

■ • dibangun, serta pemba­
ngunan gedung-gedung 
jalan-jalan, taman-ta­
man, jembatan-jemba- 
tan, bendungan-ben- 
dungan, pengairan/iri­
gasi, landasan-landasan 
pemasangan instalasi- 
instalasi listrik, gas, air

•

. minum,.(elepon. air eon- 
ditioncr dan dalam bi­
dang teknik sipil, elek­
tro, mesin; 

b. Menjalankan usaha- 
usaha dl bidang per­
dagangan, yang meliputi 
perdagangan impor dan 
ekspor antar pulau/

10
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Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka 
usul ditolak.
. 9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa 
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semun 
Pemegang Saham telah diberitahu secat* tertulis dan semua Pemegang Saham 
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara temihs serta 
menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan 
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham.

Penggunaan  laba 
Pasal 23.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum da­
lam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang diten­
tukan oleh rapat tersebut.

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tbhunan tidak menentukan 
cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang di­
wajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan dibagi sebagai 
dividen.

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan 
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu 
akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam 
tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak jmendapat laba selama ke* 
rugianyang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum 
sama sekali tertutup.

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 
5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam 
dana cadanganyang khusus diperuntukkan untuk itu. •’

gang saham yangbeihak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan
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b. Dalam hai konim sebagaimana dimaksud dalam ayat ia tidak tercapai 
inaka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat lb harus dilaku­
kan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak terma­
suk tanggal panggilan dan tanggal rapat

d. Rapal kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan pa­
ling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang meng­
ikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili leb/h dari 2/3 (dua 
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

f. Dalam ha! konim rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan 
Perseroan konim ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah­
nya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang
lain dengan surat kuasa. . .

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili peme­
gang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk me­
ngeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggot2 Komisaris dan karyawan Perseroan boleh
bertindak selaku kuasa dalam rapat, namurp suara yang mereka keluarkan 
selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam ¡nian

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, apabila
ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang 
hadir dalam rapaL

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak 
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan Haî m rapat

8. .Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai 

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan setuju
2/3 (dua per tiga) jumlah seluruh saham dftngan hak suara yang sah dalam rapat, 
kccuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

6264 PERSEROAN TERBATAS
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Pasal Semula Menjadi-.

• daerah serta lokal, untuk 
barang-barang hasil 
produksi sendiri dan 
hasil produksi perusa­
haan lain, serta bertindak 
sebagai agen, Jeveransir, 
suplier, waralaba, dis­
tributor dan sebagai per­
wakilan dari badan- 
badan perusahaan-per- 
usahaan lain, baik dari 
dalam maupun luar ne­
geri, serta perdagangan 
yang oerKubungan de­
ngan usaha real estat 
yaitu penjualan dan pem­
belian bangunan-ba* 
ngunan rumah, gedung 
perkantoran, gedung 
pertokoan, unit-unit ru­
angan apartemen, ru­
angan kondominium, 
ruangan kantor, ruangan 
penokoau;

c. Menjalankan usaha- 
usaha di bidang industri, 
yang meliputi berbagai 
macam industri, antara 
lain industri .elektronika. 

' termasuk komputer, alat 
komunikasi, industri 
makanan dan minuman, 
tekstil, pakaian jadi (gar-

U
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Pasal Seinula Menjadi

men), meubel (fu rn i­
tur«), alat-alat rumah 
tangga; 

d. M enjalankan usaha-
usaha di bidang pertam­
bangan yang meliputi 
pertam bangan nikel, 
batubara, timah, emas, 
perak, batuan tambang 
yaitu marmer, granit;

c. M enjalankan usaha- 
usaha di bidang trans­
portasi darat, termasuk 
angkutan untuk barang 
maupun penum pang, 
ekspedisi dan pergu­
dangan;

f. Menjalankan usaha-usa- 
ha di bidang pertanian, 
termasuk agroindustri 
yang meliputi budidaya 
dan pengolahan pasca­
panen industri perta­
nian, peternakan, per­
ikanan darat/laut, per­
kebunan, kehutanan;

g. M enjalankan usaha- 
usaha di b idang per­
cetakan, meliputi pen­
jilidan dan penerbitan 
buku-buku.

12
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kan Rapat Umum Pemegang Saliam dapat diselenggarakan dimanapun juga 
dalam wilayah Republik Indonesia.

P i m p i n a n  dan b e r i t a  acara  
rapat  umum p e m e g a n g  s aham

Pasal 21.

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat 
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur 
Utama tidak ada aiau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu 
dibuftikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang Direktur, dalam 
hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak 
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota 
Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan 
karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 
rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir 
dalam rapaL

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya 
dilanda tangani oleh Ketua Rapat dan semua pemegang saham atau kuasa 
Pemegang saham yang hadir dalam rapat

Berita Acara Rapat tersdrut menjadi bukti yang sah terhadap semua peme­
gang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ter­
jadi dalam rapat'

t

3. Penanda tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyarat­
kan apabila Berita Acara Hapatdibuat dalam bentuk akta Nota ris. '

Korum,  hak suara,  dan k e p u t u s a n  
Pasal 22.

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri 
oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Per­
seroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini *

53

Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH UI, 2009



« I

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan me­
nyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disestai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 se­
telah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu 
diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sen­
diri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan 
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan..

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus mem­
perhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

Tempat  dan pemanggi l an  
rapat  umum pemegang saham

Pasal 20.

1. Rapal Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perse- . 
roan stsu di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ditakwlmn dengan surat 
tcicatat yang harus dBdrim paling lambat 14 (empathelas) hari sebelum tanggal 
rapat, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat 
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan 
langgal panggilan dan tanggalrapaL

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari; 
tanggal, jam, tempat dah acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa 
bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor perseroan mulai 
dari hari'dilakvkanpemanggilansampai dengan tanggal rapat diadakan.

'Panggilan Rapal Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencan­
tumkan bjlhwa laporan tahitnflg datang pasal 16
ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan.

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau 
liwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimanadimak- 
rud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam iapat itu dapat diambil ke» 
ratusan yang sah serta mengikal mengenai hal yang akan dibicarakan sedang-

6264 PERSEROAN TERBATAS
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Pasal Semula Menjadi

h. Menjalankan usaha* 
usaha di bidang jasa, 
yang meliputi persewaan 
bangunan-bangunan, 
ruangan-ruangan kantor 
dan ruangan-ruangan 
pertokoan beserta fa- 
silitas-fasilitasnya, jasa 
konsultasi manajemen, 
administrasi dan engi- 
neering, persewaan ken­
daraan bermotor, jasa 
komputasi termasuk 
pembuatan paket pro­
gram komputer (Soft­
ware), pelatihan kom­
puter, perbaikan dan 
perawatan komputer, 
(hardware), jasa pe­
nyediaan makanan dan 
minuman (catering), 
perawatan dan keber*. 
sih'an (eleaning service), 
kecuali jasa dibidang 
hukum dan pajak.

Pasal 4. Pasal 4. Pasal 4.
1. Modal dasar per- 

s e r o a n  b e s a r n y a  
Rp. 40.000.000.000,- 
(empatpuluh milyar ru-

1. Modal dasar Per­
s eroan  be r jumlah  
Rp. 400.000.000.000,00 
(empatratus milyar rupiah)

13
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Pasal Semula

piah),  terbagi atas
40.000.000 (empatpuluh 
juta) saham masing-inasing 
saham senilai Rp. 1.000 
(seribu rupiah) nominal.

2. Dari modal dasar ter­
sebut telah disetor dengan 
uang tunai sebesar
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  
(duapuluh mi Iya r rupiah) 
atau sebanyak 20.000.000 
(duapuluh juta) saham 
oleh:
a. Perseroan Terbatas PT. 

Dhannala Intiland. ber­
kedudukan di Jakarta, 
sebanyak 19.747.000 
(sembilanbelas juta tu- 
juhratus empatpuluh tu­
juh ribu) saham atau
sebesar .....................
.....Rp. 19.747.000.000,-

. (sembilan belas milyar 
tujuhratus empatpuluh 
tujuh juta rupiah).

b. Nyonya Anna Halim, 
pengusaha, bertempat 
tinggal di Jakarta, se­
banyak 253.000 (dua 
ratus lima puluh tiga ribu) 
saham atau sebesar....

Menjadi

lerbagi atas 400.000.000 
(empat ratus juta) saham, 
masing-masing saham ber­
nilai nominal Rp. 1,000,00 
(seribu rupiah).

2. Dari modal dasar ter­
sebut telah ditempatkan 
oleh para pemegang saham, 
yaitu:
a. PT. Dhannala Intiland. 

berkedudukan di Jakarta, 
sebanyak 99.747.000 
(sembilan puluh sem­
bilan juta tujuh ratus

' empatpuluh tujuh ribu) 
saham, dengan-nilai no­
minal sebesar ..........
..Rp. 99.747.000.000,00 
(sembilanpuluh sem­
bilan milyar tujuhratus 
empatpuluh tujuh juta 
rupiah);

b. Nyonya Anna Hallm, 
sebanyak 253,000 (dua 
ratus limapuluh tiga 
ribu) saham dengan nilai
nominal sebesar......
.....Rp. 253.000.000,00
(duaratus limapuluh tiga 
jutanipiah); 
sehingga seluruhnya ber­

jumlah 100.000.000 (se-

14
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b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya 
perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan 
Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan 
perubahannya selama tahun baku serta rincian masalah yang timbul selama 
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan 
persetujuan rapat

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
d. Penunjukan atau penggantian akuntan publik Perseroan, penunjukan atau 

penggantian auditor, penetapan penghapusan dan sistim amortisasi aset 
Perseroan, menetapkan atau merubah sistim pembukuan dan perpajakan 
Perseroan, penetapan anggaran dan rencana Perseroan,

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi 
ketentuan dalam Anggarari Dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 

tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab se­
penuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan 
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tinda-. 
kan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan kecuali mengenai per­
buatan penggelapan, penipuan dan lain tindak pidana maupun pelanggaran.

4; Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat 
Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang tetah ditemukan maka t 
pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham 
tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan 
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Rapa t  umum .pemegang saham luar  b iasa  •.
Pasal 19.

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa.

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat 
Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pe­
megang saham atau lebih yangbersama-sama mewaldli 1/10 (satu persepuluh) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
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2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setdah buku Perseroan ditutup. 
Direksi penyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan 
Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan 
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang 
Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang 
saliarn.

Rapal  umum pemegang sahain 
Pasal 17.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah-:
a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 18 Anggaran Dasar ini. 
b Rapat Umum Pemegang Saham ‘lainnya selanjutnya dalam Anggaran 

Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Sahain luar biasa yaitu Rapat 
Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan 
kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Sahain dalam Anggaran Dasar ini bei?Jii 

keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum 
Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

Rapat umum, pemegang sahaiu tahunan 
Easal 18. ’

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, 
paling lambat 6 (enam) oulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
a..Direksi mengajukan perhitungan tahunau yang terdiri dari neraca dan 

perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan 
atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat. *
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Pasal Semula

___ .Rp. 253.000.000,-
(dua ratus limapuluh liga 
juta rupiah).
Saham-saham perseroan 

sisanya akan dikeluarkan 
menurut kebutuhan modal * 
keija, pada waktu dan de­
ngan syarat-syarat yang di­
tetapkan rapat umum para 
pemegang saham, sesuai 
dengan ketentuan dalam 
anggaran dasar ini, asal saja 
penjualan Uu tidak dengan 
harga dibawah pari.

Jika hendak dikeluarkan 
saham-saham yang masih 
dalam simpanan maka para 
pemegang saham yang su­
dah'ada diberi kesempatan 
terlebih dahulu untuk mem­
beli sahanv*saham yang akan 

. dikeluarkan dalam waktu 2 
(dua)bulaii setelah Direksi 
memberitahukan keputii- 
sannya tentang niat pc- 

‘ngeluaran itu dan masing- 
masing dari pada para pe­
megang saham perseroan 
berhak membeli saham-sa- 
hara tersebut menunit per­
bandingan jumlah saham-

Menjadi

ratus juta) saham atau se­
besar ..........*................
.....Rp. 100.000.000.000,00 
(seratus milyar rupiah).

3. 100 % (seratus per­
sen) dari nilai nominal 
setiap saham yang telah di­
tempatkan tersebut di atas, 
atau seluruhnya berjumlah 
Rp. 100.000.000.000,00 
(seratus milyar rupiah) telah 
disetor penuh dengan uang 
tunai kepada Perseroan oleh 
masing-masing pemegang 
saham.

4. Saham-saham yang 
masih dalam simpanan akan 
dikeluarkan oleh Perseroan 
menurut keperluan modal 
Perseroan, dengan perse­
tujuan Rapat Umum Peme­
gang Saham.

_ Para pemegang saham 
yang namanya tercatat da­
lam Daftar Pemegang Sa­
ham mempunyai hak ter­
lebih dahulu untuk meng­
ambil bagian atas sah&m 
yang hendak dikeluarkan 
ini dalam jangka waktu 14 
(empat belas) hari sejak 
tanggal penawaran dila-

15
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•Pasal Semula

saham yang lelah dimili- 
cinya.

Bilamana yang hendak 
membeli saham-saham itu 
bukan pemegang saham 
perseroan terbalas ini, maka 
pembeli tersebut harus 
mendapat persetujuan ter­
lebih dahulu dari rapat 
umum para pemegang sa­
ham yang khusus diada­
kan untuk maksud Ku.

Saham-saham seluruh* 
nya harus sudah dike- 
luarkan dalam waktu 10 
(sepuluh) 'tahun terhitung 
sejak didapatnya pengesa­
han atas perubahan atas 
anggaran dasar ini, kecuali 
jika jangka waktu itu di­
perpanjang oleh yang ber­
wajib atas permintaan 
Direksi.

Menjadi

kukan dan masing-masing 
pemegang saham berhak 
mengambil bagian seim­
bang dengan jumlah saham 
yang mereka miliki (pro­
porsional).

Apabila setelah dila­
kukan penawaran ternyata 
masih ada sisa saham yang 
belum diambil bagian maka 
Direksi berhak menawarkan 
sisa saham tersebut kepada 
pemegang saham yang ma­
sih berminat.
. Apabila setelah lewat 
jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terhitung sejak 
penawaran kepada peme­
gang saham tersebut masih 
ada sisa saham yang tidak 
diambil bagian vleh peme­
gang saham, Direksi dapat 
menawarkannya kepada 
karyawan Perseroan.yang 
berminat terlebih dahulu 
dan bila setelah penawaran 
pada kaiyawan Perseroan 
itu masih ada sisa saham 
yang tidak diambil bagian 
Direksi berhak secara bebas 
menawarkan sisa saham 
tersebut kepada pihak lain.
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S. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusanyang me­
ngikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota 
Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah 
untuk mufakat

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak 
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara 
setuju lebih dari 1/2 (satu pet dua) bagian dari jumlah anggota Komisaris yangg 
hadir atau di «vakili dalam Rapat

10.a* Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) 
suara dan tambahan r  (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang 
diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara 
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal 
lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada 
keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara 
sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah 
suara yang dikeluarkan.

11. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengada­
kan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Kumisaris telah di« 
beritahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetu­
juan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani per­
setujuan terstbut

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang 
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

Tahun  buku 
Pasal 16.

1. Tahun buku Perseroan beijalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai de­
ngan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desembec.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
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Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan se­
mentara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka 
bersama.

11. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan we­
wenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam 
anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

Rapat  Komisar i s  
Pasal 15

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana diarggap perlu 
oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis se­
orang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang 
saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian 
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara sah.

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris 

secara langsung» maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima 
yang layak, sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak 
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat

4. Panggilan rapat itu harus mcncmtumkan acara, tanggal, waktu dan tem-. 
pat rapat.

5. Rapat Komisaris diadakan ditempai kedudukan perseroan atau tempat 
kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Komisaris hadir stan diwakili, panggOan terlebih 
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dima-
lapnn juga dan berhak mengambil kepHtnsanyMig Am tnangilcn»

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris 
Jtama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak peria dibuktikan 
epada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpiu oleh seorangyang 
ipilili oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakOt dalam Rapat Komisaris ha- 
•a oleh seorang aiiggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
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10. PemanggilanRUPS

11. RUPS diadakan pada 
Hari
Tanggal 
Pukul 
Tempat 
Dengan acara

tidak dilakukan karena semua pc- 
tnegang saham hadir.

Selasa 
1 Juli 1997.
09.30 • 10.00 WIb 
Jakarta
L Persetujuan dilaksanakannya 

peningkatan modal yang di* 
tempatkan dan disetor dari

* 20.000.000 (duapuluhjuta) sa- 
hamsenflaiRp.20.000.000.000,00 
(duapuluh milyar rupiah) men­
jadi 40.000.000 (empat pu­
luh juta) saham senilai 
Rp. 40.000.000.000,00 (empat 
puluh milyar rupiah) dan untuk 
itu dengan ini disetujui penem­
patan dan pengeluaran
20.000.000 (duapuluh juta) 
saham baru dengan nilai nomi­
nal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) 
per saham atau seluruhnya se-' 
nilai 20.000.000.000,00 
(duapuluh milyar rupiah), sa- 
ham-saham mana seluruhnya 
akan diambil bagian oleh PT. 
Dharmala Intiland. berkedu­
dukan di Jakarta;

H. Persetujuan untuk memper­
besar modal dasar dari 
Rp. 40.000.000.000,00 (empat-

17
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12. a. Pimpinan Rapat
b. Data Pribadi Pimpinan Rapat 

Nama Lengkap 
1 empat danTanggal Lahir 
Alamat

Jabatan

puluh milyar rupiah) yang terbagi 
atas 40.000.000 (empatpuluh 
juta) saham, masing-masing 
bernilai nominal Rp. 1.000,00 
(seribu rupiah) menjadi 
Rp. 400.000.000.000,00 (empat 
ratus milyar nipiah) terbagi atas 
400.000.000 (empatratus juta) 
saham, masing-masing saham 
bernilai nominal Rp. l.OCO.OO 
(seribu rupiah):

111. Persetujuan untuk merubah se­
luruh anggaran dasar Perse­
roan disesuaikan dengan ke­
tentuan Undang-Undang No­
mor 1 tahun 1995 mengenai 
Perseroan Terbatas.

: Direksi.

: Tuan Drs. Jahja Asikin.
: Jakarla, 25 Juni 1952.
: Pantai Mutiara Blok A nomor 12, 

RukunTetangga 008. Rukun Warga
005. Kelurahan Pluit. Kecamatan 
Penjaringan, Kotamadya Jakarta 
Utara.

: Direktur.
13. Komm Rapat dan persyaratan sahnya keputusan

a. Jumlahsahamdenganhak 
suara yang telah dikeluarkan 
oleh perseroan : 20.000.000 saham.

18
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2. 2 (dua) orang anggota Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Komisaris Perseroan memberikan persetujuan kepada Direksi 
Perseroan. }

3. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu da­
lam jam keija kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau 
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan ber- 
liak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa 
dan mencocokkan keadaan uang kas daa lain-lain serta berhak untuk menge­
tahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan 
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.

5. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara se­
orang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut benind.ik 
berten-tangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-un- 
dangan yang berlaku.

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang ber­
sangkutan, disertai alasannya.

7. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian semen­
tara itu. Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Peme­
gang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersang­
kutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan­
nya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu 
diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

8. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan 
apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan 
apabila tidak ada scorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat 
dipimpin oleh salah scorangyang dipilih oleh dan dari antara mereka yang liadi r.

Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.
9. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu. maka 
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersang­
kutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perse­
roan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara 
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
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Komisar i s  
Pasal 13.

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila di­
angkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya da­
pat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya warga negara 
Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan per- 
undang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk 
jangka waktu5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum 
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlah­
nya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Apabila oleh suatu sebabjabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam 
jangka waktu 30 (tigspuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diseleng­
garakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan 
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya 
dengan memberitahukan secara tertulis mengenal maksud tersebut kepada 
Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran. 
dirinya.

?. Jabatananggota Komisaris berakhir apabila:
u. kehilangan kcwaiganegaraan Indonesia; 
b -mengundurkan dir ŝesuai dengan ketentuan ayat 6:
c. tidak lagi memenuhi persyaratan penmdang*usdangan yang berlaku; 
d meninggal dunia;
c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum PemcgangSahara.

Tugas dan wewenang Komisa r i s  
Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam 
menjalankan Perseroan serta memberikan nasihatkiepada Direksi.
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b. Jumlah saham dengan hak suara 
yang sah yang hadir atau
diwakili dalam rapat : 20.000.000 saham.

c. Keputusan rapat disetujui : berdasarkan suara bulat.

Dengan ini kami menyatakan bahwa Data Akta Perubahan anggaran dasar 
ini adalah sesuai dengan ketentuan standar akta Mode! II. ketentuan Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan 
pelaksanaannya dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, serta 
kami teliti sesuai dengan dokumen yang telah diperlihatkan kepada kami.

Jakarta, 13 April 1998 
Notaris

IRAWAN SOERODJO, SH.

Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini sebagai dasar Surat 
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal: 8 Oktober 1998 
Nomor: C2-18180 HT.01.04.Th.98

Diketahui 
Direktur Jenderal Hukum 
dan Perundang-undangan .

u.b.
Direktur Perdata 
Pelaksana Harian

SASANGKA ENDRAW1DJAJA. SH 
NIP. 040028865

19
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Pada hari ini Rabu tanggal 13.01.99 Perusahaan dengan akta ini telah 
lidaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang 
Vajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09051802123 di Kantor Pendaf- 
aran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor 3455/BH.09.05/I/99.

Kakandep Perindag Kodya Jakarta Pusat 
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan 

Dati II

SUWITO ASKAN. SMI 
NIP. 090012547.

20
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6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama 
tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada 
pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi 
yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya 
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang me­
ngikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi 
hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk 
mufakat Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak 
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan 
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per-dua) bagian dari anggota 
Direksi yang hadiratau diwakili dalam rapat.

10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara 
dan tambahan I (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakili­
nya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara 
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal- 
hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa 
ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara 
sah dan dianggap tidak ada seria tidak dihitung dalam menentukan jumlah 
suara yang dikeluarkan.

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengada­
kan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu 
secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan menge­
nai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan ter­
sebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ke­
kuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat 
Direksi
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7. Direksi untuk perbuatan tertentu bertek pula mengangkat seorang atau 
lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekua­
saan yang diatur dalam surat kuasa.

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan 
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan de­
ngan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan di­
wakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai 
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota 
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

Rapat  Di reks i  
Pasal 12.

1. Papa« Direksi dapat diadakan'setiap waktu bilamana dipandang perlu 
oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari se­
orang atau lebih anggota Komisaris atau ataspennlntaan tertulis 1 (satu) peme­
gang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Panggiian Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak 
mewakili Direksi menurut ketentuan pasal U Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau 
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi 
dengan mendapat'tanda terimapalingiambat 14 (empat belas) hari sebelum 
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan /fon tang­
gal rapat.

4. Panggilan rapat itu hanis mencantumkan acara, tanggal waktu dan tem­
pat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat 
kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau di­
wakili. panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi 
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah 
lan mengikat.

6264 PERSEROAN TERBATAS
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LAPORAN DATA AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 
PERSEROAN

(Pasal 15 ayat (3) UU No. 1/1995)

: PT. TAMAN HARAPAN INDAH

PERSEROAN TERBATAS 6264

1. Nama Perseroan

2. Tempat Kedudukan perseroan

3. NPWP Perseroan
a. Nomor
b. Kantor Pelayanan Pajak 

yangmengelu2rkan

4. a. Status Perseroan
b. Jeais Perseroan

5. Persetujuan Departemen 
KehakimanTerakhirR.1,Tanggal 
dan Nomor Persetujuan

6. Pengumuman dalamTambalian 
Berita Negara RI Terakhir Nomor 
danTahun Pengumuman

7. AktaPerubaban 
Tanggal dan Nomor Akta

Nama dan Tempat Kedudukan 
Notaris

8. Bentuk Akta Pembahan

: Jakana.

: 1.307.683.1-025

: Kantor Pelayanan Pajak Jakarta 
Pusat Satu.

: Tertutup.
: Nonfasilitas.

: Tanggal 21 September 1989 
Nomor: C2-8983 HT.01.04.TH.89

: Tanggal 27 Oktober 1989.
Nomor 86, Tambahan Nomor 2703

: Tanggal 4 Desember 1997.
Nomor 34.

: IRAWAN SOERODJO, SH.
di Jakarta.

: Akta Pernyataan Keputusan Rapat.
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Perubahan yang dilaporkan Pasal l,Pasal5.sampaidenganPasal 
22 menjadi Pasal 1, Pasal 5 sampai 
dengan pasal 28 sesuai dengan 
Undang-undang nomor 1 ,Th. 1995. 
standar akta model II.

Semula Menjadi

Pasal lt Pasal 5 sampai dengan Pasal 1, Pasal 5 sampat dengan
Pasal 22. Pasal 28 sesuai dengan Undang- 

undang nomor l.Th. 1995. standar
nkta model II.

Pemanggilan RUPS : tidak dilakukan karena semua pe­
megang saliam hadir.

RUPS diadakan pada K
Hari Selasa
Tanggal : 1 Juli 1997.
Pukul 09.30 -10.00 WIb
Tempat • Jakarta
Dengan acara : I. Persetujuan dilaksanakannya 

peningkatan modal yang di« 
tempatkan dan disetor dari 
20.000.000(duapuluh juta) sa- 
ham senilai Rp.20.000.000.000,00 
(duapuluh milyar rupiah) 
menjadi 40.000.000 (empat 
puluh juta) saham senilai 
Rp. 40.000.000.000,00 (empat 
puluh milyar rupiah dan untuk 
itu dengan ini disetujui penem­
patan dan pengeluaran
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lain dan pihaklain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik 
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pem­
batasan bahwa untuk:
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk 

mengambil uang Perseroan di bank).
b. mendirikan suatu usaha baru atau turiit serta pada perusahaan lain baik di 

dalam maupundiluar negeri;’
c. bertindak sebagai pemberi jamlnan (corporatequaianlor);
d. membuat penjanjian atau kesepakatan dengan pihak lain, antara lain sewa 

menyewa;
e. untuk memperoleh dan/atau menjual/mengalihkan dan/atau mempertang­

gungkan, menggadaikan,alau menjaminkan barang tidak bergerak maupun 
bergerak, berwujud maupun tidak berwujud milik Perseroan yang tidak 
termasuk dalam ayat 4 pasal ini;
haius dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dan/atau akta akta yang 

berkenaan turut dilanda tangani oleh Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak etau menjadikan 

jaminan utang seluruh atau sebagian besar haita kekayaan Perseroan dalam 
1 (satu) tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang 
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat per* 
setujuan Rspat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para 
pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (dga per empat) bagian dari 
jumlah seluruh saham denganhak suara yang sah dan disetyjui oleh paling 
sedikit 3/4 (dga per empat) bagian dari jamlah seluruh saham dengan hak suara 
yang sah dalam rapat

5. Perbuatanhukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan ‘ 
utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana di­
maksud dalam ayat 4 w ĵib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan Perseroan paling 
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum ter­
sebut

6. DirekturUtamaatau2(diia)oranganggotaUireksibersama-samaberhak 
' dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan. '

PERSEROAN TERBATAS * 6264
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4. Para anggoia Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlah* 
nya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut 
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam 
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, haius diselenggarakan 
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memper­
hatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lo­
wong maka dalam jangka walau 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan 
tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk meng­
angkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.*

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diridari jabatannya de­
ngan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada 
Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran 
dirinya. • ’• „ •

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
i. kehilangan kewatganegaraan Indonesia;
>. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7: 

tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangsn yang berlaku;
1. meninggal dunia;
1. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas dan wewenang Di reks i  
Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam mdahanaimn tugasnya un­
ik kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung 

wab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang- 
tdanganyangberiaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan ten- 

ng segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak

6264 PERSEROAN TERBATAS
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20.000.000 (duapuluh juta) 
saham baru dengan nilai nomi­
nal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) 
per sahatn atau seluruhnya se­
nilai 20.000.000.000,00 
(duapuluhmilyarnipiah), saham- 
saham mana seluruhnya akan 
diambil bagian oleh PT. Dliar- 
mala Intiland, berkedudukan di 
Jakarta:

II. Persetujuan untuk memper­
besar modal dasar dari 
Rp. 40.000.000.000,00 (empat- 
puluhm3yarnipiah)yangteibagi 
atas 40.000.000 (e&patpuluh 
juta) saham, masing-masing 
bernilai nominal Rp. 1.000,00 
(seribu rupiah) menjadi 
Rp.400.000.000.000,00(empat 
ratus miiyar rupiah) teibagi atas 
400.COO.OQO (emp&tsatus juta) 
saliam, masing-masing saham 
bernilai nominal Rp. 1.000,00 
(seribu rupiah);

III. Persetujuan untuk meiubah se- . 
!umh anggaran dasar Perse­
roan disesuaikan dengan ke­
tentuan Undang-Undang No­
mor 1 tahun 1995 mengenai 
Perseroan Terbatas.

12. a. Pimpinan Rapat : Direksi,
b. Data Pribadi Pimpinan Rapat

Nama Lengkap : TuanDrs.JahjaAsikin.
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta. 25Juni 1952.
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Alamat : Fantai Muliara Blok A nomor 12,
RukunTetangga OOS. Rukun Warga
005, Kelurahan Pluit, Kccamatan 
Penjaringan, Kotamadya Jakarta 
Utara.

Jabatan : Direktur.

13. Korum Rapat dan persyaratan sahnya keputusan

a. Jumlah saham dengan hak 
syarayang telah dikeluarkan 
oleh perseroan

b. Jonilah saham dengan hak'suara 
yang sah yang hadir atau 
diwakili dalam rapat

c. Keputusan rapat disetujui 
U, Keterangan lain

A. Pasal-pasal yang tidak sesuai dengan standar akta model II adalah 
sebagai berikut :

Pasal 11
3. Direksi berhak mev/akili Perseroan di daiam dan. diluar Pengadilan 

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan 
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala 
tindakan, baik yang mengenai kepengurusnn maupun kepemilikan, akan

• tetapi dengan pembatas bahwa untuk:
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak 

termasuk mengambil uang Perseroan di bank).
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut scrla pada perusaliaan lain baik 

di dalam maupun diluar negeri;
c. bertindak sebagai pemberi jaminan (corporate quarantor);
dL membuat perjanjian atau kesepakatan dengan pihak lain, antara lain 

sewa menyewa;

20.000.000 saham.

20.000.000 saham, 

berdasarkan suara bulat.
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7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 3 berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya 
jangka waktu yang dimaksud dalam ayal 4.

8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain hanya dapai 
dilakukan satu kali.

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ke­
tentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan 
hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham li* 
dak lagi menjadi milik Warga Negara Jndonesia atau badan hukum Indonesia 
atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan 
Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang at2u badan hu­
kum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham 
itu kepada seorang Waiga Negara Indonesia atau suatu badan, hukum Indo­
nesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayal 11 pasal ini belum dilaksanakan, 
maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk 
saham itu dianggap tidak sah, sidangkan pembayaran dividen atas saham 
itu ditunda.

. D i r e k s i  
Pasal 10.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari se­
orang Direktur stau lebih, apabila diangkat-leblh dari seorang Direktur.maka 
seorang diantaranya d2pat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara 
Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undang- 
an yang berlaku.

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, 
masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) , tahun dengan tidak mengu­
rangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu • 
waktu.
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4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat
tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan» maka segala panggilan dan pem­
beritahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat 
pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Peme­
gang Saham dan Dañar Khusus sebaik-baücnya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan 
Dañar Khusus pada waktu jam keija Kantor Perseroan.

Pemindahan hak atas  saham 
Pasal 9.

! . Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak 
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindah­
an atau \vakit mereka yang sah.

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinan­
nya disampaikan kepada Perseroan.

3. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawar- 
kan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menye­
butkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada 
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut

4. para pemegang sahám lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan 
dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari' sejak tanggal penawaran sesuai «fengin 
peri ntoanganjimüah saham yang dimiliki masing-masing.

*
5. Perseroan ŵ jib menjamin bahwa semua sahamyang ditawarkan sebagai­

mana dimaksud dalam ayat3 dibeli dengan harga yang w ĵar dan dibiar tunai 
lalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.

6. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan 
¿bagaimana dimaksud dalam ayat 5 pemegang saham dapat menawarkan dan 
nenjual sahamnya kepada kaiyawan mendahului penawaran kepada pihaklain 
engan haiga dan persyaratan yang sama.

6264 PERSEROAN TERBATAS

40

Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH UI, 2009



c. untuk memperoleh dan/atau menjual/mengalihkan dan/atau memper­
tanggungkan, menggadaikan atau menjaminkan barang tidak bergerak 
maupun bergerak, berwujud maupun tidak berwujud milik Perseroan 
yang tidak termasuk dalam ayat 4 pasal ini; 
hanis dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dan/atau akta akta 

yang berkenaan turut ditanda tangani oleh Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau 

menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan 
Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa 
transaksi yang berdiri sendiri ataupunyang berkaitan satu sama lain hanis 
mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau 
diwakili para pemegang sahamyang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per 
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan 
disetujui oleli pating sedikit 3/4 (ti ga per empat) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sal» dalam rapat.

6. 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama bcrliak dan berwenang 
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Pasal 12
9.' Keputusan Rapat Direksi harus diambil bcrdasarkpninusyawarah- 

untuk’mufakat Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk 
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara 
berdasarkan suara setitfu paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian 
dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat

Pasal 14
2. 2 (dua) orang anggota Komisaris berhak dan berwenang bertindak 

untukdan atas nama Komisaris Perseroan memberikan persetujuan kepada 
Direksi Perseroan.

Pasal 15
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah 

untuk mufakat Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk 
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara 
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 
anggota Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat.

PERSEROAN TERBATAS .6264.
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Pasal 18

* 2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan 

perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta pen­
jelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya 
perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan 
Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan 
perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul 
selama’ tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk 
mendapatkan persetujuan rapat. ••

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
dL Penunjukan atau penggantian akuntan publik Perseroan, penunjukan 

atau penggantian auditor, penetapan penghapusan dan sistim amor­
tisasi aset Perseroan, menetapkan atau merubah sistim pembukuan 
dan perpajakan Perseroan, penetapan anggaran dan rencana Perseroan,

e. Dapat diputuskan hal-hai lain yang telah diajukan dengan tidak 
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang 

Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas 
pengurusan dan pengawasan yang lelah dijalankan selama tahun buku 
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan 
kecuali mengenai perbuatan penggelapan, penipuan dan lain tindak 
pidana maupun pelanggaran.

Pasal 21
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya 
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan semua pemegang saham aiau kuasa. 
Pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua 
pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu 
yang teijadi dalam rapat.

26

Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH UI, 2009



PERSEROAN TERBATAS 6264

2. S urat'saham sebagai mana di maksud dalam ayat L kemudian dihapuskan 
dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pe­

megang Saham berikutnya..

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berke­
pentingan. Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurui 
pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang 
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka aslj surat sa­
ham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surai saham itu ditanggung 
oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini,, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pe­
ngeluaran pengganti surat kolektif saham.

D a f t a r  p e m e g a n g  .s ah  ain dan d a f t a r  khus us
Pasal 8.

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dnn 
Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam DaftarPemegang Saham itu dicatat:
a. nama dan alamat para pemegang saham;
b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham
• yang dimiliki para pemegang saham.
c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
cL nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadn i 

. atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham 
anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/ 
atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
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6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Ang­
garan Dasar dan kepada semua Jceputusan yang diambil dengan sah dalam Ra­
pal Umum Pemegang Saham serta peraturan perandang-undangan yang ber­
laku.

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

Surat  saham 
Pasal 6.

I. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
1 Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap.saham diberi sehelai 

surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bulai pemilikan 2 (dua) 

atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: 

a*. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat saham:
c. Tanggal pengeluaran surat saham:
d. Nilai nominal saham:

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
Nama dan alamat pemegang saham;

x Nomor surat kolektif saham;
.Tanggal pengeluaran surat kclektifsaham;.

). Nilai nominal saham:
Jumlah saham;
6. Surat 'saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh Dirdcsi.'

Penggant i  . surat  saham 
Pasal 7.

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas per- 
lintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham 
mgganti.

6264 PERSEROAN TERBATAS
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Pasal 22.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat 

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ter­
capai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara .berdasarkan 
suara setuju 2/3 (dua per tiga) jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 
sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, 
maka usul ditolak.

Pasal 25
I. Pengubahan Anggaran Oasar ditetapkan oleh Rapat Umum Peme­

gang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham, yang mewakili paling 
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan 
yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan yang disetujui oleh 
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang 
ditempatkan dalam Perseroan.'

Pengubahan angganut dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris 
dan dalam bahasa Indonesia.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayal 1 korum yang 
ditentukan tidak tercapai; maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling 
lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diseleng­
garakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang 
diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan 
harus dilafalkan paling lambat7 (tujuh) hari sebelum tapat kedua tersebut 
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dankeputusan disetujui 
2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dalam Per­
seroan.

Pasal 26
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya 
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga 
per einpat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
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' dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari 
jumlah seluruh saham yang ditempatkan dalam Perseroan.

Pasal 27
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan ber­
dasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh 
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian 
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh 
paling sedikit 2/3 (dua per liga) bagian dari jumlah seluruh saham yang 
ditempatkan dalam Perseroan.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berdasarkan keputusan 
Rapat Umum Pemegang Sahamatau karena dinyatakan bubar berdasarkan 
penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.
B. Pasal-pasal dalam standar akta model II yang tidak dicantumkan 

adalah sebagai berikut:
Pasal 12

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka 
kelua Rapat Direksi yang akan menentukan.

Pasal 15
10. .Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka ketua 

Rapat Komisaris yang akan menentukan.

Dengan ini kami menyatakan bahwa Laporan Data Akta Perubahan anggaran 
dasar ini adalah sesuai dengan ketentuan standar akta Model H, ketentuan 
Undang-Undang Nomor ! Tahun 1995 tentang Pcrseioan Terbatas beserta 
peratu-ran pelaksanaannya dan Peraturan Perundang-undangan lain yang 
berlaku, serta kami teliti sesuai dengan dokumen yang telah diperlihatkan kepada 
kami.

Jakarta, 13 April 1998 
Notaris

IRAWAN SOERODJO, SH.
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Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Dañar Pemegang 
Sa-ham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian alas saham 
yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak 
tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak 
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki 
(proporsional). '

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa sahain yang 
belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut 
kepada pemegang saham yang masih berminat.

Apabila setdah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak 
penawaran kepada pemegang sahara tersebut masih ada sisa saham yang tidak 
diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi dapat menawarkannya kepada 
karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila selelah penawaran 
pada karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil 
bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada 
pihak lain.

. Saharn 
Pasal 5. .

1. Scmun saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas 
nama.
. Z  Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah 

V/aiga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai 

pe-milik dari satu saham.
• 4. Apabila sahamkaTena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka 

mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang 
diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang 
ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang 
diberikan oleh hukum atas saham tersebut

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 dia tas belum dilaksanakan, maka para 
pemegang sahara tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat 
Umum Pemegang Sahara, sedangkan pembayaran dividen untuk sahara itu 
ditangguhkan.
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perbaikan dan perawatan komputer (haidware), jasa penyediaan makanan 
dan minuman (catering), perawatan dan keber-sihan (dcaning servioe), kecuali 
jasa dihidang hukura dan pajak.

Modal 
Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan begumlah Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus 
lyar rupiah) teibap atas400.000.000 (empat ratusjuta) saham, masing-masing 
um ber-nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham, 
tu:
PT. Dharmala Intiland, berkedudukan di Ja­
karta, sebanyak 99.747.000 (sembilan puluh 
•»cmbilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh
ibu) saham, dengan nilai nominal sebesar__  Rp. 99.747.000.000,00
sembilanpuluh sembilan milyar tujuhratus em-
otpuluh tujuh juta rupiah);
iyonya Anna Halim, sebanyak 2S3.000(dua
uus lima puluh tiga ribu).saham, dengannilai
ominal sebesar... 253.000.000,00
lua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
■hingga seluruhnya belumlah 100.000.000
tusjuta) sahamatau sebesar-----  --- Rp.' lOO.OOO.OOO.OOO/iO
tus milyar rupiah).
100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap «figm yang di* 
atkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000.000,00 
:us milyar ntpiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Per- 
n oleh masing-masing pemegang saham.
Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh 
roan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat 
a Pemegang Saham.

264 PERSEROAN TERBATAS
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Laporan Perubahan Anggaran Dasar Telah Diterima Dan Dicatat Tanggal: 
8 Oktober 1998 Nomor: 0-18179 fIT.0L04.Th.9S.

DirckturPerdata 
Pelaksana Harian

SASANGKA ENDRAWIDJAJA, SH 
NIP. 040028865

Pada barí ini Rabu tanggal 13.01.99 Perusahaan dengan akta ini telah 
didaftarkan dalam Dañar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09051802123 di Kantor Pendaf­
taran' Perusahaan KoJya Jakarta Pusat Nomor 3455/BH.Ü9.05/1/99.

Kakandep Perindag Kodya Jakarta Pusat 
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan 

Dati'II

SUWlTO ASKAN. SMI 
NIP. 090012547.
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wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung-gedung, jalan- 
jalan, taman-taman^ jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/ 
irigasi, landasan-landasan pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas. air 
minum, telepon, air conditioner dan dalam bidang teknik sipil, elektro, 
mesin;

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perda­
gangan impor dan eksporantarpulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang 
hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak 
sebagai agen, leveransir, suplier, waralaba, distributor dan sebagai per­
wakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam 
maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha 
real eslat yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, 
gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, 
ruangan kondominium; ruangan kantor, ruangan pertokoan:

c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam
industri, antara lain industri elektronika, termasuk komputer, alat komuni­
kasi. industri makanan dan minuman, tekstil pakaian jadi (gar-men). mcubcl 
(fumiturc), alat-alat nimahtangga: .  . . .

d. Menjalankan usaha-usaliadi'bidangper-tambanganyang meliputi penam­
bangan nikcl. batubara, timah, emas, perak, batuan tambang yaitu marmer, 
granit:

e. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat, termasuk angkutan 
untuk barang maupun penumpang, elcspediri dan pergudangan;

f. Menjalankah usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk agroindustri 
yang meliputi budidaya dan pengolahan pascapanen industri pertanian, 
peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, kehutanan:

' g. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, meliputi penjilidan dan 
penerbitanbuku-buku *

h. Menjalankan usaha-usaha d i bidang jasa, yang meliputi persewaan
. bangunan-bangunan, ruangan-mangan kantor dan- ruangan-ruangan per­

tokoan beserta fasilitas-iasilitasnya, jasa konsultasi manajemen, dan 
administrasi,  persewaan kendaraan bermotor, jasa komputasi termasuk 
pembuatan paket program komputer (Software), pelatihhan komputer.
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2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di 
dalain maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetap* 
kan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.

Jangka waktu be rd i r i nya  pe r se r oan  
Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, terhitung sejak 
tanggal sembilan Januari seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan (9-1-1978)

Maksud dan tujuan ser ta keg i a t an  usaha  
Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
- Berusaha dalam bidang pembangunan:
-  Berusai» dalam bidang perdagangan:
-  Berusaha dalam bidang Industri;
-  Berusaha dalam bidang pertambangan.
- Benisaha dalam bidang transportasi darat:
-  Berusaha dalam bidang pertanian:
-  Berusaha dalam bidang percetakan;
-  Berusaha dalam bidangjasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.. .

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat 
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai 

pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan 
pada umumnya (g&teral contractor), antara lain pembangunan kawasan 
perumahan (real estat), kawasan industri (industrial estat), gedung-gedung 
apartemen, kondominium] perkantoran, pertokoan, gedung tempat parkir 
beserta fesilitas-lasiliiasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, 
pengurogan. pemerataan. penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/
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PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT 
PT. TAMAN HARAPAN INDAH 

Nomor: 34

Pada hari ini, Kamis, tanggal ciujwt Desember seribu seinbilanratus sembilan 
puluh tujuh (4*12-1997).

Hadir diliadapan saya, Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, 
dengan dUiadiri oleh para saksi yang telah dikenai oleh saya, Notaris dan nama- 
namanya akan disebutkan pada bahagian akhirakta ini:

Tuan Doktorandus Jahja Asikin. lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh 
lima Juni seribu seinbilanratus limapuluh dua (25-6-1952), swasta, Warga 
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pantai Mutiara Blok A 
nomor 12, RukunTetanggaOOS, Rukun Warga 005. Kelurahan Pluit, Kecamatan 
Penjaringan.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor09.5102.250652.0007.
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku 

Direktur, yang mendapat kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar 
Biasa, yang diadakan pada tanggal satu Juli seribu sembUanratus* sembilan 
puluh tujuh (1-7-1997):

dari dan demikian, sah mewakili perseroan terbatas PT.' T a m a n  
Harapan Indah, berkedudukan di Jakarta, yang perubahan seluruh ang­
garan dasar berikut perubahannya telah diumumkan* dalam Berita Negara 
Republik Indonesia, tertanggal; .

dua puluh sembilan Agustus seribu sembilanratus delapan puluh enam (29- 
8-1986). nomor 69, Tambahan nomor 1040:

duapuluh tujuh Oktober seribu sembilanratus dclapanpuluh sembilan (27-
10-1989), nomor 86t Tambahan nomor2703;

susunanpemegangsaham terakhir termuat dalam Berita AcaraRapat Umum 
Pemegang SatiamLuar Biasa, yang dibuat dibawali tangan, bermeterai cukup, 
tertanggal ;limabe!as .Nopcmber seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (15-
11-1991);; ." v

dan susunan pengurus terakhir termuat dalam akta yang dibuai dihadapan 
Paulus Widodo Sugeng Haryono, Sarjana Hukum. Notaris di Jakarta, tertanggal
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duapuluh empat Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (24-7-1-996), 
noinor 131; (untuk selanjutnya disebut Perseroan);

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu 

menerangkan:
Bahwa pada .tanggal satu Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh 

(1-7-1997), bertempat di Jakaita, pukul 09.30 WEB (sembilan lewat tigapuluh 
menit Waktu Indonesia .Barat) sampai dengan pukul 10.00 WIB (sepuluh 
Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang 
Sah^m Luar Biasa, yang notulennya bermeterai cukup, dilekatkan pada 
minuta akta ini; (untuk selanjutnya cukup disebut Rapat);

Sesuai dengan ketentuan pasal 1*6 ayat I anggaran dasar Perseroan. Tiian 
Jahja Asikin, yang bertindak dalam jabatannya selaku Dizektur Perseroan, 
membuka Rapat selaku ketua Rapat, dan selanjutnya menerangkan;

Bahwa diddam Rapat telah hadir para pemegang saham Perseroan yang 
bersama-sama memiliki 20.000.000 (duapuluh juta) saham yang meiupakan 
seluruh saham yang dikeluarkan dan ditempatkan oleh Perseroan sampai 
dengan saat diadakannnya Rapat tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan 
pasal 15 ayal 4 anggaran dasar Perseroan. Rapat tersebut adalah sah dan dapat 
mengambil keputusan yang mengikat meskipun tidak dilakukan panggilan 
Rapat terlebih dahulu.

Bahwa didalam Rapat tersebut, surat-surai saham tidak dapat diperlihatkan 
karena belum dicetak, akan tetapi Ketua Rapat menjamin bahwa susunan, 
pemegang saham dan hak suara sebagaimana diuraikan diatas adalah sesuai 
dengan daftar pemegang saham Perseroan.

Sehubungan dengan hal-ltal yang telah diterangkao-diatas maka penghadap 
dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tessdbut diatas, menyatakan 
bahwa dalam Rapat tersebut telah mengambil keputusan dengan suara bulat 
sebagai berikut:

L Menyetujui dilaksanakannya peningkatan modal yang ditempatkan 
dan disetor dari20.000.000 (duapuluh juta) saham senilai Rp.20.000.000.000,00 
(dua puluh mllyar mpiah) menjadi40.000.000 (empat puluh juta) saham senilai 
Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh nulyar mpiah); dan orituk itu dengan ini 
disetujui penempatan dan pengeluaran20.000.000 (duapuluhjuta) saham baru

6*204 PERSEROAN TERBATAS

32

Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH UI, 2009



dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per saham atau seluruhnya 
senilai Rp. 20.000.000.000,00.(duapuluh milyar rupiah), saham-saham mana 
seluruhnya akan diambil bagian oleh PT. Dharmala Intiland, berkedudukan di 
Jakarta;;

Sehubungan dengan penempatan saham-saham tersebut maka susunan 
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
-  PT. Dharmala intiland: 39.747.000 (tigapuluh sembilan juta tujuhrstus empai 

puluh tujuh ribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 39.747.000.000.00 
(tigapuluh sembilan milyar tujuhratus empatpuluh tujuh juta rupiah);

-  Nyonya Anna Halim: 253.000 (daaratus limapuluh tiga ribu) saham, dengan 
nilai nominal sebesar Rp. 253.000.000,00 (duaratus limapuluh tiga juta ru­
piah);
1L Menyetujui untuk memperbesar modal dasar dari Rp. 40.000.000.000.00 

(empatpuluh milyar rupiah), yang terbagi atas 40.000.000 (empatpuluh juta) 
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), 
menjadi Rp. 400.000.000.000,00 (empatiatus milyar rupiah), yang terbagi atas
400.000.000 (empatratus juta) saham, masing-masingsahambemilai nominal 
Rp. 1000,00 (seribu rupiah); . . .

Dari peningkatan modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor penuh lagi 
sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enampuluh milyar rupiah). yang terbagi atas
60.000.000 (enampuluh juta) saham yang diambil bagian dan disetor penuh 
seluruhnya oleh: PT. Dharmala Intiland: 60.000.000 (enampuluh juta) saham, 
senilai Rp. 60.000.000.000,00 (enampuluh milyar rupiah).

m. Menyetujui untuk menibah seluruh anggarandasar-Perseroan disesuai­
kan dengan ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1995, mengenai Per­
seroan Terbatas.

Sehingga untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan, tertulis dan berbunyi 
sebagal berikut:

Nama dan tempat  kedudukan 
Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. Taman Harapan Indah 
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), 
berkedudukan di Jakarta.

PERSEROAN TERBATAS 6264
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R E P U B L I K  I N D O N E S I A  

D E P A R T E M E N  P E R D A G A N G A N

S U R A T  I Z I N U S A H A  P E R D A G A N G A N  ( S I U P )

n o . s i u r  : 19J5 9 ......../E /ost-o i/fr:« / i  / ¿z .

NAMA PERUSAH AAN  

A LAM AT K AN TOH PERUSAHAAN

'•lAMA PEM ILIK/PENANGGUNG JAW AB 

A LA M A T  PEM ILIK/PENANGGUNG 

JA W A B

I/
; ¿i-

NOMOR PO KOK W A JIB  PA JA K  (NPWP) 

G O LO N G A N .U SA H A  

B IDANG USAHA  

JEN IS  K EG IA TA N  USAHA

P . T. IA H U/t .1 l  '. ',.ju  ; :

2,2 P U S i i T .

NO. TELP ...................................................NO. T E LE /

I R . MI CH A Eh vATI.IAH — ■

J L .  P v jr i i ’-j i  L 'x I  „.7^ / J . ,

...............................
NO. TELP. .„» .i...........................................................

1 .  307 . 6^3....1.... r.... ’¿2.........
I ' '̂i'CU ort i'L̂  « » t K ......... ...... .

P x'j LtlJh  Ur i i *“ G .H l '  _i.T - '

pdltiAnCm It xJi\  ...... .j y Ji:i

’ j.. JIS BA RA N G /JA SA  DAGANGAN 

UTAM A

s.LAl' T i i l i i ' »iXi-u \ *-/ —i- 
JIIIC,-, oI^ivUh^UT j ~ ' * n ‘i’V*’*'* 

C/t j)i\i'iGNYjl ¿BJii'iJiii .<; i . , \3~~ ~ j/.".

.................................................................
SU R A T  IZIN USAH A  PliRD/vGANGAN (S I'JP ) INI DERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN 

-RD AG AN G AN  DI SELU RU H  W ILAYAH REPUBLIK INDONESIA SELAMA PEF-J5ArAA\ V .A S :- 

M EN JA LA N K a N KEG IATAN  USAHANYA .

D IKELUARKAN DI 

. \DA TANGGAL 1 M A V 1235

0700^2511
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V ^ *  KEPUTUSAN
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor qq- tq /IMB / 0̂34
tentang

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(S. KOMPIEK TAMAM SEMAN“N ir-C«vH R C«  -A. RURw: KtipURl Ky>A^-KfC.CEfc^RE| fG.;y«^ABlA B*R*J .

' v /  GUBER>iuH. PROPINSI'DAERAH'KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

M E M B À C A

MENIMBANG

MENGINGAT

MENETAPKAN

in ûpan-Ponggunaan Bangunan dari:Permohonan.!.
Nama
Alnmnl . »ISMA OHARMALA SAKTI LT.4/ JLJEND.SUOiRMA!; taV X' RI/R*- 

V-! I'ARET. Kfr:.TAMA.M AP^KS. Wl JAKARTA P'.1? AT

yang tercatat dengan nomor 00000 /PIMB-PB/ £ / *Ck*1
Untuk ♦ Mew*™0AH C,AH MEmuBAH BANGUNAN. hunian 6 r A&UVA.. .(WuO)
T I krfl . KQMPlEK TAMAN «FMAAMN INDAH BLOK-A RURW'

°  * KflOURI KOSAMOI. K*: CENGKARENG. Wl jAK*(iTA t»*«>AT

tanggal

t 1.

2.
3.

4.

bahwa aesual dengan ketentuan yang berlaku, aetlap kegiatan membangun dl Daorah Khusus Ibukota Jakarta harus 
memtilid Izin Mendirikan Bangunan.
bahwa aetelah menilai Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut dl atas, maka torhadap pormohonnn Izin ynng 
dimaksud dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan dengan koputusan Gubernur Propinsi Oaerah Khusus Ibukota Jokaita.
Peraturan Oaerah, Oaerah Khusu9 Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1091 tentang Bangunan dalam wilayah Oaornh 
Khusua Ibukota Jakarta.
Peraturan Oaerah, Oaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Oaerah.
Peraturan Oaerah; OaeratrKhusu6 ibuko'.e-Jakarta Nomof-8-Tahun 1909-toniangJ3oncana Tata Ruang Wll; /n h 
Oaerah Khusua Ibukota Jakarta...
Peraturan Daerch. Propinsi Oaerah Khusus tbukota Jakarta No. 3 Tahun 2001, tenteng Bentuk Susunan Omanlsasl dan 
Tata Korja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daorah Propinsi Daorah Khusus Ibukota Joknnn. 
Keputusan Gubernur Propinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pomltungnn 
Retribusi Pengawasan Pembangunan Kota.
Keputusan Gubornur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000, tentang Tata Cnro 
Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan, dan Kelayakan Monggunakan Onrtnunan dl 
Propinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMPERHATIKAN :
1 IMBI.AMA NOMOR (U?(WIMB/I»7 • «ViooAJ. i j d i  :Dir
2 KETERANGAN RENCANA KOTA NOMOR 150W3SB/.8/KI/20Û)
3 PERPAHW  SIPPT NOMOR I.tfrj/Xll/I9K> ÎAftôOiAL 06-l2-.i>JG
4 ScRTiriKAl HGO NOMOR 33Î1 WG&OURIKOSAM6I lA/tfjCW. ie-io-«£iô
5 SERTIFIKAT HGO NOMOR 4J30~U9 r.HGOOlfllXO$M<e< lANCKW. OM»VWO
C SERTIFIKAT HGO NOMOR 47fl4iHGBWPG<0?AMB)/Cr? TAMSGAC OCKCC«
/ Ù IITT HOMOK WWIX/I9U TANGGAL 240» 105?
6 SRT PERI A.STRUKTUR . KOM'JR . TAt+TjA l 2007-200^
0 S'JîtAÏ PERNr/TA-W NOMOR . i otoKo:»4

M E M U T U S K A N  
Pemberian kepada:

WISMA DHARMALA SAKTI IT 4/Jl JEND SUDIRMAN KAV 32 RIJRy 
MKARET. Koc.TANAH ABANOj VW JAKAPTA fUSAT 
MENAMBAH DAN MERUBAH BANGUHAN. HUMAN « FASILITASNYA.. .(*•&)

Nama
Alamat

Untuk i
6GG0

basement :
w.l*«oUy. 
'• »-i .m2 LU..

m3

lapisJumlah bangunan: 1 buah, Jumlah unit
Tinggi bangunan : 8 lapis, luas bangunan ;

Terletak dl KOMFlEK taman semaman indah H.OK-a Rl/nw,-
Kef DURI KOSAM9I, Kec.CENGKARENG. VW JAKARTA BARAT

Sebagaimana.dijelaskan dalam gambar A/sd̂ V (lampron i)
peto situasi (lampiran II), persyaratan ketentuan membangun (lampiran III) dan catatan bukti polaksanaan . \ 
membangun (lampiran IV) keputU9an Ini.
Retribusi yang harus dibayar sebesar: • .
1. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) Rp.
2. Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan (RPBT) Rp.
3. Sanksi Administrasi • .7j .  " Rp.

jo.iuooonn

III.
IV.
V.

V. • Jumlah Rp.
Terbilang: Tiga PuSuh Tiga Jula Sereli* Empat Belos Rfcu Rupiah

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan Ini akan ditetapkan kemudian. 
Salinan keputusan Ini diberikan kopada yang bersangkutan.
Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dl Jakarta

33.U4.cooc:

Tembusan:
1. Wallkotamadya Jakarta darat :*■

Co. Keeala Suku Dinas Penattan dan Pengawasan Bangunan

pada tanggal CM9-2TO4
a.n GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

KEPAtA DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN 

ttd-
/ /+  /  l \  wSmuktHANA TJ. /NIP: 470033W

llri sesuai dengan aslinya oleh:
(e^alar.SoRsI Rengendallan Pelayanan Izin Membangun y t\  ¿/menyalin -

3ÛAU rwp. 47oa£6x
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L A M P IR A ^ J  j : K E P U T U S A N  G U B E R N O R  P R O P IN S I D A E R A K K W U S U S  IB U K O T A -JA K A R T A

N O M O R  : 0 8 3 2 6 /IM B /2 0 0 4  T a n g g a l  08 -09 -200-»

BAHVA BERDIRINYA BANGUNAN TERSEBUT 01 IZINKAN DENGAN SYARAT KARUS DISESUAIKAN DENGAN RENCANA KOTA OAN 0 0 2  
PERATURAN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG BERLAKU UNTUK TEMPAT TERSEBUT ATAS TANGGUNG JAVAB DAN S.'AVA PEMEGANG IMB 
SEVAXTU-WAXTU TERTID BANGUNAN DITEHPAT TERSEBUT DIREALISASIKAN OLEH PEMDA DKI.
BAHVA P 0 4 I L I K  BANGUNAN/IHB IN I  KARUS MENUNJUK SECARA' TERTULl S i 0 0 5

PEMBORONG BANGUNAN DENGAN T ANOA DAFTAR REKANAN MINIMUH
PENGAVAS PEM ILIK SIBP 
PENGAVAS PEM ILIK S IB ?  
PENGAVAS PEM ILIK SIB P

DI BIDANG ARSITEKTUR HINIHUH 
DIBIDANG KONSTRUKSI HINIHUM 
DI BIDANG INSTALASI MINIHUM

KELAS i A 
GOLONGAN 
GOLONGAN 

GOLONGAN :

! A 
i A 
A

BANGUNAN, MAKA KARUS HKNGAJUKAN 00 7

D IR EK SI 
D IR EK SI 
D IR EK SI 

A
BAHVA J IK A  DIKEMUDIAN HARI HENDAK MENGA0AXAN PERUBAHAN /  PERBAIKAN 
PERMOHONAN DAN MENOAPAT IZ IN  TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI KEPALA DINAS,
BAHVA KETINGGIAN LANTAI DASAR BANGUNAN TERHADAP P E IL  BANJIR SETEMPAT, KARUS DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN 000 
YANG DITETAPKAN OLEH DPU DKI JAKARTA.
BAHVA PBNEMPATAJ; REH3Z3AN’ T IDA." 20LEH KURANG 2 , 5H DASI BATAS PEKARANGAN DAN PEMBUANGAN AIR KOTOR/SALURAN AIR 00 9  
HUJAN KARUS BERADA DI DALAM PEKARANGAN BANGUNAN TERSEBUT/ KEMUDIAN HAS ING -  MASING DISALURKAN KESUMUR ENDAPAN ' 
ATAU SALURAN UMUM DENGAN SELALU MENJAGA KEBERSIHAN SALURAN DAN PEKARANGAN BANGUNAN TERSEBUT.
BAHVA DI KALAHAN BANGUNAN KARUS DITANAMI POHON PELINDUNG (TANAMAN) HIAS SESUAI DENGAN KETENTUAN SURAT 0 10  
KEPUTUSAN GUBERNUR KDKI JAKARTA N O .C 0 4 /1 /1 /7 3 .
BAHVA PAGAR PEKARANGAN HARUS DIBUAT DIATAS G SJ YANG BERLAKU DENGAN KETENTUAN' YANG TIDAK BOLEH LEBIH TINGGI 011  
DARI 1 ,  SM DAN KARUS TEMBUS PANDANG/TRANPARANT.
BAHVA SEGALA AKIBAT YANG TIMBUL DARI PEMBANGUNAN YANG TIOAK MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU ATAU MERUGIKAN 01 2  
P IH A X  L A IN , SEPENUHNYA MENJADI TANGOUNO JAVAB DAN RESIKO! PEMEGANG IHB.
BAHVA BANGUNAN TERSEBUT HARUS DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN IMB SERTA GAMBAR LAMPIRANNYA YANG TELAH DISYAKKAN 013  
OLEH D IN A S.
BAHVA PU IN G -PU IN G  DAN BAHAN BANGUNAN KARUS SELALU BERADA j DALAM PEKARANGAN SEHINGGA TIDAK MENGGANGGU UMVH. 014

BAHVA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TIDAK DIPERKENANKAN MENIMBULKAN GANGGUAN, KERUdAN PADA PIHAK LAIN, TERUTAMA 0 1 S 
PEKERJAAN PADA BATAS PEKARANGAN UWTUK HANA HARUS SELALU MENGIKUTI PETUNJUK-PETUNJUK PETUGAS DPPB DKI 
JAKARTA.

.BAHVA PEMBORONG/PENGAVAS HARUS MENJAGA AGAR KENDARAAN YANG KELUAR KASUK DARI /  KETEMPAT PROYEK HARUS SELALU 0 1 6
DALAM KEADAAN B ER SIH , SEHINGGA TIDAK MENGOTORI DAN MENGGANGGU JALAN UMUM.
BAHVA IMB IN I  KANYA BERLAKU UNTUK MASA PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK KEMUDIAN AKAN DIBERIKAN ll'U  017
A PA BILA  H A S IL  PELAKSAAAN DI LAPANGAN S.ESUAI DENGAN IMB BESERTA GAMBAR-GAMBAR LAHPIRANNYA.
BAHVA I Z I N  I N I  KARUS SELALU BERADA 01 TEMPAT BANGUNAN TERSEBUT AGAR HEMUDA!!XAN* PETUGAS YANG BERWENANG UNTUK 010 
MEMERIKSA DAN MEMBERI CATATAN-CATATAN PADANYA.
BAHVA P E M IL IK  BANGUNAN/IMB. IN I  SAMA SEKALI TIDAK DIPERKENANKAN MELAKUKAN SENDIRI PROYEKNYA. 022

BAHVA P 0 4 BORONG DAN D IREKSI HARUS MENYAMPAIKAN SURAT PERYATAAN KEPADA DINAS ATAS PERSETUJUAN PENUNJUKANNYA 02 3  
DARI P E M IL IK  BANGUNAN/PEMEGANG IMB DIMAKSUD UNTUK MELAKSANAKAN PitOYEK YANG BERSANGKUTAN SESUAI SENKAH 
SEGALA LAMPIRANNYA YANG TELAH DITERBITKAN DINAS,SEDANG KHUSUS BAGI OIREKSI PENGAVAS HARUS MENAMDAII OALAM 
PERNYATAANNYA TERSEBUT BAHVA PELAKSANAAN PROYEK AKAN MEMBERIKAN LAPORAN RUTIN KEPADA DINAS SAHPAI DENSAN 
SELESA IN Y A  PROYEK.

‘ BAHVA KEGIATAN PEKERJAAN DI LAPANGAN BELUM DIPERKENANKAN DILAKUKAN SEBELUM HAL-HAL TERSEBUT TENTANG 024 
(PEMBORONG DAN D IR E K SI) DIPENUHI.

BAHVA OLEH PEMOHON/PEMILIK BANGUNAN, DIHARUSKAN BANGUNAN /  RUANG HUNIAN AKAN DIPERGUNAKAN TETAP UNTUK 03$  
HUNIAN B A IK  UNTUK 01 PAKAI SEN D IRI MAUPUN DIPAKAI OLEH PIHAK LAIN KARENA PERALIHAN YANG SYAH.
BAHVA UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DARI IHB IN I  HARUS DIAWASI BtKDASMVKAN PADA RtNCANA INSTALASI DAM CMC, 
PERLENGKAPAN BANGUNAN YANG DIBUAT OLEH PERENCANA BIDANG:
TRA SPORTASI O ALAH GEOUNG(AC) DENGAN SIB P  HINIHUM GOLONGANt A 
TATA UDARA GEDUNG (AC) DENGAN S IB P  HINIHUM GOLNGAN: A
BAHVA UNTUK DAPAT DITERBITKAN IZ IN  PENGGUNAAN BANGUNAN (IP B ) OLEH OINAS, MAKA PEMILIK BiOlGUNAM/IKB 041
MELAMPIRKAN H A S IL  PENGKAJIAN TEKNIS BANGUNAN OLEH PERENCANA OIBIOANG KONSTRUKSI DENGAN SiB P .MINIMUM GOLONGAN 
A DAN'MELAPORKAN SECARA TERTl L IS  KEPADA DINAS PENATAAN DAN PENGAVASAN BANGUNAN PROP i>Kl JAKARTA.
BAHVA IMB I N I  BATAL APABILA DALAM VAKTU 6{SNAH) BULAN SEJAK TANGGAL' OITETAPKAN IMR HEWH DIMULAI PENC-AN 04 4 
PELAXSANAAN PEKERJAAN ATAU PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN 01 ANGGAP KANYA SEBAGAI PERSIAPAN SAJA/TIDAK 
BERARTI •
BAHVA PEM OHON/PEM ILIK BANGUNAN V A JIB  MEMBUAT SUMUR RESAPAN AIR SESUAI SK GUBERNUR KOKI JAKARTA NO. 1 1 S TAHS.HI OSJ 
2001.
BAHVA J IK A  TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM ?ERIZINAN IN I YANG DISEBABKAN OLEH DATA-DATA YANG DISAMI'AIKAN 0 ? )  
P A L SU /T ID A K  BENAR OAN ATAU TKRNYATA HAK AVAS TANAHNYA TIOAK BENAR ATAU SEGALA KETENTUAN-KETENTUAN PADA SURAT 
I N I  TID A K  DILAKSANAKAN OLEH FEMOHON/PEMILIK BANGUNAN MAKA SURAT KEPUTUSAN IN I AKAN DIRALAT ATAU DICABUT.

Tambuaani
1.Ka.SOPPB Jakarta ‘.Barat
2 .Xa.Sub Dinas Penggavasan dan 

Palafcaanaan Bangunan
3.Ka.Sub.Dinas Penomoran dan 

Pendataan Bangunan

D i t e t a p k a n  d i t J a k a c t a  
p a d a  t a n g g a l  : 0 8 -0 9 -2 0 0 4

a . n .  GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
KEPALA DINAS PENATAAN DAN PENGAVASAN BANGUNAN 

____ — ttd
i .  N IP ; 470032273

Kepala Se

•/ f

MDIBUKUKAN TOL 'S E P j  004
KA SITU'AC TU JAKARTA  .<tf£RAT

DKS.C SUDARSONO. MM 
NIP: '1V001 :•/:>{»?

c l " h :
c n d ir lk a n  Bangunan

470056005
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PR O PIN SI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
DINAS PENATAAN DAN PENGAV.’ASAN BANG WAN 

J L .  TAMAN JA T I BAP.U MO. 1 T El« PON 3 5 7 0 9 3  -  3 5 1 0 1 3

L AU  PIRAN IV 

NAMA

L O K A S I BANGUNAN

J E N IS  KEGIATAN 

NAJMA PROYEK

MEMPERHATIKAN:I
BUKTI PELAKSANAAN MENDIRIKAN 
BAJ'fGUNAN I N I  DIPERLUKAN UNTUK 

V PENGGUNAAN BANGuNAN {I Pr:)

-L E M B A R  : 1 .  YANG BERSANGKUTAN
2 .  SU b DINAS PPB
3 .  S D P P B /S U B . BAG TU

BUKTI PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN 
SU PA T KEPUTUSAN TANGGAL : 0 8 - 0 9 - 2 0 0 4

NOMOR : 0 8 3 2 8 /IM B / 2001
PT.TAMAN HARAPAN INDAH

KOMPLEK TA>L\N SEMANAN INDAH BLOK -A R t/R W :
K c l.D U R I  KOSAMBI, K o c . CENGKARENG, W1 i . JAKARTA BARAT 
FENOAWASAN PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN

MENAMBAH DAI MERUBAH BANGUNAN, HUNIAN S, EASI UTASNYA, 
. (WDS)

# »» *
A. n .  K A ^ iH A S ;; PENATAAN DAN PENGAWAS Ah' RANGUNAN 

DA^AH-CKHUSUS U’ '.'K''T A JAKARTA 
A .r  ¡KAySEK91 .PENGENDALIAN PELAYANAN I ZI N HEMBANOUN

' / : , y  “ i f f /
GGA LUBIS

NO TANGGAL
PEMERIKSAAN

BAGIAN BANGUNAN 
YANG D IP E F IK S A

PETUNJUK/PERINTAH“tJK ttf’ ' 
PEJA&AT PEMERIKSA

f#J
!A l  0056B0D

TANDA TANGAN PEJA BA T 
PEMERIKSA

i  { PEKERJAAN 
: PERSIAPAN•♦

• *
j •

;

: ; PEKERJAAN ;
: I PONDASI 
• ,• #

:

- : PEK.ERJAAN . .. .
•J -BAGiAN ATAS * ’

.* ^  1 BANGUNAN
• 1*. *

•

i
j ’ PEKERJAAN
: ; INSTALASI DAN - • : %

-i
J ! PERLENGKAPAN i
* J BANGUNAN • * i

• • . • 'i
- • • • ••

. • • • • yl
• • 

• • • •
« , * •

M• • ; • • J
* f ! :
• • • • , s i .  • i# • * • i■ •

i : * : . _____ J

# ? •

:
.1c

JAKARTA, JAKARTA, f *
KA . SUBDIN . PENATAAN DAN PENGAWASAN 

BANGUNAN WILAYAH
K A SI. PENGAWASAN PELAK.?MlAAN EANGUNAN
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APARTEM ENT SEM ANAN INDAH 
MENARA ANGGREK

DAFTAR HARGA
^  G'

S  APARTEMEN « f f O  9
G !¡1 ¡I 11 a  II I H 0  3  SITYPE : STUDIO , 1 KAMAR, 2 KAMAR , 3 KAMAR

No. LANTA No. UNIT . TYPE
LUAS HARGA JUAL

S.GROSS NETT TUNAI BERTAHAP KPA
1 2 2 , 2 3 , 5 , 7 ,  15, 17 STUDIO 15 14 64.804.696 68.854.990 72.905.283
2 2 10, 18 1 KAMAR 31 29 123.492.600 131.210.888 138.929.1 75
3 2 12, 16,20,22 1 KAMAR 31 30 127.608.536 135.584.070 143.559.603
4 2 3 ; 6 ,8  » 11,19 1 KAMAR 31 30 130.309.256 138.453.585 146.597.9 13
5 2 9 1 KAMAR 31 •30 133.009.976 141.323.100 149.636.2 23
6 2 1 2 KAMAR 49 . 45 210.938.816 224.122.492 237'.308.1 68
7 2 21 2 KAMAR 49 45 210.241.856 223.381.972 236.522.0fi8

1 3 2 , 5 , 7 , 1 5 ,  17,26 .STUDIO 15 . 14 65.811.416 69.924.630 74.037.843
2 3 10, 12,20,22 STUDIO 15 14 64.468.800 68.498.100 72.527.400
3 3 6 , 1 6 , 1 8 , 2 3 , 2 5 1 KAMAR 31 30 129.634.560 137.736.720 145.838.880
4 3 3 , 8 , i i , 19,21 1 KAMAR 31 30 132.335.280 140.606.235 148.877,190
5 9 1 KAMAR 31 30 135.036.000 143.475.750 151.915.500
6 3 1 \ KMR SDT 35 33,5 156.695.000 166.488.438 176.281.875 |

I j " 5 2 , 5 , 7 ,  15,17,26 STUDIO 15 ¡4 67.155.000 71.352.188 75.549.375
r “ 5 10, 12,20,22 STUDIO 15 14 65.811.416 69.924.630 74.037.843

3 5 6 , 16, 18,23,25 1 KAMAR 31 30 132.335.280 140.606.235 148.877.190
4 5 3 , 8 , 1 1  , 19,21 1 KAMAR 31 - 30 135.036.000 143.475.750 151.915.500
5 5 9 1 KAMAR 31 30 137.736.720 146.345.265 154.953.8 1 0
6 5 1 1 KMRSDT 35 33,5 159.828.416 169.817.692 179.806.968

1 6 2 , 5 , 7 , 1 5 , 1 7 , 2 6 STUDIO 15 14 68.498.584 72.779.746 77.060.907
2 6 10, 12,20,22 STUDIO 15 14 67.155.000 71.352.188 75.549.375
3 6 6 , 16, 18,23,25 1 KAMAR 31 30 135.036.000 143.475.750 151.915.500
4 6 3 , 8 ,  11 , 19 1 KAMAR 31 30 137.736.720 146.345.265 154.953.81 0

• 5 6 9 1 KAMAR 1 31 30 140.437.440 149.214.780 157.992.120
6 6 1 ! • KMR SDT 35 33,5 162.962.800 173.147.975 183.333.150
7 6 21 3 KAMAR | 60 •57 271.814.400 288.802.800 305.791.200

1 7 2 , 5 , 7 ,  15 ,17,26 STUDIO 15 14 69.841.200 74.206.275 78.571.350
2 7 10, 12,20,22 . STUDIO 15 <4 68.498.584 72.779.746 77.060.907
3 7 6 , 16, 18,23,25 .1 KAMAR 31 30 137.736.720 146.345.265 154.953.810
4 7 3 , 8 ,1 1  , 19 1 KAMAR 31 30 140.437.440 149.214.780 157.992.120
5 7 9 1 KAMAR 31 30 143.138.160 152.084.295 161.030.430

, 6 7 1,21 1 KMR SDT 35 33,5 166.097.184 176.478.258 186.859332

i 8 2 , 17 STUDIO 15 14 71.855.608 76.346.584 80.837.559
2 • 8 6 , 16 • 1 KAMAR. 31 • 30 141.787.800 150.649.538 159.511.275
3 8 1,11 1 KMRSDT 35 33,5 170.796.824 181.471.626 192.146.427
4 8 10, 12, 15 .2 KAMAR 49 45 211.664.816 224.893.867 238.122.918
5 8 3 , 5 , 7 , 8 •2. KAMAR 49 45 215.696.536 229.177.570 242.658.603
6 8 9 2 KAMAR 49 45 219.728.256 233.461.272 247.I94.28S

1 PH 1,11 1 KMR SDT 35 33,5 175.498.400 186.467.050 197.435.700
2 PH 6 , 1 0 ,1 2 '2 KAMAR 49 45 217.712.880 231.319.935 244.926.990
3 PH 2 , 3 , 5 , 7 , 8 , 1 6 2 KAMAR- 49 45 221.744.600 235.603.638 249.462.675
4 PH 1 9 2 KAMAR • 49 45 225.776.320 239.887.340 253.998.360

27 maret 2QQU
1. Harga belum termasuk :
*Akta Jual Beli
•Biaya Pengurusan Hak Milik Atas Satuan Rumnh Susun Ke Konsumen 
•Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
•Biaya Pengurusan KPR Bank 
•Biaya yang timbul atas ketentuan Pemerintah

2. Harga sudah termasuk PPN
,3. Harga scwaklu - waktu dapat berubah UinjKi pemberitahuan sebelumnya

Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH UI, 2009
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A P A t t T E I V i  E N
B a n e i i N n d a

TATA CARA PEMBAYARAN

! TUNAI. . . . . . . . .  i . BERTAHAP6X | KPA

HARI K E - 1 BOOKING FEE RP. 2.000.000 RP. 2.000.000 RP. 2.000.000

H A M  ICE 2_7 DP DP I (5 0 % -B F ) DP I (16.67% - BF) DP I (5 % -B F )

11 A¡<1 K E - 30 DP PELUNASAN 50% DP 2 ( 16,67% ) 1>P 2 ( 5% )

HARI KE - 60 DP - DP 3 ( 16,67% ) DP 3 ( 4% )

HARI KE - 90 DP - DP 4 ( 16,67% ) DP 4 ( 4% )

HARI KE - 120 * DP - DP 5 ( 16,67% ) DP 5 ( 4% )

Í" HARI KE - 150 DP - DP6 ( 16,67% ) DP 6 ( 4% )

i HARI KE - 180 DP - - OP 7 ( 4% )
11ARI KE - 210 KPA 3ANK • - - | SISA 70% KPA

K E T E R A N G A N  '
;>UNW |»AYMENT ( DP - 1 ) S!: L AM DAT - LAMBATNYA HARUS DITERIMA 7 HAP.l SETELAK BOOKlNti F :l; 

/nJ'ADILA S!» belum  diterim a pal>a hmm KE ?. MAKA developer berhak unTuk MENJUAL K lM lb \U  

yfAU MEMBATALKAN UNIT TERSEBUT.

\ r A W l .  A BATA L DOOK1NC. TEE YANO SUDAH DITERIMA DEVELOPER TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN 

TEN TUAN - K ETENTU AN  LAINNYA ADA PADA LEMBAR 3ELAKANG SURAT PESANAN

Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH UI, 2009
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2. Dinding Bata diplester dan dicat

B. UNIT ; ’ • * ' !
1. Lantai •. • : Keramik 30 x 30
2. Kamar Mandi : Keramik 20 x 20

' ••• - ; ;'£jP V C untuk pintu
3. Dinding v^ i\B a ta ! diplester dan dicat 
A. Plafond .¿fg^-Beton exposed dicat dan

- ' • -  /  cv'fgypsum /
5. Pintu%-:^fefpouble.teak wood dicat,
• :■>./••^ '̂¿Sl^aluminium

6. jendelaJ^^i^lumihium l ; :
7. Sanitair V^gi#ot6y:Setara ■& & }< ;’
8. Dapur-4>jŜ if!^e la  beton lapis keramik

Tipe 1 Kamar Tidur * 31 m2 (30 m2)

Tipe 1 Kamar Tidur 1 Sudut * 35 m2 (33,5 m2)

Pengadaan tanah..., Evyta Chandra, FH UI, 2009
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